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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2022 adalah merupakan dokumen perencanaan  Perangkat
Daerah  untuk periode 1 (satu) tahun ke depan, yang memuat
kebijakan, program, kegiatan dan sub. kegiatan, lokasi, kelompok
sasaran serta indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan
Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 54 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati
Mojokerto Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Mojokerto.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah, meliputi persiapan penyusunan Rencana Kerja, penyusunan
Rancangan Rencana Kerja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan
perumusan Rancangan Akir Rencana Kerja Perangkat Daerah Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun sesuai dengan amanat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang
Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman
pada Rencana Strategis Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin
keselarasan antara program, kegiatan, kelompok sasaran serta perkiraan
maju yang disajikan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan

Rencana Strategis (Rensta) Perangkat Daerah serta Rencana Kerja
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Perangkat Daerah (RKPD) agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan

lebih efektif.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2022 merupakan bagian integral dari Perubahan Rencana
Setrategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Periode
Tahun 2022 - 2026 dan menjadi acuan untuk penyusunan Rencana
Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja)
Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2022 mengacu pada
yaitu :

1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

3. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam
negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016
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Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor
S);

8. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto;

9. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 54 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto;

10. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 69 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto;

11. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 188.45/
15/HK/416-000/2021 tentang Rencana Strategis (Renstra)
Sekretariat Daerah Tahun 2021 — 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah

Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Sekretariat
Daerah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat;

2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang
rencana program dan rencana kerja dalam mengkoordinasikan dan
mengintegrasikan perencanaan penyelenggaraan dan pembangunan
serta mempermudah pengendalian kegiatan terutama terkait
monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;

3. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi
antar perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program
kegiatan setiap tahun anggaran selama 1 (satu) tahun ke depan,
antar Bagian yang ada di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten
Mojokerto sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pelaksanaan
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah.

1.3.2 Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 ini adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta
untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja
Sekretariat Daerah  Kabupaten  Mojokerto sebagai  wujud
pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan
pembangunan daerah;

2. Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan
tindakan proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secara
sistemik di masa depan;

3. Merupakan bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Sekretariat Daerah Tahun 2022 - 2026 yang berkaitan dengan

rencana pembangunan penyelenggaraan pemerintahan.

1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah

Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah terdiri atas :
Bab1I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan
Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA (RENJA)

SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekrertariat Daerah Tahun

Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah.

2.2. Analisis Capaian Kinerja Sekretariat Daerah.
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2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Sekretariat Daerah.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.
Bab III TUJUAN DAN SASARAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah.
3.3 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah.
Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH
Bab. V. PENUTUP
LAMPIRAN
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA
(RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Pada Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n - 2) dan
perkiraan capaian tahun berjalan, yang mengacu pada APBD tahun
berjalan (tahun n - 1) yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja

Perangkat Daerah sudah disyahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan

pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi

program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah  Tahun

2020 dan Perkiraan Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Bagian Administrasi Kesra realisasi capaian
pelaksanaan Renja tahun 2020 sebesar 42 % dengan tingkat
realisasi 43 % dan perkiraan capaian Renstra tahun 2021 sebesar
96%.

4. Program  peningkatan pelayanan prima realisasi capaian
pelaksanaan Renja tahun 2020 sebesar 100 % dengan tingkat
realisasi 100 % dan perkiraan capaian Renstra tahun 2021
sebesar 100 %.

S. Program pelaporan capaian kinerja Pemerintah Daerah realisasi
capaian pelaksanaan Renja tahun 2020 sebesar 100 % dengan
tingkat realisasi 100 % dan perkiraan capaian Renstra tahun
2021 sebesar 100 %.

6. Program penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan realisasi
capaian pelaksanaan Renja tahun 2020 sebesar 100 % dengan
tingkat realisasi 100 % dan perkiraan capaian Renstra tahun
2021 sebesar 100 %.

7. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah
Kabupaten (Bagian Administrasi Pembangunan) realisasi capaian
pelaksanaan Renja tahun 2020 sebesar 100% dengan tingkat
realisasi 118% dan perkiraan capaian Renstra tahun 2021

sebesar 85%.
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10.

11.

12.

13.

Program Layanan Bagian Hukum realisasi capaian pelaksanaan
Renja tahun 2020 sebesar 99% dengan tingkat realisasi 100% dan
perkiraan capaian Renstra tahun 2021 sebesar 99 %.

Program Layanan Bagian Administrasi pemerintahan realisasi
capaian pelaksanaan Renja tahun 2020 sebesar 93 % dengan
tingkat realisasi 97 % dan perkiraan capaian Renstra tahun 2021
sebesar 95 %.

Program Pelayanan Ketatausahaan di Lingkup Sekretariat daerah
realisasi capaian pelaksanaan Renja tahun 2020 sebesar 94%
dengan tingkat realisasi 104% dan perkiraan capaian Renstra
tahun 2021 sebesar 90 %.

Program Layanan Bagian Umum realisasi capaian pelaksanaan
Renja tahun 2020 sebesar 95 % dengan tingkat realisasi 105 %
dan perkiraan capaian Renstra tahun 2021 sebesar 90 %.
Program Pelayanan Kehumasan dan Keprokoleran realisasi capaian
pelaksanaan Renja tahun 2020 sebesar 104 % dengan tingkat
realisasi 109 % dan perkiraan capaian Renstra tahun 2021
sebesar 95 %.

Program Sosialisasi di Bidang Cukai realisasi capaian pelaksanaan
Renja tahun 2020 sebesar 100% dengan tingkat realisasi 100 %
dan perkiraan capaian Renstra tahun 2021 sebesar 100%.

Adapun Evaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja

Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun

2020 serta perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2021 adalah sebagai tabel berikut :
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2.2  Analisis Capaian Kinerja Sekretariat Daerah.

Analisis Capaian Kinerja adalah merupakan penilaian antar target
kinerja dengan hasil kinerja yang telah dicapai pada Sekretariat Daerah
untuk menjalankan tugas dan fungsi yang diembannya. Berdasarkan
indikator sasaran pada masing — masing program dan kegiatan maka
analisis Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun

Anggaran 2020 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja sasaran persentase pemberian bantuan
pembangunan tempat peribadatan melaksanakan program
pembinaan mental spiritual dengan indikator Persentase

peningkatan masyarakat yang mengikuti program pembinaan

mental spiritual dengan capaian kinerja sebesar 42 % dari target

sebesar 98 % yang di emban oleh Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat capaian target kinerja rendah dikarenakan

adanya refocusing anggaran Covid 19.

2. Indikator kinerja sasaran nilai akuntabilitas kinerja pemerintah
dengan capaian kinerja sebesar A dari target BB  dengan
melaksanakan program :

2.1 Program pembinaan pelaporan capaian kinerja pemerintah
daerah dengan indicator Persentase PD yang menyusun
dokumen / laporan kinerja sesuai ketentuan dengan capaian
kinerja sebesar 100% dari target sebesar 85 % yang di emban
oleh Bagian Organisasi.

2.2 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah dengan indikator Persentase Pengendalian
Pelaksanan Pembangunan di Lingkungan / Wilayah Kab.

Mojokerto dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target

sebesar 85 % di emban oleh Bagian Administrasi
Pembangunan.
3. Indikator Sasaran Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB) capaian kinerja sebesar ,,,,,, dari target sebesar

75,77 dengan melaksanakan program :

3.1 Program penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan
dengan indikator Persentase kelembagaan perangkat daerah

yang tepat fungsi dan tepat ukur sesuai ketentuan dengan
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capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 85 % yang
di emban oleh Bagian Organisasi.

3.2  Program layanan Bagian Hukum dengan indikator persentase
usulan produk hukum dari organisasi Perangkat Daerah yang
ditindaklanjuti dengan capaian kinerja sebesar 99 % dari
target sebesar 99 % yang di emban oleh Bagian Hukum.

4. Indikator Sasaran rata- rata nilai IKM penyelenggara pelayanan
melaksanakan program peningkatan pelayanan prima dengan
indikator persentase Penyelenggaraan Pelayanan dengan Nilai IKM
kategori Baik dengan capaian kinerja sebesar 80 % dari target
sebesar 80 % yang di emban oleh Bagian Organisasi.

5. Indikator Sasaran nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EKPPD) dengan capaian kinerja sebesar 3.4
(sangat tinggi) dari target sebesar 3.2 (sangat tinggi) melaksaakan
program program layanan bagian pemerintahan dengan indicator
persentase peningkatan perangkat daerah yang laporan kinerjanya

berstatus ST dan T dengan capaian kinerja sebesar 93 % dari target

sebesar 95 % yang di emban oleh Bagian Administrasi
Pemerintahan.
6. Indikator Sasaran Persentase Belanja Pegawai dengan capaian

kinerja sebesar 79 % dari target sebesar < 50 % melaksanakan

program :

6.1 Program pelayanan ketatausahaan di lingkup Sekretariat
daerah dengan indicator persentase pemenuhan pelayanan
ketatausahaan di lingkup Sekretariat Daerah dengan
capaian kinerja sebesar 94 % dari target sebesar 90 % yang
di emban oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan
dikarenakan realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
pengajuan dari bagian - bagian dan pelaksanaan efisiensi
serta adanya pandemi covid 19.

6.2 Program layanan bagian Umum dengan persentase
kebutuhan KDH dan WKDH yang terpenuhi sesuai
ketentuhan dan kebetuhan dengan capaian kinerja sebesar
91 % dari target sebesar 95 % yang di emban oleh Bagian

Umum.
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6.3 Program layanan bagian Umum dengan Indikator persentase
kebutuhan sarana dan prasarana setda. yang terpenuhi
sesuai ketentuan dan kebutuhan dengan capaian kinerja
sebesar 85 % dari target sebesar 99 % yang di emban oleh
Bagian Umum.

6.4 Program pelayanan kehumasan dan keprotokoleran dengan
indikator persentase media yang terverifikasi dengan
capaian kinerja sebesar 95 % dari target sebesar 104 % yang
di emban oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

6.5 Program pelayanan keprotokoleran denhgan indikator
persentase kegiatan KDH dan WKDH yang terfasilitasi
keprotokoleran dengan capaian kinerja sebesar 100 % dari
target sebesar 148 % yang di emban oleh Bagian Protokol
dan Komunikasi Pimpinan.

7 Indikator sasaran maturitas penerapan LPBJ dengan capaian
kinerja sebesar Level - 2  dari target sebesar Level - 2
melaksanakan program program layanan pengadaan barang dan
jasa dengan indikator persentase pengadaan barang jasa yang
terfasilitasi di LPSE dengan capaian kinerja sebesar 92 % dari
target sebesar 92% yang di emban oleh Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa.

8 Indikator sasaran persentase rumusan kebijakan bidang
perekonomian yang diimplementasikan dengan capaian Kinerja
sebesar 100 % dari target sebesar 83 % dengan melaksanakan
program pengembangan administrasi perekonomian yang di emban
oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Adapun Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto

Tahun Anggaran 2020 s/d Tahun Anggaran 2021 lebith lanjut dapat

disampaikan sebagaimana tabel berikut:
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2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
Sekretariat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat
menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah
untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.
Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan
akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan
secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Suatu
kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila
tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau
sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang
untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pemetaan yang tepat atas isu strategis memberikan pengaruh yang
sangat besar bagi keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat Daerah
pada khususnya dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah Daerah
pada umumnya. Berikut adalah proyeksi atas isu-isu strategis di masa
satu tahun mendatang yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto :

A. Faktor internal
Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi dari dalam
organisasi, sehingga perlu menjadi perhatian agar dapat menjadi
kekuatan dalam melaksanakan tujuan organsasi. Faktor internal ini
meliputi dua unsur, yaitu sebagai unsur kekuatan dan unsur
kelemahan dalam Organisasi Perangkat Daerah . Dari dua unsur
tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Unsur kekuatan dalam Perangkat Daerah
1) Adanya pembagian tugas dan atau pelimpahan
kewenangan / kegiatan (sub. kegiatan) dari Perangkat
Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Mojokerto serta adanya perubahan SOTK;
2) Dengan pertambahan arsip produk hukum setiap tahun
perlu peningkatan sarana dan prasarana serta manajemen
penyimpanan naskah produk hukum dengan mewujudkan

perpustakaan produk hukum.
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3)

4)

S)

6)

7)

Sebagai unsur staf yang langsung di bawah bupati
mempermudah proses koordinasi baik dengan PD maupun
dengan pihak ekstern dalam melaksanakan tugas pimpinan
untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah;

Dengan mengatasi kurangnya koordinasi kinerja serta
kelancaran dalam pengolahan administrasi maka akan
dapat diwujudkan tertib administrasi persuratan dalam
pelaksanaan pelayanan kepada pimpinan maupun
masyarakat;

Dengan mendayagunakan dukungan dari pimpinan
peraturan perundang-undangan yang mendukung dan
memanfaatkan adanya pengawasan dari publik akan dapat
mewujudkan kinerja Sekretariat Daerah yang lebih maju ;
Dengan mendayagunakan sumber dana dan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang tersedia dan memanfaatkan
banyaknya kegiatan yang perlu pelayanan cepat maka akan
dapat diwujudkan pelayanan yang tepat waktu. Adanya
upaya terhadap perbaikan kesejahteraan pegawai serta
penyetaraan Gender.

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk
mengembangkan sistem penyelengaraan pemerintahan di

Sekretariat Daerah.

2. Faktor kelemahan dalam Perangkat Daerah

1)

2)

3)

Menurunnya motifasi / kejenuhan karena rutinitas yang
samadan adanya pelaksanaan tugas yang tidak sesuai
dengan job description;

Kurangnya akurasi dan keterbatasan data yang ada di
masing-masing sub bagian dan pelaporan yang kurang
tepat waktu;

Masih terbatasnya tenaga teknis bangunan untuk
memverifikasi usulan bantuan keuangan, menyebabkan
adanya kendala dalam memberikan rekomendasi pada

usulan pembangunan yang ada di SIPD;
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4) Masih terbatasnya tenaga advokasi menyebabkan
penyelesaian permasalahan hukum belum maksimal,
sehingga upaya penambahan personil, pembekalan
pengetahuan tentang keadvokasian dan peningkatan
kerjasama dengan aparatur penegak hukum,;

S5) Untuk menciptakan good governance dan clean government
dibutuhkan berbagai upaya pembinaan hukum bagi
penyelenggara pemerintahan daerah dengan menetapkan
kerjasama dengan aparatur penegak hukum melalui
perkembangan teknologi informasi perlu dimanfaatkan
untuk mempublikasikan produk hukum, memberikan
pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat melalui
media elektronik;

6) Dengan meningkatkan terkoordinasi kinerja dalam
pengolahan administrasi maka akan dapat diwujudkan
tertib administrasi persuratan dalam = pelaksanaan
pelayanan kepada pimpinan maupun masyarakat;

7) Dengan mendayagunakan dukungan dari pimpinan
peraturan perundang-undangan yang mendukung dan
memanfaatkan adanya pengawasan dari publik akan dapat

mewujudkan kinerja Sekretariat Daerah yang lebih maju.

B. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar organisasi itu
sendiri, agar sebuah organisasi dapat memanfaatkan faktor eksternal
serta juga dapat mempertahankan diri dari kekuatan luar yang bisa
menghambat kemajuan sebuah organisasi. Faktor eksternal ini
meliputi dua wunsur, yaitu sebagai unsur peluang dan unsur
ancaman atau tantangan dalam organisasi. Dari dua unsur tersebut
dapat diuraikan sebagai berikut:
1.  Unsur Peluang dalam Perangkat Daerah

1) Adanya persyaratan sertifikasi uji kompetensi untuk tugas

tertentu dan pemanfaatan tekonologi informasi;
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2)

3)

4)

S)

6)

7)

Semakin mantapnya stabilitas politik dan keamanan
kehidupan masyarakat yang religius dan mendukung
agenda reformasi dan demokratisasi;

Kebijakan Kepala Daerah melalui visi misi Kepala Daerah
menjadikan Sekretariat Daerah mempunyai peran penting
dalam pelaksanaan pencapaian tujuan tersebut. Untuk
mencapainya perlu meningkatkan kompetensi dan motifasi
sehingga tujuan dapat teratasi;

Untuk menciptakan good governance dan clean government
dibutuhkan berbagai upaya pembinaan hukum bagi
penyelenggara pemerintahan daerah dengan menetapkan
kerjasama dengan aparatur penegak hukum. Dukungan
dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk
mewujudkan reformasi birokrasi;

Dengan mengkoordinasikan kinerja dan memanfaatkan
adanya E - surat ( Lontar Kedaton ) untuk kelancaran
dalam pengolahan administrasi maka akan dapat
diwujudkan tertib administrasi persuratan dalam
pelaksanaan pelayanan kepada pimpinan maupun
masyarakat;

Perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan
untuk mengembangkan sistem pengadaan barang jasa
pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi;

Pelaksanaan penata wusahaan keuangan pada sistem
informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPD) belum
berjalan maksimal dan masih perlu adanya penyesuaian
dengan sistem keuangan daerah, sehingga terjadi
keterlambatan penerapan penatausahaan keuangan

daerah dalam realisasi anggaran.
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2. Unsur Ancaman dalam Perangkat Daerah

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

Sering terjadinya perubahan kebijakan peraturan baik dari
pemerintah daerah yang dalam pelaksanaan tugas
overlapping dari pemerintah pusat dan sering terjadi
perubahan personil;

Untuk menciptakan good governance dan clean government
dibutuhkan berbagai upaya pembinaan hukum bagi
penyelenggara pemerintahan daerah dengan menetapkan
kerjasama dengan aparatur penegak hukum,;

Semakin tingginya tuntunan masyarakat kepada kepuasan
pelayanan publik perlu dilakukan terobosan-
terobosan/inovasi yang harus tetap memperhatikan norma-
norma hukum dan perkembangan teknologi informasi
perlu dimanfaatkan untuk mempublikasikan produk
hukum, memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum
masyarakat melalui media elektronik;

Kurang tertibnya administrasi kepegawaian di lingkungan
Sekretariat Daerah dan belum maksimalnya fungsi dan
kinerja Kelompok Budaya Kerja bagi aparatur pemerintah;
Pemanfaatan hasil analisis beban kerja belum maksimal
dan banyaknya acuan pelaksanaan tugas yang overlapping
dari pemerintah pusat dan belum maksimalnya penerapan
system pengawasan internal;

Masih adanya upaya intervensi dari berbagai pihak dalam
pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah;

Adanya pandemi covid 19 di Kabupaten Mojokerto, sehingga
mempengaruhi terhadap kinerja dan anggaran guna

mendukung pemutusan mata rantai covid 19.
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2.2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor Nomor 69 Tahun
2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, Sekretariat Daerah
sebagaimana mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan
kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
menyelenggarakan fungsi :
a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat
Daerah;
c. pemantauan dan evalausi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada
instansi daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
1) Bagian Pemerintahan, membawahi :
a  Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama;
b  Sub Bagian Administrasi Kewilayahan;
d Sub Bagian Otonomi Daerah.
2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawabhi :
a  Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
b  Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
d Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
3) Bagian Hukum, membawahi :
a  Sub Bagian Perundang-undangan;
b  Sub Bagian Bantuan Hukum;
d  Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :

1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawabhi :
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a  Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan
Badan Layanan Umum Daerah;
b  Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
d Sub Bagian Perencanaan, Pengawasan Ekonomi Mikro
dan Sumber Daya Alam.
2) Bagian Administrasi Pembangunan, membawabhi :
a  Sub Bagian Penyusunan Program;
b  Sub Bagian Pengendalian Program,;
d Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi :
a  Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
b  Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
lektronik;
d Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang
dan Jasa.
d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
1) Bagian Umum, membawabhi :
a  Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
b  Sub Bagian Perlengkapan;
d  Sub Bagian Rumah Tangga.
2) Bagian Organisasi, membawahi :
a  Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
b  Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
d Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi :
a  Sub Bagian Protokol;
b  Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;
d  Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
4) Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawabhi :
a  Sub Bagian Perencanaan;
b  Sub Bagian Keuangan;
d  Sub Bagian Pelaporan.

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
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Mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah untuk
penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, dan
hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di
bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat
dan hukum.

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan Daerah di bidang
pemerintahan dan hukum;

b. penyelenggaraan pengoordinasian penyusunan kebijakan
Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;

c. penyelenggaraan  pengoordinasian  pelaksanaan = tugas
Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum dan
kesejahteraan rakyat;

d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Daerah di bidang pemerintahan dan hukum,;

e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;

f penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

g  penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Sekretaris Daerah.

() Bagian Pemerintahan mempunyai tugas membantu Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah,
pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi

pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan, dan
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otonomi daerah.

Dalam  melaksanakan  tugas, Bagian = Pemerintahan
mempunyai fungsi :

a. perumusan bahan perumusan kebijakan Daerah di
bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama,
administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;

b. perumusan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan
dan kerja sama, administrasi kewilayahan, dan otonomi
daerah;

c. perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan
dan kerja sama, administrasi kewilayahan, dan otonomi
daerah;

d. perumusan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi
pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan,
dan otonomi daerah;

e. perumusan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi
di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama,
administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;

f pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

g pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

(1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama
mempunyai tugas :

a. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan Daerah
bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama;

b. menyusun bahan perumusan kebijakan Daerah
dibidang administrasi pemerintahan dan kerja
sama;

c. menyusun bahan pengoordinasian pelaksanaan
tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil,
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,

ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
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masyarakat;

d. melakukan fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan
Daerah (Forkopimda);

e. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan Daerah bidang administrasi
pemerintahan dan kerja sama;

f melakukan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Perangkat Daerah;

g  menyusun bahan pelaksanaan perumusan
kebijakan di bidang kerja sama dalam negeri;

h. melakukan pengolahan data kerja sama Daerah
dalam negeri;

L melakukan pengendalian dan perumusan data hasil
kerja sama Daerah dalam negeri;

j- melakukan fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah
Daerah;

k. melakukan pembinaan dan pengawasan kerja sama
Daerah dalam negeri yang dilakukan oleh Perangkat
Daerah;

L melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan
kerja sama Daerah dalam negeri;
melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

n. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan.

(2) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan mempunyai
tugas :

a. melakukan fasilitasi dan koordinasi pembentukan,
penghapusan, penggabungan dan pemekaran
wilayah kecamatan dan/atau kelurahan;

b. melakukan koordinasi penegasan batas Daerah,
kecamatan, kelurahan/ desa serta nama lain
dan/atau pemindahan ibu kota kabupaten dan ibu
kota kecamatan;

c. melakukan fasilitasi toponimi dan pemetaan

wilayah;
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d. menyusun bahan penetapan kode dan data
kewilayahan;

e. melakukan pembinaan dan evaluasi kecamatan dan
kelurahan;

f menyusun bahan  kebijakan pelimpahan
sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat;

g  menyusun bahan kebijakan pengelolaan
dana kelurahan;

h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Daerah bidang administrasi kewilayahan;

i melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

j- melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan.

(3) Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Laporan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD);

b. melakukan penghimpunan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD);

c. melakukan fasilitasi dan  koordinasi proses
pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

d. melakukan fasilitasi pengusulan izin dan cuti
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

e. menyusun bahan laporan Akhir Masa Jabatan
(AMJ) Kepala Daerah;

f melakukan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan
pelaksanaan Pemilihan Umum;

g melakukan fasilitasi dan  koordinasi proses
administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan
anggota legislatif;

h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Daerah bidang otonomi Daerah;

i melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

j- melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan.
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(@ Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam
melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan
kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial
dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kesejahteraan Rakyat

Mempunyai fungsi :

a. perumusan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan Daerah di bidang bina mental spiritual,
kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

b. perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual,
kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

c. perumusan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan
kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor
yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di
bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan
kesejahteraan masyarakat;

d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

(1) Sub Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai tugas :

a. menyusun data tentang sarana peribadatan, sarana
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

b. menyusun bahan perumusan kebijakan yang
berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan,;

c. menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait
dalam rangka pengembangan sarana peribadatan,
sarana pendidikan agama dan  pendidikan

keagamaan;
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d. menyusun bahan petunjuk pelaksanaan di bidang
sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan
pendidikan keagamaan;

e. menyusun bahan pertimbangan pemberian bantuan
di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan
agama dan pendidikan keagamaan;

f menyusun bahan, mengoordinasikan dan
melakukan perumusan kebijakan Daerah bidang
lembaga dan kerukunan keagamaan;

g~ menyusun dan mengoordinasikan bahan pedoman
pembinaan lembaga keagamaan dan kerukunan
umat beragama;

h. melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan
kerja sama antar lembaga keagamaan dan
kerukunan umat beragama;

i menyusun bahan  pengolahan data, saran,
pertimbangan serta koordinasi kegiatan dan
penyusunan laporan program pembinaan umat
beragama dan kerja sama antar lembaga
keagamaan;

J- melakukan koordinasi lintas sektor dan
pertemuan/rapat-rapat  koordinasi di  bidang
kerukunan umat beragama dan kerja sama antar
lembaga keagamaan,;

k. melakukan fasilitasi dan = mengoordinasikan
pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama
dan aliran kepercayaan dan kerja sama antar
lembaga keagamaan;

1 melakukan fasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan
musyawarah antar umat beragama dan aliran
kepercayaan;

m. menyusun bahan dan mengoordinasikan kegiatan
forum kerukunan umat beragama dan konsultasi
kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran

kepercayaan;
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n. melakukan koordinasi kerja sama sosial
kemasyarakatan dan konsultasi penanggulangan
secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup
antar umat beragama dan aliran kepercayaan;

o. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan
kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan;

p. menyusun bahan dan melakukan pemantauan dan
evaluasi kebijakan Daerah bidang lembaga dan
kerukunan keagamaan,;

q- melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

r. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

(2) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

a. menyusun bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan pemerintah Daerah di bidang sosial,
transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;

b. menyusun bahan pengoordinasian pelaksanaan
kebijakan pemerintah Daerah di bidang sosial,
transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;

c. menyusun bahan monitoring, evaluasi dan
pelaporan  pelaksanaan kebijakan Pemerintah
Daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan,
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

d. menyusun bahan pelayanan administrasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

e. menyusun bahan fasilitasi pemberian hibah dan

bantuan sosial kepada Badan/Lembaga, Organisasi
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Kemasyarakatan (Ormas), kelompok masyarakat
dan individu atau keluarga;

f menyusun bahan pembinaan, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan hibah dan bantuan sosial
kepada Badan/Lembaga, Ormas, kelompok
masyarakat dan individu atau keluarga;

melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

qQ

h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
3 Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat —mempunyai
tugas :

a. menyusun bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan Pemerintah Daerah di bidang
kepemudaan dan olahraga;

b. menyusun bahan pengoordinasian pelaksanaan
kebijakan Pemerintah Daerah di bidang
kepemudaan dan olahraga;

c. menyusun bahan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kebijakan Pemerintah
Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga;

d. menyiapkan bahan pelayanan administrasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
kepemudaan dan olahraga, dan kemasyarakatan
lainnya;

e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

f melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

() Bagian Hukum mempunyai tugas membantu Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-

undangan, bantuan hukum dan, dokumentasi dan informasi.
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Dalam  melaksanakan tugas, Bagian Hukum

mempunyai fungsi :

a. perumusan bahan perumusan kebijakan Daerah di
bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan,
dokumentasi dan informasi;

b. perumusan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan,
bantuan hukum dan, dokumentasi dan informasi;

c. perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di di bidang perundang- undangan,
bantuan hukum dan, dokumentasi dan informasi;

d. perumusan bahan pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan
hukum dan, dokumentasi dan informasi;

e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

f pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

(1) Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas :

a. Merancang bahan penyusunan produk hukum
Daerah;

b. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi produk
hukum Daerah;

c. menyusun bahan penjelasan Kepala Daerah dalam
proses penetapan Peraturan Daerah;

d. melakukan analisa dan kajian produk hukum
Daerah;

e. melakukan pembinaan penyusunan produk hukum
Daerah;

f.  menyusun bahan administrasi pengundangan dan
autentifikasi produk hukum Daerah;

g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
produk hukum Daerah;

h. melakukan evaluasi dan klarifikasi peraturan desa;

i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

j- melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang
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diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.

(2)  Sub Bantuan Hukum mempunyai tugas :

a.

melakukan koordinasi permasalahan hukum dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

melakukan penyuluhan hukum di masyarakat;
melakukan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi
hukum dan pertimbangan hukum serta
perlindungan hukum bagi unsur Pemerintah Daerah
dan Pemerintah Desa dalam sengketa hukum baik
di dalam maupun di luar pengadilan;

melakukan koordinasi dan fasilitasi kerja sama
dalam penanganan perkara hukum,;

melakukan koordinasi dan evaluasi penegakan dan
perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);

merancang bahan penyusunan pendapat hukum
(legal opinion);

melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil
penanganan perkara sengketa hukum;

melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.

(3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai

tugas :

a.

melakukan inventarisasi dan dokumentasi produk
hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan
lainnya;

menyusun serta mengolah data dan informasi
sebagai bahan dalam rangka pembentukan
kebijakan Daerah;

melakukan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH);

melakukan pelayanan administrasi informasi
produk hukum;

melakukan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi

produk hukum Daerah maupun peraturan
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perundang- undangan lainnya;
f.  melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap
dokumentasi dan informasi produk hukum Daerah;

melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

0

h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas
membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas
Sekretariat Daerah untuk pengoordinasian penyusunan kebijakan
Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
penyusunan kebijakan Daerah dan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan
Sumber Daya Alam (SDA), administrasi pembangunan dan
pengadaan barang dan jasa.

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Perekonomian dan

Pembangunan mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pengoordinasian penyusunan kebijakan
Daerah di bidang perekonomian dan SDA, dan administrasi
pembangunan;

b. penyelenggaraan = pengoordinasian  pelaksanaan  tugas
Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan SDA,
administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;

c. penyelenggaraan perumusan kebijakan Daerah di bidang
pengadaan barang dan jasa;

d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;

e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan
SDA, dan administrasi pembangunan;

f  penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

g  penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Sekretaris Daerah.

() Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai
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tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan

untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah

dalam melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan

Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),

pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan,

pengawasan ekonomi mikro dan Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perekonomian dan

Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

a. perumusan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan Daerah di bidang pembinaan BUMD dan
BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan
perencanaan, pengawasan ekonomi mikro dan SDA;

b. perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan
BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan
perencanaan, pengawasan ekonomi mikro dan SDA;

C. perumusan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan
kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor
yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di
bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan
distribusi perekonomian, dan perencanaan, pengawasan
ekonomi mikro dan SDA;

d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

(1) Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan
Badan Layanan Umum Daerah mempunyai tugas :

a. menyusun bahan perumusan penetapan kebijakan
teknis pengelolaan BUMD dan BLUD;
b. menyusun bahan pembinaan pengelolaan BUMD

dan BLUD;
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melakukan analisa perkembangan dan pencapaian
kinerja BUMD dan BLUD;

melakukan monitoring dan evaluasi BUMD dan
BLUD;

menyusun, mengumpulkan dan mengolah data dan
laporan sebagai bahan koordinasi bina usaha
BUMD, perbankan daerah, koperasi, transportasi
dan penanaman modal,

melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan

Sumber Daya Alam.

(2) Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan dan data serta analisa di bidang
pengendalian dan distribusi perekonomian;
menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang
pengendalian dan distribusi perekonomian;
melakukan koordinasi dengan instansi terkait
terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian dan
distribusi perekonomian;

menyusun bahan penyusunan petunjuk
pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan
pengendalian dan distribusi perekonomian;
melakukan pemantauan dan evaluasi serta
pelaporan di bidang pengendalian dan distribusi
perekonomian;

melakukan fasilitasi dan pembinaan di bidang
pengendalian dan distribusi perekonomian;
menyusun dan mengolah data serta menyiapkan
bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan
pemantauan harga barang pokok dan bahan penting
lainnya serta harga pupuk;

menyusun bahan pembinaan dan koordinasi

pengembangan perekonomian masyarakat dalam
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rangka pengendalian inflasi daerah dan
pertumbuhan ekonomi daerah;

menyusun dan mengolah data dan laporan sebagai
bahan koordinasi di bidang peningkatan industri
dan perdagangan;

melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan

Sumber Daya Alam.

(3) Sub Bagian Perencanaan, Pengawasan Ekonomi Mikro

dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan dan data serta analisa di bidang
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro;
menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro;
menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait
terhadap pelaksanaan kegiatan perencanaan dan
pengawasan ekonomi mikro;

menyusun bahan penyusunan petunjuk
pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro;
melakukan pemantauan dan evaluasi serta
pelaporan di bidang perencanaan dan pengawasan
ekonomi mikro kecil;

melakukan fasilitasi dan pembinaan di bidang
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro;
menyusun bahan dan data serta analisa di bidang
pertanian, perkebunan, ketahanan pangan,
peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral
dan lingkungan hidup;

menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang
pertanian, perkebunan, ketahanan pangan,
peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral
dan lingkungan hidup;

melakukan koordinasi dengan instansi terkait
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terhadap pelaksanaan kegiatan pertanian,
perkebunan, ketahanan pangan, peternakan,
perikanan, energi sumber daya mineral dan
lingkungan hidup;

j- menyusun bahan penyusunan petunjuk
pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan
pertanian, perkebunan, ketahanan  pangan,
peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral
dan lingkungan hidup;

k. melakukan pemantauan dan evaluasi serta
pelaporan di bidang pertanian, perkebunan,
ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi
sumber daya mineral dan lingkungan hidup;

L. melakukan fasilitasi dan pembinaan di bidang
pertanian, perkebunan, ketahanan pangan,
peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral
dan lingkungan hidup;

m. melakukan fasilitasi kegiatan di bidang pertanian,
perkebunan, ketahanan pangan, peternakan,
perikanan, energi sumber daya mineral dan
lingkungan hidup;

n. menyusun dan mengolah data dan laporan sebagai
bahan penyusunan pedoman dalam rangka
pengembangan perekonomian masyarakat meliputi
pertanian, perikanan, ekonomi berbasis lokal dan
ekonomi kreatif;

o. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

p. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan
Sumber Daya Alam.

() Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas
membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam
melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan

kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas
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Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Daerah di bidang penyusunan program,
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan, Bagian Administrasi Pembangunan

mempunyai fungsi :

a. perumusan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan Daerah di bidang penyusunan program,
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

b. perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah dibidang penyusunan program,
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

Cc. perumusan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan
kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
penyusunan program, pengendalian program dan
evaluasi dan pelaporan;

d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

(1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :

a. menyusun dan mempersiapkan rencana kegiatan
penyusunan program pembangunan Daerah;

b. menyusun bahan kebijakan dalam rangka
mempersiapkan program pembangunan Daerah;

c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan penyusunan program pembangunan
Daerah;

d. melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat,
provinsi dan kabupaten/kota lain serta pihak swasta
dalam rangka penyusunan sinergitas program
pembangunan Daerah;

e. melakukan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka
penyusunan program pembangunan Daerah;

f melakukan penyusunan program pembangunan
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dalam rangka mengembangkan akses pembangunan
Daerah;

g melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan
program pembangunan untuk mengurangi resiko
dan kerugian dalam rangka kelancaran program
pembangunan Daerah;

h. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun
laporan; dan

1. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh  Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan.

(2) Sub Bagian Pengendalian Program mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan pengendalian program

pembangunan;
b. menyusun bahan kebijakan pengendalian
pembangunan yang diselenggarakan oleh

pemerintah maupun swasta agar pembangunan
sesuai dengan program pembangunan Daerah;

c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan pembangunan dalam rangka
pengendalian program pembangunan Daerah;

d. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam
rangka mengurangi tingkat resiko dan kerugian
akibat pelaksanaan program pembangunan baik
oleh pemerintah maupun swasta;

e. melakukan  pengendalian  sinergitas  program
pembangunan baik oleh lembaga pemerintah
maupun swasta;

f melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka
pengendalian pelaksanaan program pembangunan;

g melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan.

(3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
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a. menyusun rencana monitoring dan pelaporan
program pembangunan Daerah;

b. melakukan monitoring dan pelaporan pelaksanaan
program pembangunan Daerah;

c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
program pembangunan Daerah;

d. melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka
pelaksanaan monitoring dan evaluasi program
pembangunan Daerah;

e. menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti hasil
temuan  monitoring dan  evaluasi  program
pembangunan Daerah;

f memproses dan menyajikan data hasil evaluasi
pelaksanaan program pembangunan Daerah;

g menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai
bahan perumusan kebijakan program pembangunan
Daerah;

h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

i melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan.

(1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas
membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan
secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang
dan jasa.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa mempunyai fungsi :
a. perumusan bahan perumusan kebijakan Daerah di

bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
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pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,

pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

b. perumusan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan
barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang
dan jasa;

¢ perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan
barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang
dan jasa;

d perumusan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa;

e.  pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

f pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

(1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
mempunyai tugas :

a. melakukan inventarisasi paket pengadaan
barang/jasa;

b. melakukan riset dan analisis pasar barang/jasa;

c. menyusun strategi pengadaan barang/jasa;

d. menyusun dan mengelola dokumen pemilihan
beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi
yang dibutuhkan;

e. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa;

f. menyusun dan mengelola katalog
elektronik lokal/sektoral;

g ~ menyusun perencanaan dan pengelolaan
kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;

h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
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pengadaan barang/jasa pemerintah;

melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang

dan Jasa.

(2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara

Elektronik mempunyai tugas :

a.

0

melakukan pengelolaan seluruh sistem informasi
pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna
sistem = pengadaan  secara  elektronik) dan
infrastrukturnya;

melakukan pelayanan pengadaan barang/jasa
pemerintah secara elektronik;

melakukan fasilitasi pelaksanaan registrasi dan
verifikasi pengguna seluruh sistem informasi
pengadaan barang/jasa;

melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan
sistem informasi;

melakukan pengembangan sistem informasi yang
dibutuhkan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
(UKPBJ);

melakukan  pelayanan  informasi  pengadaan
barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
melakukan pengelolaan informasi kontrak;
melakukan pengelolaan informasi manajemen
barang/jasa hasil pengadaan;

melakukan fasilitasi implementasi standarisasi
layanan pengadaan secara elektronik;

melakukan bimbingan teknis, pendampingan,
dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem
informasi pengadaan barang/jasa pemerintah,
antara lain Sistem Informasi Rencana Umum
Pengadaan (SIRUP), Sistem Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE), e-katalog, e-monev, Sistem

Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP);
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k. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

L. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa.

(3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang
dan Jasa mempunyai tugas :

a. melakukan pembinaan bagi para pelaku pengadaan
barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola
pengadaan barang/jasa dan personel UKPBJ;

b. melakukan pengelolaan manajemen pengetahuan
pengadaan barang/jasa;

c. melakukan pembinaan hubungan dengan para
pemangku kepentingan;

d. melakukan pengelolaan dan pengukuran tingkat
kematangan UKPBJ;

e. melakukan Dbimbingan teknis, pendampingan,
dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa
pemerintah di lingkup pemerintah dan desa;

f.  melakukan layanan penyelesaian sengketa kontrak
melalui mediasi;

melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

0

h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang

dan Jasa.

3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretariat
Daerah untuk penyusunan kebijakan Daerah, pelaksanaan
kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di
bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan
perencanaan dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Administrasi Umum

mempunyai fungsi :
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a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan Daerah di bidang
organisasi;

b. penyelenggaraan kebijakan di bidang umum, protokol dan
komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;

c. penyelenggaraan = pengoordinasian  pelaksanaan  tugas
Perangkat Daerah di bidang organisasi;

d. penyelenggaraan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi
pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;

e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Daerah di bidang organisasi;

f penyelenggaraan pembinaan administrasi dan ASN pada
instansi Daerah;

g pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Sekretaris Daerah.

() Bagian Umum mempunyai tugas membantu Asisten
Administrasi Umum untuk melaksanakan sebagian tugas
Sekretariat Daerah dalam  melaksanakan  penyiapan
pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di
bidang tata usaha dan kepegawaian, perlengkapan, dan
rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum mempunyai

fungsi :

a. perumusan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata
usaha dan kepegawaian, perlengkapan, dan rumah
tangga;

b. perumusan bahan pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi di bidang tata usaha dan kepegawaian,
perlengkapan, dan rumah tangga;

c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Asisten Administrasi Umum.

(1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai

tugas :
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a. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran
yang meliputi kegiatan tata usaha umum,
persuratan, kepegawaian di lingkup Sekretariat
Daerah dan rapat- rapat dinas;

b. melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang
pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi
kegiatan tata usaha umum, persuratan,
kepegawaian di lingkup Sekretariat Daerah dan
rapat-rapat dinas;

c. melakukan pengelolaan kearsipan,;
melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

e. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

(2) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas :

a. melakukan kebijakan pengamanan, pemeliharaan
sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan
kantor di lingkup Sekretariat Daerah;

b. melakukan kebijakan pengadaan perlengkapan
Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat Daerah;

c. melakukan kebijakan pengelolaan, penggunaan,
pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas
Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat Daerah
serta kendaraan dinas operasional dan sewa
kendaraan;

d. melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana,
menjaga kebersihan dan pemeliharaan rumah dinas
Bupati dan Wakil Bupati serta rumah dinas
Sekretariat Daerah;

e. melakukan penyiapan sarana dan prasarana untuk
mendukung kegiatan Bupati dan Wakil Bupati serta
Sekretariat Daerah;

f melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

g melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

(3) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas :
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a. melakukan urusan rumah tangga Bupati dan Wakil
Bupati serta Sekretaris Daerah;

b. melakukan penyediaan dan pengaturan sarana dan
prasarana, dan makanan dan minuman untuk
tamu, ceremonial dan rapat-rapat;

c. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

() Bagian Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten
Administrasi Umum untuk melaksanakan sebagian tugas
Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan
kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan
reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Organisasi mempunyai

fungsi :

a. perumusan bahan perumusan kebijakan Daerah di
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan
publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi
birokrasi;

b. perumusan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja
dan reformasi birokrasi;

c. perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja
dan reformasi birokrasi;

d.  perumusan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan
dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana
serta kinerja dan reformasi birokrasi;

e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
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f pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Asisten Administrasi Umum.

(I) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

mempunyai tugas :

a.

0

2 Sub

menyusun bahan penyusunan Struktur Organisasi
dan Tata Kerja (SOTK);

menyusun bahan koordinasi perumusan tugas dan
fungsi jabatan organisasi Perangkat Daerah;
menyusun bahan evaluasi kelembagaan Perangkat
Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);
menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan
evaluasi jabatan;

menyusun kajian akademik terhadap
usulan penataan organisasi Perangkat Daerah;
menyusun profil kelembagaan Perangkat Daerah;
melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
melakukan tugas-tugas kedinasan lain
yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi.

Bagian Pelayanan Publik dan Tata

Laksana mempunyai tugas :

a.

menyusun pedoman tata naskah dinas, pakaian
dinas, jam kerja, metode kerja, prosedur kerja dan
pola hubungan kerja;

menyusun bahan pembinaan serta bimbingan
teknis di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan
publik bagi unit kerja/organisasi Perangkat Daerah
di lingkup Pemerintah Daerah;

melakukan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan
Standar Pelayanan Publik;

melakukan penghimpunan dan fasilitasi Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh
masing-masing Perangkat Daerah;

menyusun bahan  monitoring dan  evaluasi

pelayanan publik;

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto Tahun 2022



f.  melakukan koordinasi dan fasilitasi inovasi
pelayanan publik;

g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi.

(3) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai
tugas :

a. menyusun bahan kebijakan teknis
peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;

b. menyusun bahan  Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten;

c. menyusun road map reformasi birokrasi;

d. melakukan fasilitasi pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan peningkatan kinerja dan reformasi
birokrasi;

f.  menyusun perjanjian kinerja Kabupaten;

g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi.

() Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas
membantu Asisten Administrasi Umum untuk melaksanakan
sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan
penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang protokol,
komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Protokol dan Komunikasi

Pimpinan mempunyai fungsi :

a. perumusan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

b. perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah di bidang protokol komunikasi

pimpinan, dan dokumentasi;
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Cc. perumusan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan  kebijakan Daerah terkait protokol,
komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

d. pelaksanaan tugas sebagai juru bicara Pemerintah
Daerah;

e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

f pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Asisten Administrasi Umum.

(I) Sub Bagian Protokol mempunyai tugas :

a. melakukan tata protokoler dalam
rangka penyambutan tamu Pemerintah Daerah;

b. menyusun bahan koordinasi dan/atau
fasilitasi keprotokolan;

c. menyusun bahan informasi acara dan jadwal
kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

d. menyusun dan melakukan pemberian
informasi jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;

e. melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

f.  melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan.

(2) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas :

a. menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait
pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan Daerah;

b. menyusun masukan untuk diberikan kepada
pimpinan Daerah tentang penyampaian informasi
tertentu;

c. menyusun informasi dan penjelasan kepada pihak-
pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan/atau
atas arahan pimpinan;

d. menyusun dan mengolah informasi yang yang
bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
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e. menyusun dan menggandakan bahan materi rapat;

f.  menyusun dan menggandakan bahan
materi kebijakan;

g. ~menyusun naskah sambutan dan pidato
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan.

(3) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan mempunyai tugas :

a. melakukan pendokumentasian kegiatan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b. menyusun notulensi rapat Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

c. melakukan fasilitasi peliputan media
terhadap kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

e. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan.

() Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
membantu Asisten Administrasi Umum untuk melaksanakan
sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan
penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di
bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan dan

Keuangan mempunyai fungsi :

a. perumusan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan
pelaporan;

b. perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan
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pelaporan;

C.  perumusan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan
kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor
yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di
bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;

d  pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Asisten Administrasi Umum.

(I) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan penyusunan  perencanaan
Sekretariat Daerah yang meliputi penyusunan
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja
(Renja) tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA);

b. menyusun bahan fasilitasi pelaksanakaan asistensi
dan verifikasi RKA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
(DPPA) Perangkat Daerah;

c. ~menyusun perjanjian kinerja Sekretariat Daerah;

d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

e. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan
Keuangan.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. melakukan penatausahaan keuangan Bupati,
Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah;

b. menyusun bahan laporan keuangan
Sekretariat Daerah;

c. melakukan penatausahaan barang milik Daerah
pada Sekretariat Daerah;

d. melakukan teknis pengelolaan administrasi
keuangan dan anggaran di lingkup Sekretariat
Daerah;

e. melakukan pembinaan dan fasilitasi anggaran di

lingkup Sekretariat Daerah;
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f melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

g melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan
Keuangan.

(3) Sub Bagian Pelaporan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan  Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah;

b. menyusun bahan evaluasi rencana kerja Sekretariat
Daerah;

c. menyusun bahan laporan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP);

d. melakukan sistem pengendalian intern;

e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

f melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan

Keuangan.

4.  STAF AHLI BUPATI

1.

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli

Bupati.

Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh

Sekretaris Daerah.

Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling

banyak 3 (tiga) Staf Ahli Bupati.

Staf Ahli Bupati terdiri dari :

a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan
Politik;

b. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber
Daya Manusia; dan

c. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan
Keuangan

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu

strategis kepada Bupati di bidang pemerintahan, hukum dan

politik.
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Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a)

b)

perumusan konsep rencana kebijakan Bupati di bidang
pemerintahan, hukum dan politik;

pemberian masukan dan/atau saran kepada Bupati tentang
suatu hal baik diminta maupun tidak di bidang
pemerintahan, hukum dan politik;

pelaksanaan analisa data terkait dengan pengaduan
masyarakat yang disampaikan kepada Bupati di bidang
pemerintahan, hukum dan politik;

pelaksanaan pengkajian atau penelitian di bidang
pemerintahan, hukum dan politik; dan

pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Bupati.

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya

Manusia mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap

isu-isu strategis kepada Bupati di bidang kemasyarakatan dan

Sumber Daya Manusia (SDM).

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya

Manusia dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a)

b)

perumusan konsep rencana kebijakan Bupati di bidang
kemasyarakatan dan SDM,;

pemberian masukan dan/atau saran kepada Bupati tentang
suatu hal baik diminta maupun tidak di bidang
kemasyarakatan dan SDM,;

pelaksanaan analisa data terkait dengan pengaduan
masyarakat yang disampaikan kepada Bupati di bidang
kemasyarakatan dan SDM,;

pelaksanaan pengkajian atau penelitian di bidang
kemasyarakatan dan SDM; dan

pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Bupati.

Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan

Keuangan mempunyai tugas memberikan rekomendasi

terhadap isu-isu strategis kepada Bupati di bidang
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pembangunan, ekonomi dan keuangan.

Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan

Keuangan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan

fungsi :

a) perumusan konsep rencana kebijakan Bupati di bidang
pembangunan, ekonomi dan keuangan;

b) pemberian masukan dan/atau saran kepada Bupati
tentang suatu hal baik diminta maupun tidak di bidang
pembangunan, ekonomi dan keuangan;

¢ pelaksanaan analisa data terkait dengan pengaduan
masyarakat yang disampaikan kepada Bupati di bidang
pembangunan, ekonomi dan keuangan;

d) pelaksanaan pengkajian atau penelitian di bidang
pembangunan, ekonomi dan keuangan; dan

e) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Bupati.

5.  Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretariat

Daerah sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

2.2.2  Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 69 Tahun 2019
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Struktur Organisasi Sekretariat

Daerah adalah sabagai berikut :
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2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Pelaksanaan RKPD Kabupaten

Mojokerto Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Sekretariat

Daerah terkait dengan program dan kegiatan sebesar Rp.

75.082.096.943,00 sedangkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang

akan dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Tahun 2022 sebesar Rp.
78.388.331.292,00 sesuai hasil pemutakhiran disampaikan program dan
kegiatan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Pada program ini pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 50.733.021.943,00
sedangkan  hasil analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp.
49.307.144.497,00 . dengan kegiatan yang diampu oleh 4 (empat )
Bagian sebagai berikut :

1. Kegiatan di Bagian Perencanaan dan Keuangan:

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 22.480.000,00
sedangkan hasil analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp.
22.480.000,00;

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah rancangan
awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun anggaran 2022
sebesar Rp. 23.974.277.943,00 sedangkan hasil analisa
sesuai kebutuhan yaitu Rp. 23.974.277.943,00;

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun
anggaran 2022 sebesar Rp. 280.345.000,00 sedangkan hasil
analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 280.345.000,00;

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Kepegawaian Perangkat Daerah
rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun
anggaran 2022 sebesar Rp. 1.798.000.000,00 sedangkan
hasil analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 1.798.000.000,00;

1.5 Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun

anggaran 2022 sebesar Rp. 553.950.000,00 sedangkan hasil
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analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 553.950.000,00;

1.6 Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah rancangan awal Rencana
Kerja Pemerintah Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp.
1.170.469.000,00 sedangkan hasil analisa sesuai kebutuhan
yaitu Rp. 1.213.091.554,00;

2. Kegiatan di Bagian Umum:

2.1 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun
anggaran 2022 sebesar Rp. 50.000.000,00 sedangkan hasil
analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp.50.000.000,00;

2.2 Kegiatan Administrasi Umum Kepegawaian Perangkat Daerah
rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun
anggaran 2022 sebesar Rp. 6.420.000.000,00 sedangkan hasil
analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 6.480.000.000,00;

2.3 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Pemerintah Daerah
rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun
anggaran 2022 sebesar Rp. 950.000.000,00 sedangkan hasil
analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 0,00;

2.4 Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun
anggaran 2022 sebesar Rp. 60.000.000,00 sedangkan hasil
analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 160.000.000,00;

2.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah  Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah rancangan awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah  tahun anggaran 2022 sebesar Rp.
8.285.000.000,00 sedangkan hasil analisa sesuai kebutuhan
yaitu Rp. 8.245.000.000,00;

2.6 Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala
Daerah dan Wakil Kepala daerah rancangan awal Rencana
Kerja Pemerintah Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp.
125.000.000,00 sedangkan hasil analisa sesuai kebutuhan
yaitu Rp. 125.000.000,00;

2.7 Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun
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anggaran 2022 sebesar Rp. 1.650.000.000,00 sedangkan
hasil analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 1.650.000.000,00.
3. Kegiatan di Bagian Organisasi
3.1 Kegiatan Penataan Organisasi rancangan awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah  tahun anggaran 2022 sebesar Rp.
2.393.500.000,00 sedangkan hasil analisa sesuai kebutuhan
yaitu Rp. 1.755.000 .000,00.
4. Kegiatan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4.1 Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun
anggaran 2022 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 sedangkan hasil
analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 3.000.000.000,00.

B. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Pada program ini pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 19.541.975.000,00
sedangkan  hasil analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp.
19.541.975.000,00 dengan kegiatan yang diampu oleh 3 (tiga )
Bagian sebagai berikut :
1. Kegiatan di Bagian Pemerintahan :

1.1 Kegiatan Administrasi Pemerintahan rancangan awal
Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun anggaran 2022
sebesar Rp. 1.476.475.000,00 sedangkan hasil analisa sesuai
kebutuhan yaitu Rp. 1.476.475.000,00.

2. Kegiatan di Bagian Kesejahteraan Rakyat:

2.1 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun
anggaran 2022 sebesar Rp. 15.100.500.000,00 sedangkan
hasil analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 15.100.500.000,00.

3. Kegiatan di Bagian Hukum :

3.1 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum rancangan awal
Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun anggaran 2022
sebesar Rp. 2.965.000.000,00 sedangkan hasil analisa sesuai
kebutuhan yaitu Rp. 2.965.000.000,00.
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C. Program Perekonomian dan Pembangunan
Pada program ini pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 4.807.100.000.000,00
sedangkan  hasil analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp.
9.539.211.795,00 . dengan kegiatan yang diampu oleh 3 (tiga) bagian
sebagai berikut :
1. Kegiatan di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam :

1.1 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian rancangan
awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun anggaran 2022
sebesar Rp.  900.000.000,00 sedangkan hasil analisa sesuai
kebutuhan yaitu Rp. 900.000.000,00 .

1.2 Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun
anggaran 2022 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 sedangkan
hasil analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 6.232.111.795,00
dikarenakan adanya tambahan anggaran DBHCHT.

2. Kegiatan di Bagian Administrasi Pembangunan:

2.1 Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Admnistrasi Pembangunan
rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun
anggaran 2022 sebesar Rp. 1.672.100.000,00 sedangkan
hasil analisa sesuai kebutuhan yaitu Rp. 1.672.100.000,00.

3. Kegiatan di Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa:

3.1 Kegiatan Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa rancangan
awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun anggaran 2022
sebesar Rp. 735.000.000,00 sedangkan hasil analisa sesuai
kebutuhan yaitu Rp. 735.000.000,00.

Adapun review Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

(RKPD) Tahun 2022 terhadap hasil analisis kebutuhan Rencana Kerja
Sekretariat Daerah Tahun 2022 dapat disampaikan sebagaimana

Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan pada tabel sebagai berikut (rc.31):
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2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Usulan
Masyarakat Tahun Anggaran 2022 pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Mojokerto.

Penelaahan Usulan Rencana Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan
adalah menggambarkan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan serta upaya untuk mengetahui seberapa sasaran program
dan kegiatan yang digunakan untuk diberikan kepada masyarakat.
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program, kegiatan dan
sub kegiatan yang di usulkan oleh para pemangku kepentingan, baik
dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi,
LSM, Lembaga Keagamaan, asosiasi — asosiasi, perguruan tinggi
maupun dari perangkat daerah Kabupaten Mojokerto yang langsung
ditujukan kepada perangkat daerah. Sedangkan penelaahan usulan
rencana program dan kegiatan dari masyarakat pemangku kepentingan
Tahun Anggaran 2022 dialokasikan pada:

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :

Kegiatan pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub. Kegiatan :

1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait

Kesejahteraan Sosial .

Adapun usulan Rencana Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan
dari Masyarakat / Kelompok Masyarakat /Pemangku Kepentingan pada
Sekretariat Daerah Tahun 2022 dapat disajikan dalam daftar tabel

sebagai berikut (rc. 32) :
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 adalah “Pemulihan dan Pengembangan
Perekonomian Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan
Kualitas Sumber Daya Manusia”.

Selanjutnya Sesuai dengan tema tersebut yang berkaitan antara
telaahan kebijakan Nasional dengan Visi dan Misi Kepala Daerah
terpilih, berpedoman Surat Edaran Bupati Mojokerto nomor
050/685/416-201.P/2021 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan
Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 Prioritas
Pembangunan Daerah Tahun 2022 sesuai dengan tugas dan fungsi
yang di emban Sekretariat Daerah Prioritas Pembangunan Daerah Tahun
2022 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyaatan Melalui Peningkatan Nilai tambah
Ekonomi Sektor Usaha Mikro, Agrobisnis, Agrobisnis dan Pariwisata

2. Pengembangan Ekonomi Wilayah Melalui Pemerataan Hasil-hasil
Pembangunan;

3. Penguatan SDM Unggul Berkualitas Yang Sehat, Cerdas, Terampil
dan Berdaya Saing Yang Dilandasi Nilai — nilai Keimanan dan
Ketaqwaan; (kesra)

4. Peningkatan Kondusifitas Keamanan dan Ketertiban Serta Kualitas
Layanan Publik.

Terkait dengan telaahan kebijakan nasional, dan tema diatas
dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, serta sesuai tugas dan
fungsi yang di emban Sekretariat Daerah antara lain dengan upaya -
upaya prioritas pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2022 adalah :
1. Optimalisasi BAZNAS Kabupaten Mojokerto Dalam membantu

penyelesaian Permasalahan Sosial ; (kesra)
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa; (pembangunan)
ADD Rp. 600.000.000,00 per-desa;

Pemberian Insentif Guru TPQ dan Guru Swasta ;
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5. Peningkatan Infrastruktur Rumah Ibadah dan tempat Pendidikan
Agama;

6. Beasiswa bagi siswa berprestasi tidak mampu ;

7. Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e -

Government

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Mojokerto

Setelah visi dan misi telah ditetapkan selanjutnya perlu adanya
tujuan dan sasaran merupakan harapan yang akan dicapai dalam
kurun waktu lima tahun kedepan.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan S (lima) tahunan. Tujuan
ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta
didasarkan pada isu - isu dan analis strategik. Tujuan tidak harus
dinyatakan dengan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat
menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai mendatang. Sedangkan
sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai
atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan,
semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam
bentuk  kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran  harus
menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan
yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan . Adapun tujuan dan
sasaran RKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022
adalah sebagai berikut :

3.2.1 Tuwuan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah :
1. Mewujudkan Nilai— nilai Keimanan dan Ketakwaan.
Sasaran yang diemban Sekretariat Daerah adalah:
1. Meningkatnya Pembinaan Pendidikan dan Mental Spiritual
yang Berkepribadian Yang Berdaya tahan Terhadap
Globalisasi.
3.2.2  Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah :
1. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Berdimensi Kerakyatan
Melalui Penguatan Struktur Ekonomi Yang Berorientasi Pada

Perbankan Serta Optimalisasi Penerimaan PAD.
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Sasaran yang diemban Sekretariat Daerah guna mendukung

tujuan adalah:

1. Meningkatnya Pengembangan Kebijakan Perekonomian .

3.2.3 Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah :

1. Mewujudkan Integritas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Kabupaten Mojokerto

Sasaran yang diemban Sekretariat Daerah guna mendukung

tujuan adalah:

1. Meningkatnya Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Pemerintah Mojokerto;

2. Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan dan Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan;

3. Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Dalam

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
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3.3 Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Sekretariat Daerah
Kabupaten Mojokerto. Rencana Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan
adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian
keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan
sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan Sekretariat Daerah guna
mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan
diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Sekretariat Daerah yang
direncanakan untuk Periode Tahun 2022 meliputi Program, Kegiatan dan
Sub. Kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah
mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026 Sekretariat
Daerah Kabupaten Mojokerto.

Adapun Rumusan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan
Perangkat Daerah pada Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah
Tahun 2022 dengan pagu indikatif sebesar Rp. 78.388.331.292,00 dan
Perkiraan Maju Tahun 2023 dengan pagu indikatif sebesar Rp..
76.486.921.943,00 adapun rincian program adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 2022 dengan pagu indikatif sebesar Rp. 49.307.144.497,00
dan Perkiraan Maju Tahun 2023 dengan pagu indikatif sebesar Rp.
51.349.021.943,00 ;

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 19.541.975.000,00 dan Perkiraan
Maju Tahun 2023 dengan pagu indikatif sebesar Rp.
21.705.550.000,00 ; dan

3. Program Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2022 dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 9.539.211.795,00 dan Perkiraan Maju Tahun
2023 dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.432.350.000,00 adanya
penambahan anggaran DBHCHT.

Adapun untuk rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat disampaikan

sebagaimana pada lampiran sebagai berikut : (tc. 33)
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah yang
direncanakan untuk Periode Tahun 2022 meliputi Program, Kegiatan dan
Sub. Kegiatan serta pendanaan pagu indikatif yang dituangkan dalam
Rencana Kerja Sekretariat Daerah mengacu pada Rencana Strategis
Tahun 2022 - 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto untuk
mencapaian misi yang diemban. Sebagai gambaran = program dan
kegiatan serta pendanaan pagu indikatif Rencana Kerja pada Sekretariat
Daerah Tahun 2022 sesuai dengan hasil FPD Kab. Mojokerto sebesar Rp.
78.388.331.292,00 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/

Kota :

Pada program ini dengan pendanaan pagu indikatif tahun

anggaran 2022 sebesar Rp. 49.307.144.497,00 yang diampu oleh

4 (empat ) Bagian sebagai berikut :

1. Kegiatan di Bagian Perencanaan dan Keuangan:

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah dengan pendanaan pagu indikatif tahun
anggaran 2022 sebesar Rp. 22.480.000,00.

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan
pendanaan pagu indikatif tahun anggaran 2022 sebesar Rp.
23.974.277.943,00.

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
dengan pendanaan pagu indikatif tahun anggaran 2022
sebesar Rp. 280.345.000,00.

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Kepegawaian Perangkat
Daerah dengan pendanaan pagu indikatif tahun anggaran
2022 sebesar Rp. 1.798.000.000,00.

1.5 Kegiatan Jasa Penunjang Urusan  Pemerintah Daerah
dengan pendanaan pagu indikatif tahun anggaran 2022
sebesar Rp. 553.950.000,00.

1.6 Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan pendanaan pagu
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indikatif tahun  anggaran 2022  sebesar Rp.
1.213.091.554,00.
2. Kegiatan di Bagian Umum:

2.1 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
dengan pendanaan pagu indikatif tahun anggaran 2022
sebesar Rp. 50.000.000,00.

2.2 Kegiatan Administrasi Umum Kepegawaian Perangkat
Daerah dengan pendanaan pagu indikatif tahun anggaran
2022 sebesar Rp. 6.480.000.000,00.

2.3 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Pemerintah Daerah
dengan pendanaan pagu indikatif tahun anggaran 2022
sebesar Rp. ,00.

2.4 Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
dengan pendanaan pagu indikatif tahun anggaran 2022
sebesar Rp. 160.000.000,00.

2.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah dengan pendanaan pagu
indikatif tahun anggaran 2022 sebesar Rp.
8.245.000.000,00.

2.6 Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan pendanaan pagu
indikatif tahun anggaran 2022  sebesar Rp.
125.000.000,00.

2.7 Kegiatan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretaris Daerah
dengan pendanaan pagu indikatif tahun anggaran 2022
sebesar Rp. 1.650.000.000,00.

3. Kegiatan di Bagian Organisasi

3.1 Kegiatan Penataan Organisasi dengan pendanaan pagu
indikatif tahun anggaran 2022 sebesar Rp.
1.755.000.000,00.

4. Kegiatan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

4.1 Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
dengan pendanaan pagu indikatif tahun anggaran 2022
sebesar Rp. 3.000.000.000,00.
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B. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Pada program ini dengan pendanaan pagu indikatif tahun
anggaran 2022 sebesar Rp. 19.541.975.000,00 dengan kegiatan
yang diampu oleh 3 (tiga ) Bagian sebagai berikut :
1. Kegiatan di Bagian Pemerintahan :

1.1 Kegiatan Administrasi Pemerintahan dengan pendanaan
pagu indikatif tahun anggaran 2022 sebesar Rp.
1.476.475.000,00.

2. Kegiatan di Bagian Kesejahteraan Rakyat:

2.1 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
dengan pendanaan pagu indikatif tahun anggaran 2022
sebesar Rp. 15.100.500.000,00.

3. Kegiatan di Bagian Hukum :

3.1 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi dengan pendanaan pagu
indikatif tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 2.965.000
.000,00.

C. Program Perekonomian dan Pembangunan
Pada program ini dengan pendanaan pagu indikatif tahun
anggaran 2022 sebesar Rp. 9.539.211.795,00 yang diampu oleh 3
(tiga) bagian sebagai berikut :
1. Kegiatan di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam :

1.1 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan
pendanaan pagu indikatif tahun anggaran 2022 sebesar
Rp. 900.000.000,00.

1.2 Kegiatan Pemantauan Kabijakan Sumber Daya Alam
dengan pendanaan pagu indikatif tahun anggaran 2022
sebesar Rp. 6.232.111.795,00. Adanya penambahan
anggaran DBHCHT.

2. Kegiatan di Bagian Administrasi Pembangunan:

2.1 Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Admnistrasi Pembangunan
dengan pendanaan pagu indikatif tahun anggaran 2022
sebesar Rp. 1.672.100.000,00.

3. Kegiatan di Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa:
3.1 Kegiatan Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa dengan

pendanaan pagu indikatif tahun anggaran 2022 sebesar
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Rp. 735.000.000,00.
Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan indikatif serta indikator
program, kegiatan dan sub. Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten
Mojokerto pada Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagaimana pada

lampiran sebagai berikut :
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
2022 digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam
melaksanakan kegiatan perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah
selama periode waktu Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Sekretariat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen Renja disusun sinergis dengan dokumen Renstra dan
merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD. Dalam mewujudkan dan
mencapai target dan indikator-indikator yang telah ditetapkan untuk
kurun waktu 1 ( satu ) tahun kedepan memang tidak mudah dan akan
banyak ditemui tantangan adanya wabah Pandemi Covid 19 serta kendala
baik dari dalam penyelenggara pemerintahan sendiri maupun dari
masyarakat. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang tinggi dan
dukungan dari pihak terkait terutama para pemangku kebijakan agar
keberhasilan pelaksanaan  kegiatan perencana penyelenggaraan
pemerintahan dapat tercapai dengan mengacu pada RKPD sebelumnya.

Dengan demikian, hasil-hasil dari perencanaan kegiatan
pembangunan pada akhirnya akan dapat dirasakan dan dinikmati secara
lebih adil dan merata terutama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga
tercapainya Pemulihan dan Pengembangan Perekonomian Daerah Melalui
Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

yang mandiri.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto Tahun 2022
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EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022 (TAHUN BERJALAN)

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

Tabel 2.1 TC.29

Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat

Realisasi Daerah s/d Tahun Berjalan
Target
Taeget Kinerja |Kinerja Hasil Target Program Realisasi
Capiaian Program dan| Target Realisasi dan Kegiatan Capaian
KODE Urusan/ Bidang Urusan Pemda dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program ( outcome) / Kegiatan ( output) Program ( Keluaran Renja Renja Renja Perangat| Program Tingkat
RENSTRA PD | Kegiatan | Perangkat Perangkat Tingkat daerah Tahun dan Capaian
Tahun 2022 ) Tahun Daerah e Realisasi (% | 2021 (n-1) Kegiatan Realisasi
Daerah
2019 (n-3 Tahun Tah ) s/d Tahun | Target Renstra
ahun .
) 2020 (n -2 2020 (n-2) Berjalan (%)
) 2021
(tahun n -1)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4)
4.01.4.01.03. SEKRETARIAT DAERAH 90 97 90 97 108 90 36 40
4.01.4.01.03.01 BAGIAN TATA USAHA 90 97 90 97 108 90 45 50
4.01.4.01.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan sarana penunjang tugas pokok dan fungsi 90 100 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.01.02 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lll,irtrxl‘llih waktu penyediaan jasa. Komunikasi , sumberdaya Air dan 12 12 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.01.06 9 Penyed?aan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Jumla}} pemeliharaan / perpanjangan perijinan kendaraan dinas / 76 67 0 0 0 0 0 0

Operasional operasional
4.01.4.01.03.01.07 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan. 12 12 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.01.10 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis alat tulis kantor yang disediakan : kertas , tinta, ballpoint dll. 2 2 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.01.11 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ta]:l;lsoza;ﬁng cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, 3 3 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.038.01.15 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan iﬁ?;iza‘zaktu penyediian bahan bacaan dan Peraturan Perundang - 12 12 0 0 0 0 0 0

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas Rapat - rapat

1 0 0 0 0

4.01.4.01.03.01.21 7 daerah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah 2 12 0 0
4.01.4.01.03.01.23 8 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan 132 120 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemeliharaan sarana di lingkup Setda. yang terpenuhi 85 112 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.02.24 1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional iﬁmlah kendaraan dinas / operasional yang di pelihara : Servis, BEM, 70 87 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.02.28 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Julmah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara dan berfungsi baik 300 75 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.03 Program Peningatan Disiplin Aparatur Persentase perlengkapan ASN yang terpenuhi 90 94 0 0 0 0 0 0




1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4)
4.01.4.01.03.03.02 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 322 295 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.03.05 2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Jumlah penyediaan pakaian khusus hari - hari terentu 300 242 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja |Persentase laporan kinerja da'n. keuangan yang terselesaikan sesuai 100 100 0 0 0 0 0 0

dan Keuangan ketentuan dan tepat waktu di lingkup Setda
lah L Ki j i i ke

4.01.4.01.03.06.05 1 Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD Jumlah dokumen dan Laporan Kinerja yang disusun sesuai ketentuan 12 12 0 0 0 0 0 0
yang berlaku dan tepat waktu

4.01.4.01.03.17 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah fersentis'e Tingkat ntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang 90 101 0 0 0 0 0 0

erpenuhi

4.01.4.01.03.17.20 1 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Sckretariat Daerah “];L;‘g:}ll‘ peserta Pembinaan Pengelolaan Keuangan di Sekretariat 170 172 0 0 0 0 0 0

4.01.4.01.03.42. Program fasilitasi pengelolaan keuangan daerah di lingkup Setda. Per:entase pemenuhan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang - 100 100 0 0 0 0 0 0
undangan.

4.01.4.01.03.42.1 1 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Peserta yang di fasilitasi 4 4 0 0 0 0 0 0

4.01.4.01.03.19  |Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Persentase dokumen surat menyurat yang tersalurkan sesuai prosedur 100 100 0 0 0 0 0 0
yang ditetapkan

4.01.4.01.03.19.03 1 Pengelolaan Data dan Aplikasi Surat-menyurat Jumlah waktu pemeliharaan / pengelolaan aplikasi dan persuratan 12 12 0 0 0 0 0 0

4.01.4.01.03.27 Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Pers‘entase pemenuhan cinderamata khas Kab. Mojokerto dalam 90 73 o o o o 0 o

Kepala Daerah kunjungan daerah

4.01.4.01.03.27.16 1 Pengadaan Cinderamata Khas Kabupaten Mojokerto Jumlah Cinderamata Khas Kabupaten Mojokerto yang disediakan 200 62 0 0 0 0 0 0

4.01.4.01.03.01 Program Pelayanan Ketatausahaan di Lingkup Sekretariat Daerah Persentase Pelayanan Ketatausahaan di Lingkup Sekretariat Daerah 90 97 90 97 108 90 42 47
yang terpenuhi

4.01.4.01.03.01 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ﬂ;‘t‘iih waktu penyediaan jasa. Komunikasi , sumberdaya Air dan 12 12 12 12 100 12 6 50

4.01.4.01.03.01 2. Penyed@an Jasa Memeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Jumlat.l pemeliharaan / perpanjangan perijinan kendaraan dinas / 76 67 0 0 0 76 8 11

Operasional operasional

4.01.4.01.03.01 3. Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan. 12 12 12 12 100 12 6 50

4.01.4.01.03.01 4. Penyediaan Alat Tulis kantor Jenis alat tulis kantor yang disediakan : kertas , tinta, ballpoint dll. 2 2 2 2 100 2 0 0

4.01.4.01.03.01 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, 3 3 3 3 100 3 0 0

amplop dll.




1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4)
4.01.4.01.03.01 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan iﬁgl;iza\zaktu penyediian bahan bacaan dan Peraturan Perundang - 12 12 12 12 100 12 6 50
4.01.4.01.03.01 7 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Jumlgh wgktu penyedlaar? belanja perjalanan dinas Rapat - rapat 12 12 12 12 100 12 6 50

Daerah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah
4.01.4.01.03.01 8. Penyediaan jasa tenaga kerja Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan 132 120 120 120 100 132 50 38
4.01.4.01.03.01 9 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaran Dinas / Operasional jﬁmlﬁh kendaraan dinas / operasional yang di pelihara : Servis, BBM, 70 87 0 0 0 70 10 14
4.01.4.01.03.01 10 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Julmah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara dan berfungsi baik 300 75 0 0 0 300 24 8
4.01.4.01.03.01 11 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 322 295 13 13 100 322 13 4
4.01.4.01.03.01 12 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu Jumlah penyediaan pakaian khusus hari - hari terentu 300 242 251 251 100 300 239 80
4.01.4.01.03.01 13 Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD Jumlah dokumen dan Laporan Kinerja yang disusun sesuai ketentua n 12 12 12 12 100 12 5 42
yang berlaku dan tepat waktu
4.01.4.01.03.01 14 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah L];L:;I:}I: peserta Pembinaan Pengelolaan Keuangan di Sekretariat 170 172 0 0 0 170 0 0
4.01.4.01.03.01 15 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Jumlah Peserta yang di fasilitasi 4 4 4 4 100 4 4 100
4.01.4.01.03.01 16 Pengadaan Cinderamata Khas Kabupaten Mojokerto Jumlah cinderamata Khas Kabupaten Mojokerto yang disediakan 200 62 39 28 72 200 11 6
4.01.4.01.03.01 17 Pengelolaan data dan aplikasi surat - menyurat Jumlah waktu pemeliharaan / pengelolaan aplikasi dan persuratan 12 12 12 12 100 12 6 50
4.01.4.01.03.01 18 Fasilitasi dan Koordinasi Staf Ahli Kepala Daerah Jumlah waktu penyediaan belanja fasilitasi dan koordinasi staf ahli 0 0 0 0 0 0 0 0
Kepala Daerah
4.01.01 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Persentase Pengelo}aan Administrasi Keu.angan dan Sarar.la 90 0 0 0 0 90 45 50
Perkantoran Penunjang Tugas dan Fungsi yang terpenuhi
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah 90 0 0 0 0 90 45 50
4.01.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pf:rseTltase pementthan penyusunan dok'umen perencanaan dan evaluasi 100 0 0 0 0 100 50 50
kinerja perangkat daerah yang terpenuhi
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan yang
4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berlaku 12 0 0 0 0 12 6 50
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah dokumen Laporan Kinerja yang disusun sesuai ketentuan yang
4.01.01.2.01.06 1 0 0 0 0 1 6 50
2 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD berlaku dan tepat waktu 2 2
0 0 0 0
. . Persentase pemenuhan fasilitasi pengelolaan adminitrasi keuangan
4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah . 90 0 0 0 0 90 30 33
yang terpenuhi
4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Waktu Penyediaan Pebayaran Gaji dan Tunjangan ASN Yang 14 0 0 0 0 14 8 57

Terpenuhi




1 2 3 4 8=(7/6) 9 10 [11=(10/4)
4.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan |Jumlah Peserta} P-nem‘t:?lnaan Pengelolaan Keuangan di Sekretariat 172 0 172 4 5
SKPD Daerah dan sosialisasi peraturan perundang - undangan
4.01.01.2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase sarana perlengkapan kedinasan ASN yang terpenuhi 100 0 100 0 0
4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 531 0 260 0 0
4.01.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Se.u‘ana Perkantoran Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi 90 0 90 55 61
yang terpenuhi
lah ket jenis al: lis ki i iakan : ke i
4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket jenis alat tulis kantor yang disediakan : kertas , tinta, 1 0 1 1 100
ballpoint dll.
4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumah' pal'iet jenis barang cetakan, penggandaan dan chinderamata 6 0 6 1 17
yang disediakan :
Jumlah wakt di bahan b: dan Perat P d -
4.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan umean waktu peniyediaan batan bacaan dan reraturan feruncang 12 0 12 6 50
undangan
. . . Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas Rapat - rapat
4.01.01.2.06. P 1 R: K K 1 KPD . . 12 0 12
01.01.2.06.09 enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi S Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah 6 50
4.01.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah fersentis'e penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran yang 85 0 85 50 59
erpenuhi
4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik f‘iﬁlﬂa{h waktu penyediaan jasa. Komunikasi , sumberdaya Air dan 12 0 12 6 50
4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan.dan jasa tenaga 12 0 12 6 50
kerja yang terpenuhi
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan
4.01.01.2.11. . . 100 0 100 57 57
Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi
4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala |Jumlah Waktu Penyedifian Pebayaran Gaji dan Tunjangan KDH dan 14 0 14 s 57
Daerah WKDH. Yang Terpenuhi
4.01.01.2.11.02 Penyediaan Paka'ian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Jumlah penyediaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari - hari 49 0 49 45 92
Daerah dan Wakil Kepala Daerah terentu KDH/WKDH yang terpenuhi
4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Perentase pembayaran Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan 100 0 100 o7 o7

Wakil Kepala Daerah

Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi




1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4)
4.01.4.01.03.01.12 (BAGIAN UMUM 95 100 90 100 111 95 22 23
4.01.4.01.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran F"ersentase pemenuhan sarana dan prasarana KDH/WKDH, Sekda dan 04 00 90 00 100 o 0 0

lingkup Setda
4.01.4.01.03.01.12 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan P.’ersentase komponen instalasi hstrl.k/ penerangan yang terpenuhi di 100 100 0 o 0 o 0 0
Kantor lingkup Kantor Setda dan Rumah Dinas
4.01.4.01.03.01.13 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor F.’ersentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor di 85 100 0 0 0 0 0 0
lingkup Setda
4.01.4.01.03.01.17 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu 100 100 0 0 0 0 0 0
dan rapat dinas
4.01.4.01.03.01.27 4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas g;ﬁ:zntase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah 90 90 0 0 0 0 0 0
. Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana
.01.4.01.03. P; Py katan S dan P A t . 0
4.01.4.01.03.02 rogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KDH, WKDH, Sekda dan lingkup Setda. 85 90 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.02.05 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan 11 0 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.02.21 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jumlah unit rumah dinas Bupati yg terpenuhi kebutuhan rumah 1 1 0 0 0 0 0 0
tangganya
4.01.4.01.03.02.22 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung dan kantor unit kerja lingkup setda yang dipelihara 10 4 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.02.23 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah unit kendaraan dinas jabatan dalam kondisi baik 5 4 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.02.33 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Wakil Bupati f;;‘;g“:;;:‘t rumah dinas Wakil Bupati yg terpenuhi kebutuhan rumah 1 1 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.02.34 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretaris Daerah  |° \Tiah unit rumah dinas Sekretaris Daerah yg terpenuhi kebutuhan 1 1 0 0 0 0 0 0
rumah tangganya
4.01.4.01.03.02.36 7 Pemeliharaan Taman Jumlah lokasi taman yang dikelola 1 2 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.02.42 8 Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantor Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi di lingkup Setda 4 4 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.02.56 g Pembuatan peta / denah lokasi gedung kantor, jalan dan sistem | .\ 1) peta /Denah Lokasi 2 2 0 0 0 0 0 0
drainase Lingkup Kantor Bupati Mojokerto
4.01.4.01.03.02.57 10 Pemeliharaan sarana olahraga lingkup Kantor Bupati Mojokerto [Jumlah Pemeliharaan Sarana Olahraga 2 1 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.02. 11 Persediaan sarana dan prasarana lapangan tenis Jumlah sarana dan prasarana lapangan tenis yang terpenuhi 0 21 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.02. 12 P.er'{yusunan DED Rehabilitasi sedang berat bangunanpenunang |Jumlah DED Rehabilitasi sedar.lg berat bangunanpenunang di lingkup 0 1 0 o 0 o 0 0
di lingkup komplek Pemda. komplek Pemda.yang terpenuhi
4.01.4.01.03.02. 13 P-’enyusunan DED Reh‘ab1hta31 sedang berat gapuro dan pagar Jumlgh DED Rehablhta}m sedang berat gapuro dan pagar lingkup Kantor 0 1 0 0 0 0 0 0
lingkup Kantor Bupati Bupati yang bterpenuhi
4.01.4.01.03.02. 14 Penyusunan DED Rehabilitas Trotoar dan Taman Trotoar Jumlah DED Rehabilitas Trotoar dan Taman Trotoar yang terpenuhi 0 1 0 0 0 0 0 0



mailto:=@SUM(I110:I113)/4
mailto:=@SUM(I110:I113)/4

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 10 11=(10/4)
P Peningkatan Pel Kedi Kepala D h / Wakil
4.01.4.01.03.16 rogram Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Dacrah / Wald Nilai Indeks kepuasan KDH/WKDH, sekda dan lingkup setda 77 77 0 0 0 0 0
Kepala Daerah
4.01.4.01.03.16.01 1 D.lalofg/Audlenm dengan T'okob—tok.oh Masyarakat, Persentase dialog/audiensi yang dilaksanakan 100 100 0 0 0 0 0
Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan
4.01.4.01.03.16.02 9 Penerl@aan Kunjungan PejabatNegara/ D'epartemen/Lembaga P.ersentase penerimaan kunjungan kerja pejabat negara yang 100 100 0 0 0 0 0
pemerintah Non Departemen/Luar Negeri dilaksanakan
4.01.4.01.03.16.03 3 Pemeliharaan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati Jumlah Pemeliharaan Kesehatan 8 8 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.32 Program Pembinaan Mental Spiritual Persentase hari besar yang diselenggarakan 100 100 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.32.01 1 Peringatan Hari Besar Nasional Jumlah peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan 14 14 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.32.02 2 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto Jumlah peringatan hari jadi yang dilaksanakan 1 1 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03. Program Layanan Bagian Umum Persentase kebutuhan KDH dan WKDH yang terpenuhi sesuai ketentuan 100 90 95 106 0 0
dan kebutuhan
4.01.4.01.083. 1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas gielzzfszntase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah 90 0 85 82 96 0 0
4.01.4.01.03. 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jumlah unit rumah dinas yang sudah dipelihara 1 0 3 3 100 0 0
4.01.4.01.08. 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah unit kendaraan dinas jabatan dalam kondisi baik 10 0 4 4 100 0 0
4.01.4.01.03. 4 Pemenuhan kebutuhan Rumah Tangga Rumah Dinas persentase pemenuhan kebutuhan rumahtangganya riumah dinas' 5 0 100 113 113 0 0
4.01.4.01.08. 5 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Wakil Bupati Jumlah unit rumah dinas Wakil Bupati yang terpenuhi kebutuhan 1 0 0 0 0 0 0
rumah tangganya
4.01.4.01.08. 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretaris Daerah Jumlah unit rumah dinas Sekretaris Daerah yg terpenuhi kebutuhan 1 0 0 0 0 0 0
rumah tangganya
4.01.4.01.08. 7 Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Dinas Sekda Jumlah unit rumah dinas sekda yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.08. 11 Peralatan Olahraga Bupati dan Wakil Bupati Jumlah peralatan olahraga yang diadakan 0 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03. 12 Pemeliharaan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati Jumlah Pemeliharaan Kesehatan 8 0 8 8 100 0 0
4.01.4.01.08. 13 General Chek Up Bagi Kepala Daerah dan WKDH Jumlah Pemeliharaan Kesehatan 0 0 0 0 0 0 0
Dialog/audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, . L .
4.01.4.01.03. 14 Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Jumlah dialog/audiensi yang dilaksanakan 100 0 100 25 25 0 0
Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/Departemen/Lembaga . . . . .
.01.4.01.03. . . 59
4.01.4.01.03 15 Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri Jumlah penerimaan kunjungan Kerja pejabat negara yang dilaksanakan 100 0 100 59 0 0
4.01.4.01.03. Penyediaan Jasa Memeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas /|Jumlah pemeliharaan / perpanjangan perijinan kendaraan dinas / 76 0 76 76 100 0 0

Operasional

operasional




1 2 3 4 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4)
4.01.4.01.08. 9 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaran Dinas / Operasional iﬁmlah kendaraan dinas / operasional yang di pelihara : Servis, BEM, 45 70 68 97 0 0 0
4.01.4.01.08. 10 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Julmah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara dan berfungsi baik 244 300 300 100 0 0 0
4.01.4.01.03. 17 Pengelolaan data dan aplikasi surat - menyurat Jumlah waktu pemeliharaan / pengelolaan aplikasi dan persuratan 12 12 12 100 0 0 0
4.01.4.01.03. 18 Fasilitasi dan Koordinasi Staf Ahli Kepala Daerah PD‘:::;ltase pemenuhan Fasilitasi - dan Koordinasi Staf Ahli Kepala 100 100 57 57 0 0 0

Persentase kebutuhan sarana prasarana setda yang terpenuhi sesuai 100 a5 99 116 0 0 0
ketentuan dan kebutuhan
4.01.4.01.03. 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan P.’ersentase komponen instalasi hstrl.k/ penerangan yang terpenuhi di 100 100 78 78 0 0 0
Kantor lingkup Kantor Setda dan Rumah Dinas
4.01.4.01.03. 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor di 85 85 131 154 0 0 0
lingkup Setda
4.01.4.01.03. 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Persentase ‘pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu 100 100 100 100 o 0 0
dan rapat dinas
4.01.4.01.03. 4 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan 11 6 6 100 0 0 0
4.01.4.01.08. 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung dan kantor unit kerja lingkup setda yang dipelihara 10 4 4 100 0 0 0
4.01.4.01.08. 6 Pemeliharaan Taman Jumlah lokasi taman yang dikelola 1 3 3 100 0 0 0
4.01.4.01.08. 7 Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi di lingkup Setda 4 18 18 100 0 0 0
Pemeliharaan Drainase jumlah lokaS{ pek'er_]aan konstruksi pemeliharaan drainase di lingkup 0 1 1 100 o 0 0
kantor bupati mojokerto
]ljz};:zlhtam Sedang Berat gapuro dan pager lingkup kantor jumlah loksi pagar dan gapuro yang di rehabilitasi 0 1 1 100 0 0 0
4.01.4.01.08. 8 Peringatan Hari Besar Nasional Jumlah peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan 14 14 14 100 0 0 0
4.01.4.01.083. 9 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto Jumlah peringatan hari jadi yang dilaksanakan 1 1 1 100 0 0 0
BAGIAN UMUM 95 0 0 0 95 22 23
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA |Lersentase kebutuhan KDH dan WKDH yang terpenuhi sesuai ketentuan 95 0 0 0 95 22 23
dan kebutuhan
4.01.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat daerah Persentase Sarana Perkantoran Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi yang terpenuhi 88 0 0 0 88 37 42
4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan | Persentase ko_mponen instalasi listrik/penerangan yang terpenuhi di lingkup Kantor Setda 90 0 o o 90 70 78
Kantor dan Rumah Dinas
4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor di lingkup Setda 90 0 0 0 85 41 46
Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah tangga rumah dinas
4.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga P P P gkap 99 90 0 0 0 90 1 1
4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Persentase permohonan kedatangan tamu, rapat dan kegiatan yang dilaksanakan 90 0 0 0 90 19 21




1 2 3 4 8=(7/6) 9 10 11=(10/4)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang diadakan
4.01.01.2.07. 15 0 15 0 0
Daerah
4.01.01.2.07.01 ig?;isan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jumlah kendaraan dinas jabatan KDH/WKDH yang diadakan 15 0 15 0 0
4.01.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah f::;:;lltlisi'e Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran Yang 100 0 100 50 50
4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat 12 0 12 6 50
4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Presentase pemenuhan fasilitasi Staf Ahli 12 0 12 6 50
P lih B Milik D h P j 19} P intah
4.01.01.2.09. D:relrealh fraan Sarang Wik Dacral tenunjang Urusan remerinta Persentase barang milik daerah penunjang tupoksi yang dipelihara 75 75 55 73
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak . . -
4.01.01.2.09.01 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah pemeliharaan / perpanjangan perijinan kendaraan mobil jabatan (KDH/WKDH) 22 0 22 20 91
4.01.01.2.09.02 Pen'y.edlaan Jasa Pernel?haraan, Bla.ya Pemeliharaan, Pajak, dan | Jumlah pemeliharaan / perpanjangan perijinan kendaraan dinas / operasional lingkup 02 o 29 20 01
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sekda
. . . Jumlah peralatan/mesin Gedung Kantor yang dipelihara
4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 300 0 300 137 46
4.01.01.2.09.09 f;?:;l;};araan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah ruangan yang dipelihara di rumah dinas dan gedung kantor lingkup Setda 29 ] 29 10 34
4.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah ruangan yang direhabilitasi di lingkup Setda 29 0 29 2 7
Kantor atau Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lain di lingkup
4.01.01.2.09.11 . . S 5 0 S 4 80
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya komplek bupati yang di pelihara
Administrasi K dan O ional Kepala Daerah dan Wakil
4.01.01.2.11. inistrast Reuangan dan Dperasional fepaia Daerah dan Jumlah Pemeliharaan KesehatanKDH dan WKDH 16 0 16 0 0
Kepala Daerah
4.01.01.2.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Jumlah Pemeliharaan Kesehatan 16 0 16 0 0
Daerah
Persentase pemenuhan kebutuhan rumahtangga rumah dinas
4.01.01.2.12. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah P ! ut ! ggaru :
. Persentase pemenuhan kebutuhan rumahtangga rumah dinas KDH
4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 90 0 90 28 31
4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga rumah dinas WKDH 90 0 90 17 19




1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4)
4.01.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Persentase pemenuihan kebutuhan rumah tangga rumah dinas Sekretaris Daeran 90 0 0 0 0 90 12 13
4.01.4.01.03.33 BAGIAN ORGANISASI 100 90 100 100 100 100 43 43
4.01.4.01.03.33. Penyusunan Program Pelayanan Prima Persentase OPD yang telah melaksanakan pelayanan prima 73 73 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.33.07 1 Evaluasi dan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) |Persentase unit pelayanan yang memiliki nilai SKM baik 73 100 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.33.08 2 Pelaksanaan evaluasi kinerja dan Inovasi Unit Pelayanan Publik [Jumlah unit pelayanan yang memiliki inovasi terimplementasikan 57 57 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.33.10 3 Evaluasi Penerapan SMM ISO 9001;2015 ‘glgglllgg Esr)lit Pelayanan yang bersertifikat Internasional (SMM-ISO 1 1 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.33.11 4 Fasilitasi dalam rangka gelar pameran inovasi pelayanan publik ;Egﬁih SKPD yang difasilitasi dalam rangka inovasi gelar pameran 2 2 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.33.12 5 Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standarisasi pelayanan jﬂlah unit pelayanan di lingkup Pemkab mojokerto yang telah dibina 56 70 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.48. Program pelaporan capaian kinerja pemerintah daerah EZ:::;?{? PD yang menyusun dokumen / laporan kinerja sesuai 85 100 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.48.01 1 Penyusunan Perjanjian kinerja pemerintah daerah PD yang menyusun perjanjian kinerja yang benar sesuai aturan 1 1 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.48.02 2 Penyusunan LKjIP dan Perjanjian Kinerja Laporan kinerja yang terkirim tepat waktu dan benar sesuai aturan 1 1 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.48.-3 3 g::::;st‘aie‘(‘;;;f;;“ Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi | ;| 1., pp objek pembinaan penerapan SAKIP 56 56 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.48.04 4 Fasilitas Penerapan Aplikasi SAKIP PD yang memanfaatkan aplikasi SAKIP 56 56 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.49.  |Program Penguatan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Eiu“:‘;:i;ki‘iﬁ’tiif“ perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat 95 100 100 100 100 0 0 0
4.01.4.01.03.49.01 1 Pembinaan Gelar Budaya Kerja Jumlah KBK binaan yang aktif 56 56 56 56 100 0 0 0
4.01.4.01.03.49.02 2 Evaluasi Pencapaian Kinerja Standart Pelayanan Minimal (SPM) |Jumlah SPM yang telah dievaluasi 6 6 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.49.03 3 Penyusunan Analisis Jabatan ( Anjab). Jumlah PD Objek Penyusunan Anjab 56 56 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.49.04 4 Penyusunan Analisis Baban Kerja ( ABK ) Jumlah PD Objek Penyusunan ABK 56 56 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.49.05 5 Penyusunan Standart Kompetensi Jabatan Persentase PNS yang sesuai dengan kompetensi jabatannya 85 100 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.49.06 6 gz?(ilr;gkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkup il;ﬁfz:nnitegzgaafz?agjn Pengelolaan Administrasi Kepegawaian tepat 11 4 0 o 0 0 0 o
4.01.4.01.03.49.07 7 ﬁzzllgfr::sr;:;ig.Slﬁl(;gkl;i?gman tata naskah dinas di Regulasi ketatanaskah dinasan yang telah ditetapkan 1 1 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.49.08 8 Evaluasi Jabatan Jumlah dokumen kajian pemeringkatan/penilaian jabatan (job grading) 56 56 56 56 100 0 0 0




1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4)
4.01.4.01.03.49.09 9 Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Persentase SKPD yang tepat fungsi sesuai aturan 56 56 100 100 100 0 0 0
Evaluasi penerapan pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Léporan hasil evaluasi road map Reformasi Birokrasi yang telah 1 1 1 1 100 0 0 0
dilaporkan Menpan
4.01.01.2.13. Penataan Organisasi Persentase PD/ UKPD dengan struktur kelembagaan dan tatalaksana 100 0 o o o 100 43 43
yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses
4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlgh PD/UKPD dengan struktur organisasi kelembagaan yang tepat 56 0 0 0 0 56 28 50
fungsi tepat ukuran
4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah PD/UKPD terfasilitasi pembinaan kualitas pelayanan publik dan 56 0 0 0 0 56 28 50
tata laksana
4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah PD/UKPD yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP dan RB 57 0 0 0 0 57 10 18
minimal baik
4.01.01.2.13.04 Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik JL}n‘{Iah um.t pelayanan publik hasil monitoring dan evaluasi dengan nilai 56 o 0 o o 56 08 50
dan Tatalaksana minimal baik
4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah |Jumlah PD/UKPD yang menyusun LKjIP dan risalah sesuai ketentuan 57 0 0 0 0 57 28 49
4.01.4.01.03.34. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 95 129 95 117 123 95 70 74
4.01.4.01.03.34. Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai Persentase ketentuan cukai yang disosialisasikan 100 100 0 0 0 0 0 0
Penyampaian informasi ketentuan perundang - undangan di
4.01.4.01.03.34.01 1 bidang cukai kepada masyarakat dan / atau pemangku Jumlah Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai Melalui Media 2 3 0 0 0 0 0 0
kepentingan ( SG - Cukai )
4.01.4.01.03.46. Program Komunikasi Publik Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang diliput oleh media 95 106 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.46.01 1 Penerbitan Majalah Warta Majatama Jumlah Cetak Majalah Warta Majatama yang terdistribusikan 6500 6,250 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.46.02 2 gz;lsmgkatan Kapasitas Hubungan Masyarakat dan Kerjasama | ;| -, Media yang terverifikasi 65 65 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.46.02 3 Pendokumentasian Kegiatan Pemerintahan Daerah Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang Berhasil Terdokumentasi 240 386 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.47. Program Keprokoleran Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokoleran 82 82 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.47.01 1 Pelayanan Keprotokolan Jumlah Pelayanan Keprotokoleran Kegiatan Pemerintah Daerah 240 358 0 0 0 0 0 0




1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4)
4.01.4.01.03. Program Pembinaan Mental Spiritual Terqul.Jdnya rasa emeiliki untuk memajukan dan membangu n Propinsi 100 100 0 0 0 0 0 0
Jawa Timur
4.01.4.01.03 1 Pelaksanaan Hari Jadi Pemerintah Propinsi Jawa Timur ( BK - Terlaksananya kegiatan dalam rangka memperingati Hari Jadi 1 1 0 o 0 o 0 o
R Prov ) Pemerintah Propinsi Jawa Timur ke 73 Tahun 2018

4.01.4.01.03. Program Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan Persentase Media yang terverivikasi 95 96 95 96 104 0 0 0

4.01.4.01.03. 1 Peningkatan Kapasitas Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Jljlmlal"l keglatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang 65 65 250 251 100 0 0 0
Pers Dipublikasikan

4.01.4.01.08. 2 Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Daerah Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang didokumentasikan 240 386 250 386 154 0 0 0

4.01.4.01.08. 3 Penerbitan Majalah Warta Majatama Jumlah Cetak Majalah Warta Majatama yang terdistribusikan 6500 6,250 6250 6,250 100 0 0 0

4.01.4.01.08. 4. Media Gathering and Tour Jumlah Peserta Media Ghatering and Tour 0 0 0 0 0 0 0

4.01.4.01.08. 5 Pengadaan Drone dan Perlengkapannya L]I;:;l:h Kegiatan Pemerintah Daerah yang didokumentasikan melalui 0 0 0 0 0 0 0 0

Persentase kegiatan KDH dan WKDH yang Terfasilitas Keprotokoleran

4.01.4.01.03.47.01 1 Pelayanan Keprotokolan Jumlah Pelayanan Keprotokoleran Kegiatan Pemerintah Daerah 240 358 250 368 147 0 0 0

4.01.4.01.03. 2 Peringatan Hari Jadi Pemerintah Propinsi Jawa Timur ( BK - Jumlah kegiatan Peringatan Hari Jadi Pemerintah Propinsi Jawa Timur 1 1 9 2 100 o 0 0
Prov) ( BK - Prov)

4.01.4.01.03.34. Program Sosialisasi dibidang cukai Persentase frekuensi sosialisasi ketentuan di bidang cukai 100 100 100 100 100 0 0 0
Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-

4.01.4.01.03.34.01 1 undangan Dibidang Cukai kepada Masyarakat dan / atau Jumlah Sosialisasi Ketentuan di bidang Cukai 2 3 3 3 100 0 0 0
Pemangku Kepentingan (cukai)

4.01.01.2.14. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase Layanan Kegiatan Pimpinan Daerah 95 0 0 0 0 95 70 74

4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Pelayanan Keprotokoleran Kegiatan Pemerintah Daerah 400 0 0 0 0 400 302 76




1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4)
4.01.01.2.14.02 Fasiliasi Komunikasi Pimpinan Jumlah kegiatan Pimpinan Daerah Yang Terfasilitasi 6900 0 0 0 0 6900 285 4
4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang didokumentasikan 400 0 0 0 0 400 286 72

. . . . Persen nyediaan Administrasi K ian yan
4.01.01.2.05 Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian erse tas.e penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian yang 0 0 0 0 0 100 0 0
terpenuhi
4.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 0 0 0 0 0 2 0 0
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase rumusan kebijakan bidnag perekonomian yang ditetapkan 100 0 0 0 0 929 7 7
4.01.4.01.03.17 BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN 100 100 100 100 100 90 0 0
4.01.4.01.03.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah |Tingkat kesesuaian program/kegiatan DBHCHT yang sesuai ketentuan 90 95 0 0 0 0 0 0
Koordinasi, Sinkronisasi Evaluasi dan Optimalisasi
4.01.4.01.03.17.21 1 Pengembangan BUMD dan Usaha-Usaha Daerah di Kabupaten [|Jumlah laporan hasil evaluasi usaha-usaha daerah 1 1 0 0 0 0 0 0
Mojokerto
4.01.4.01.03.17.22 2 Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja BUMD 2 2 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.17.23 3 (F]ifll\f[‘)tas" Koordinasi dan Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro | ;.1 becerta sosialisasi kebijakan LKM 30 30 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.17.24 4 Monitoring dan Koordinasi DBHCHT Jumlah penerima/pelaksana DBHCHT 10 8 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.17. 5 Fasilitasi dan Sinkronisasi Kegiatan Bidang Perekonomian Jumlah laporan/kegiatan bidang perekonomian 0 0 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.37 Program Kerjasama Pembangunan Persentase Naskah Perjanjian Kerjasama Daerah Yang terselesaikan 90 100 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.37.01 ii:;;am dan Koordinasi Antar Lembaga Daerah dan Pihak Jumlah naskah kerjasama antar lembaga daerah dan pihak ketiga 10 10 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.37.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Antar Daerah dan Jumlah naskah kesepakatan bersama antar daerah 3 10 0 0 0 0 0 0

Wilayah Perbatasan




1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 10 11=(10/4)
4.01.4.01.03.38 Program Pembinaan dan Penataan PKL dan Asongan Persentase PKL dan Asongan yang terbina 100 100 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.38.01 igg;(;i;?ﬁ’ Sinkronisasi Pembinaan dan Penataan PKL dan Jumlah PKL yang mendapatkan pembinaan 60 60 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.39 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Persentase peningkatan kinerja TPID 100 100 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.39.01 1 Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jumlah laporan hasil kinerja TPID 1 2 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.41 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Tingkat ketersediaan data penerima SHAT 100 100 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.41.01 1 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program SHAT Jumlah laporan kegiatan SHAT 1 1 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.41.02 2 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan UMKM Jumlah peserta sosialisasi kebijakan pengembangan UMKM 50 50 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.41. gz%jra;sj/l Pzzrzgsé:zgnglull’z;nasaran Hasil Kerajinan Jumlah kegiatan mengikuti pameran 0 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.53. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah Persentase ketersediaan data dinamis Perekonomian 100 100 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.53.01 1 Penyusunan Data Dinamis Perekonomian Kabupaten Mojokerto [Jumlah buku terkait data perekonomian Kab. Mojokerto 1 1 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.53. Program Pengembangan Aministrasi Perekonomian 100 100 100 100 100 0 0
4.01.4.01.03.53. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Yang ditetapkan 100 100 100 100 100 0 0
4.01.4.01.03.41.01 1 fg:z%’rmg dan Evaluasi Pelaksanaan Sertipikat Hak Atas Tanah | ., 1op aporan kegiatan SHAT 1 1 1 1 100 0 0
4.01.4.01.03.41.02 2 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan UMKM Jumlah peserta sosialisasi kebijakan pengembangan UMKM 50 50 10 10 100 0 0
4.01.4.01.03.53. 3 Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jumlah laporan hasil kinerja TPID 1 2 2 2 100 0 0
4.01.4.01.03.17.23 4 (Ff;li\f[i)ta‘“’ Koordinasi dan Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro | 1.1 becerta sosialisasi kebijakan LKM 30 30 30 30 100 0 0
4.01.4.01.03.53. 5 Monitoring dan Koordinasi DBHCHT Jumlah pelaksanaan monitoring dan koordinasi DBHCHT 10 8 8 8 100 0 0

Koordinasi, Sinkronisasi Evaluasi dan Optimalisasi
4.01.4.01.03.53. 6 Pengembangan BUMD dan Usaha-usaha Daerah di Kab. Jumlah laporan hasil evaluasi usaha-usaha daerah 1 1 1 1 100 0 0
Mojokerto
4.01.4.01.03.53. 7 Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja BUMD 2 2 1 1 100 0 0
4.01.4.01.03.53.01 8 Penyusunan Data Dinamis Perekonomian Kabupaten Mojokerto [Jumlah buku data perekonomian Kab. Mojokerto 1 1 1 1 100 0 0
4.01.4.01.03.53. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan dan Penataan PKL dan | ;| 1.1, pK1. yang mendapatkan pembinaan 60 60 50 50 100 0 0

Asongan




1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4)
4.01.4.01.03.53. 10 ii:;;am dan Koordinasi Antar Lembaga Daerah dan Pihak Jumlah naskah kerjasama antar lembaga daerah dan pihak ketiga 10 10 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.53. Ko'ordlnam dan Sinkronisasi Kerjasama Antar Daerah dan Jumlah naskah kesepakatan bersama antar daerah 3 10 0 0 0 0 0 0

Wilayah Perbatasan
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Yang Diimplementasikan 100 0 0 0 0 100 0 0
4.01.03 Persentase rumusan kebijakan bidnag perekonomian yang ditetapkan 100 0 0 0 0 100 0 0
4.01.03.2.01. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Jumlah kebijakan perekonomian yang dievaluasi 4 0 0 0 0 3 0 0
Koordinasi, Sinkronisasi , Monitoring dan Evaluasi Kebijakan . .

.01.03.2.01. 0
4.01.03.2.01.01 Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 4 0 0 0 0 2 0
4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 28 0 0 0 0 28 0 0
4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 2 0 0 0 0 2 0 0
4.01.03.2.04. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Jumlah Kebijakan SDA yang dilaksanakan 1 0 0 0 0 1 0 0
4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evalua51 Kebijakan Pertanian, Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 5207 0 0 0 0 5182 0 0

Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 2 0 0 0 0 2 0 0
4.01.4.01.03.52 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 85 100 85 100 118 0 0 0
. e Persentase Peningkatan Pengendalian Pelaksanan Pembangunan di

.01.4.01.08. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten X g . 85 85 118 0 0
+.01.4.01.03.52 s g g P Lingkungan / Wilayah Kab. Mojokerto 100 100 0
4.01.4.01.03.52.01 1 Fasilitasi Bantuan Keuangan Jumlah Perbup Pedoman 1 1 1 1 100 0 0 0

Bantuan Keuangan Desa
4.01.4.01.03.52.02 9 Pelaksanaan TEPRA dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Jumlah Laporan Tepra ke Pusat dan Laporan Perkembangan 12 12 12 12 100 0 0 0
Pembangunan Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah Buku Analisis

.01.4.01.03.52. i j 1 1 100 0 0
4.01.4.01.03.52.03 3 Penyusunan Analisa Standart Belanja ( ASB) Standar Belanja (ASB) 1 1 0
4.01.4.01.03.52.04 4 Penyusunan Standar Satuan Harga Jumlah Buku Standar Brg dan Harga Brg/Jasa 1 1 1 1 100 0 0 0
4.01.4.01.03.52.05 5 Penyusunan Harga Satuan Pokok Pekerjaan ( HSPK ) Jumlah Perbup HSPK 1 1 1 1 100 0 0 0
4.01.4.01.03.52.06 6 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Perbup Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan 1 1 1 1 100 0 0 0
4.01.4.01.03.52.07 7 Pengendalian Administrasi dan Pelaporan Kegiatan Jumlah Buku Laporan Reahsam Pengendaha‘n dan Pelaporan Kegiatan 12 12 12 12 100 0 0 0

Pembangunan Pembangunan Di Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Pembuatan aplikasi sistem standarisasi harga ( SIDIRGA) Jumlah aplikasi sistem standarisasi harga ( SIDIRGA) 0 0 1 1 100 0 0 0




1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4)

4.01.03.2.02. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Persentase Kebijakan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 85 0 0 0 0 85 9 11
Jumlah Perkada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan, Jumlah Peserta

4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas , Jumlah Peserta Yang Mengikuti 115 0 0 0 0 115 0 0
Workshop
Jumlah Desa Penerima Bantuan keuangan Yang Terfasilitasi, Jumlah

4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Peserta Pengendalian Resiko Pembangunan, Jumlah Peserta Yang 96 0 0 0 0 257 57 59
Mengikuti Rakor
Jumlah Laporan Pengendalian dan Monitoring Pelaporan Kegiatan Fisik

4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan |Konstruksi di Kabupaten Mojokerto, Jumlah Laporan TEPRA ke Pusat 24 0 0 0 0 109 6 25
dan Laporan Perkembangan Kegiatan yang Sesuai Ketentuan.

5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH ff;fgf;e Pengendalian Pelaksanaan pembangunan di Lingkungan/ Wilayah lkab. 95% 0 0 0 0 95% 0 0

5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Per'sentase Penyusunan Standarisasi Harga Pada Pemerintah Kabupaten 95% o 0 o o 05% 0 0
Mojokerto
Jumlah Perkada Tentang Standart Satuan Harga, Harga Satuan Pokok |3 Perkada, 3 Perkada,

5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga Pekerjaan (HSPK), Analisa Standart Belanja (ASB) dan Aplikasi 58 OPD, 1 0 0 0 0 58 OPD, 1 0 0
Standarisasi Harea (SIDIRGA) Aplikasi Aplikasi

4.01.4.01.03. BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA 97 76 97 76 78 97 30 31

4.01.4.01.03.15. Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa Persentae Pengadaan Barang Jasa yang terpenuhi 100 96 0 0 0 0 0 0

4.01.4.01.03.15.26 1 Operasional LPSE Persentase penyelesaian permasalahan gangguan lelang di LPSE 100 82 0 0 0 0 0 0

4.01.4.01.03.15.29 2 Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase peserta yang memahami materi pembinaan pengadaan 95 89 0 0 0 0 0 0
Barang Jasa

4.01.4.01.03.15.31 3 Standarisasi LPSE Per§entase cgkupan sertifikasi standard LPSE, sertifikasi standard LPSE 100 79 0 0 0 0 0 0
dari 1 sampai 17

4.01.4.01.03.52 Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Persentase pengadaan barang jasa yang dihasilkan 97 81 0 0 0 0 0 0

4.01.4.01.03.52.08 1 Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Persentase pengadaan barang dan jasa yang dihasilkan melaui LPBJ 97 79 0 0 0 0 0 0

4.01.4.01.03. Program Layanan Pengadaan Barang / Jasa Persentase Pengadaan Barang Jasa yang terfasilitasi melalui LPBJ 97 76 97 92 95 0 0 0




1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4)
4.01.4.01.03.52.08 1 Fasilitasi Pengadaan Barang Jasa Persentase pengadaan barang dan jasa yang dihasilkan melaui LPBJ 97 79 97 97 100 0 0 0
4.01.4.01.03.15.29 2 Pembinaan Pengadaan Barang Jasa Persentase peserta yang memahami materi pembinaan pengadaan 95 89 95 95 100 0 0 0

Barang Jasa
4.01.4.01.03.15.26 3 Operasional LPSE Persentase penyelesaian permasalahan gangguan lelang di LPSE 100 82 100 100 100 0 0 0
4.01.4.01.03.15.31 4 Standarisasi LPSE Per§entase ca'kupan sertifikasi standard LPSE, sertifikasi standard LPSE 100 79 0 o 0 o 0 0
dari 1 sampai 17
4.01.03 Maturitas Penerapan UKPBJ Level 3 0 0 0 0 Level 3 Level 3 100
4.01.03.03. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase pengadaan barang dan jasa yang dihasilkan melalui UKPBJ 97 0 0 0 0 97 21 22
4.01.03.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase pengadaan barang dan jasa yang dihasilkan melaui UKPBJ 97 0 0 0 0 97 12 12
4.01.03.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan operasional LPSE 12 0 0 0 0 12 3 25
4.01.03.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan pengadaan barang jasa 100 0 0 0 0 100 26 26
4.01.4.01.03.26 BAGIAN HUKUM 99 97 99 99 100 99 45 45
4.01.4.01.03.26. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Pfer.sentase Ps‘flan produk hukum dari organisasi Perangkat Daerah yang 100 92 0 0 0 100 0 0
ditindaklanjuti
4.01.4.01.03.26.02 | Penyusunan Penetapan Produk Hukum Daerah bersifat Jumlah produk hukum yang ditetapkan 900 500 0 0 0 0 0 0
Penetapan
4.01.4.01.03.26.06 2 Pembinaan dan Penyelesaian Permasalahan Hukum/Daerah i‘:ﬁj pembinaan yang dilakukan dan penyelesaian permasalahan 322 11 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.26.07 3 Kerjasama Peningkatan Kualitas Aparatur di Bidang Hukum Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kualitas aparatur 322 380 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.26.08 4 Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Rancangan Peraturan Daerah 15 13 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.26.09 5 Monitoring dan Evaluasi RANHAM Kabupaten Mojokerto Jumlah OPD yang dimonitoring 25 25 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.26.10 6 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Jumlah aplikasi dan peraturan yang di dokumentasikan 20 12 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.26.13 7 Bintek Dokumentasi Produk Hukum Desa Jumlah peserta bintek dokumentasi 70 300 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.26.14 8 gz:?:; Peraturan Perundang-undangan dengan Produk Hulum Jumlah analisa produk hukum yang disesuaikan dengan UU 10 10 0 0 0 0 0 0
B
4.01.4.01.03.26.15 g Penyusunan Peraturan Kepala Dacrah dan Peraturan Bersama | ;| o) peraturan yang ditetapkan 46 55 0 0 0 0 0 0
Kepala Daerah
4.01.4.01.03.26.16 10 E\ézl;am Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Jumlah rancangan peraturan desa dan peraturan desa yang dievaluasi 30 48 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.26.17 11 Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum Jumlah Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum masyarakat miskin 1 1 0 o 0 o 0 0

masyarakat miskin

yang disusun




1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 10 11=(10/4)
4.01.4.01.03.46. Program Komunikasi Publik Persentase produk hukum yang dipublikasikan 100 101 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.46.04 1 Penyuluhan Hukum Jumlah peserta Penyuluhan hukum 31 48 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.46.05 2 Kodifikasi dan Penyebarluasan Produk Hukum Jumlah penomoran produk hukun dan penyebaran buku produk hukum 800 740 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.46.06 3 Sosialisasi Produk Hukum Daerah Jumlah peserta Sosialisasi 400 300 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.46.07 4 Bintek Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah peserta bintek 70 70 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.26  |Program Layanan Bagian Hukum gftrlsnznat;s;;‘:t‘fla“ produk hukum dari organisasi Perangkat Daerah yang 100 97 99 99 100 0 0
4.01.4.01.03.46.04 1 Penyuluhan Hukum Jumlah peserta Penyuluhan hukum 31 48 36 11 31 0 0
4.01.4.01.03.26.02 2 ;’Z‘;Z?:;‘;an/ Penetapan Produk Hukum Daerah bersifat Jumlah produk hukum yang ditetapkan 900 599 900 562 62 0 0
4.01.4.01.03.46.05 3 Kodifikasi dan penyebarluasan produk hukum daerah flzrlzli?: penomoran produk hukum dan penyebaran buku produk 85 740 850 850 100 0 0
4.01.4.01.03.46.06 4 Sosialisasi Produk Hukum Daerah Jumlah peserta Sosialisasi 400 300 299 0 0 0 0
4.01.4.01.03.26.16 5 E\;aslauasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan ;zglii?a]?le;i Syaali'lg dievaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi 30 48 30 111 370 0 0
4.01.4.01.03.26 6 PROLEGDA Jumlah Rancangan Peraturan Daerah 0 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.26.08 7 Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Rancangan Peraturan Daerah 15 13 15 27 180 0 0
4.01.4.01.03.26.09 8 Monitoring dan Evaluasi RANHAM Kabupaten Mojokerto Jumlah OPD yang dimonitoring 25 25 100 100 100 0 0
4.01.4.01.03.26.10 9 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Jumlah aplikasi dan peraturan yang di dokumentasikan 20 12 20 26 130 0 0
4.01.4.01.03.46.07 10 Bintek Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah peserta bintek 70 70 60 0 0 0 0
4.01.4.01.03.26.13 11 Bintek Dokumentasi Produk Hukum Desa Jumlah peserta bintek dokumentasi 70 300 299 0 0 0 0
4.01.4.01.03.26.14 12 322?:}? Peraturan Perundang-undangan dengan Produk Hukum Jumlah analisa produk hukum yang disesuaikan dengan UU 10 10 10 2 20 0 0
4.01.4.01.03.26 13 Eir;fllasl.]l)r:;?aieraturan Kepala Dacrah dan Peraturan Bersama Jumlah peraturan yang ditetapkan 46 55 46 93 202 0 0
4.01.4.01.03.26 14 Kerjasama Peningkatan Kualitas Aparatur di Bidang Hukum Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kualitas aparatur 322 380 369 0 0 0 0




1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4)
lah i ilakuk: lesai lah
4.01.4.01.03.26.06 15 Pembinaan dan Penyelesaian Permasalahan Hukum/Daerah ::Eluil pembinaan yang dilakukan dan penyelesaian permasalahan 322 11 95 95 100 0 0 0
4.01.4.01.03.26 16 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Jumlah Pembinaan Keluarga Sadar Hukum 1 1 0 0 0 0 0 0
4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Jumlah produk hukum yang ditetapkan 99 0 0 0 0 99 45 45
Jumlah Desa yang dievaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi
e Peraturan Desa, Jumlah Peraturan yang ditetapkan, Jumlah Peserta
4.01.02.2.03.01
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Bintek, Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan dan Jumlah Rancangan 1115 0 0 0 0 1115 411 37
Peraturan Daerah
e Jumlah OPD yang dimonitoring, Jumlah Pembinaan yang dilakukan dan
4.01.02.2.03.02
Fasilitasi Bantuan Hukum Penyelesaian Permasalahan Hukum, Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum 2320 0 0 0 0 2320 1181 51
. . Jumlah Penomoran Produk Hukum penyebarluasan produk hukum,
4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Jumlah peraturan yang didokumentasikan, Jumlah Peserta Bintek 969 0 0 0 0 969 527 54
Hukum . e
Dokumentasi dan Jumlah Peserta Sosialisasi
4.01.4.01.3.51 BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 95 121 95 93 98 95 61 64
4.01.4.01.3.51. Program Penataan Daerah Otonom Persentase pembakuan peta desa / kelurahan yang terselesaikan 95 98 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.3.51.01 1 Pemantapan Aparatur Pemerintahan Jum%ah .apare}tur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang 320 320 0 0 0 0 0 0
berkinerja baik
4.01.4.01.3.51.02 2 Pembinaan dan Evaluasi PATEN Jumlah kecamatan yang dibina 36 36 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.3.51.03 3 Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan Otonomi Dearah 57 112 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.3.51.04 4 Pembakuan Nama Rupa Bumi Jumlah Desa yang telah dilakukan pembakuan 150 0 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.3.51.05 S5 Penegasan Batas Desa jumlah batas desa yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun 5 30 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.3.51.06 6 Monitoring Pelaksnaan Pemilu Jumlah aparatur yang melaksananakan monitoring 50 50 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.3.51.07 7 f]:e:lgfg)sunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Dacrah Jumlah laporan OPD yang sudah selesai dengan baik 150 112 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.3.51.08 8 Lomba Sinergitas Kecamatan Jumlah Camat berprestasi 1 2 0 0 0 0 0 0
Penegasan Batas Kecamatan jumlah batas kecamatan yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun 0 1 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.3.51 9 Fasilitasi Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jumlah kegiatan rakor Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 4 9 0 0 0 0 0 0

(FORKOPIMDA)

(FORKOPIMDA)




2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 10 11=(10/4)
Program Layanan Bagian Administrasi Pemerintahan Persentase peningkatan PD yang laporan kinerjanya berstatus ST dan T 95 95 93 98 0 0
1. E;;}];u)s unan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Jumlah laporan OPD yang sudah selesai dengan baik 56 112 200 150 75 0 0
Persentase kebijakan yang dilaksanakan di Pemerintah Daerah 95 0 0
1 Pembinaan dan evaluasi PATEN Jumlah kecamatan yang dibina 36 36 36 32 89 0 0
2 Pemantapan Aparatur Pemerintahan Jum'lah .apara'tur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang 320 320 320 120 38 0 0
berkinerja baik
3 Persiapan Pelantikan Kepala Daerah Jumlah kegiatan Persiapan Pelantikan Kepala Daerah 1 0 0 0 0 0 0
4 Serah Terima Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah L];L;?rl;}: kegiatan Serah Terima Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala 1 0 0 0 0 0 0
5 Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jumlah aparatl,.lr yang melaksanakan monitoring pelaksanaan Pemilihan 0 0 0 0 0 0 0
Gubernur/Wakil Gubernur
6 Monitoring Pelaksanaan Pilpres dan Pemilu Legislatif Jumlah :.iparatl'lr yafng melaksanakan monitoring pelaksanaan Pilpres 50 50 0 0 0 0 0
dan Pemilu Legislatif
7 Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jumlgh aparatur yang n}elaksanakan monitoring pelaksanaan Pemilihan 1 0 50 50 100 0 0
Bupati dan Wakil Bupati
Inventarisasi Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta . . . .
8 Jumlah pelimpahan P3d dari OPD di Kab. Mojokerto 0 0 0 0 0 0 0
Dokumen
9 Fasilitasi Kerjasama Daerah Jumlah kerjasama dengan daerah lain yang dilaksanakan 0 0 0 0 0 0 0
10 Penerimaan kunjungan Kerja Pejabat Negara/Lemba ga Jumlah kunjungan kerja dari Pejabat Negara/Lembaga Pemerintah Non 0 o 0 o 0 0 0
Pemerintah Non Kementrian Kementrian
11 Fasilitasi Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jumlah kegiatan rakor Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 4 9 4 4 100 0 0
(FORKOPIMDA) (FORKOPIMDA)
12 Sosialisasi Penegasan Batas Wilayah Jumlah peserta yang mengikuti mengikuti sosialisasi 0 0 100 100 100 0 0
13 Evaluasi pelaksanana Otonomi Daerah Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan Otonomi Dearah 57 112 57 40 70 0 0
14 Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat Jumlah Kecamatan yang telah menerima pelimpahan kewenangan 18 0 18 18 100 0 0
15 Lomba Sinergitas Kecamatan Jumlah Camat berprestasi 1 2 3 3 100 0 0
Persentase pembakuan peta desa / kelurahan yang terselesaikan 95 0 0
1 Penegasan Batas Desa Jumlah batas desa yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun 12 30 22 22 100 0 0
2 Penegasan Batas Kecamatan Jumlah batas Kecamatan yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun 1 1 2 2 100 0 0




1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4)
3 Pembakuan Nama Rupa Bumi Jumlah Desa yang telah dilakukan pembakuan 16 0 18 18 100 0 0 0
4 Fasilitasi Perselisihan Batas Antar Desa Jumlah perselisihan batas antara desa yang terselesaikan 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pembugtan dan P'emehharaan Sistem Informasi Rupabumi Jumlah desa yang telah terintegrasi dalam sistem 0 0 18 18 100 0 0 0
Berbasis Geospasial
6 Pembuatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Batas Daerah Jumlah batas desa yang telah terintegrasi dalam sistem 0 0 18 18 100 0 0 0
7 Evaluasi dan koordinasi antar lembaga daerah dan pihak ketiga [Jumlah naskah kerjasama antar lembaga daerah dna pihak ketiga 10 0 20 20 100 0 0 0
8 Pembangunan dan Pemeliharaan Pilar Batas Jumlah pilar batas antar Kabupaten/Kota, antar Kecamatan, dan antar 4 o 0 0 0 0 0 0
Desa yang terpasang
Pengembangan Kapasitas Tim Penegasan Daerah dan Tim . P
9 Pembakuan Nama Unsur Rupabumi Jumlah aparatur yang sesuai spesifikasi 0 0 0 0 0 0 0 0
P i P P 1 P
10 embinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendanaan Jumlah kegiatan kelurahan yang terlaksana 5 0 5 5 100 0 0 0
Kelurahan
Evaluasi pencapaian kinerja standart pelayanan minimal (SPM) |Jumlah SPM yang telah dievaluasi 0 0 6 6 100 0 0 0
Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama antar daerah dan wilayah Jumlah naskah kesepakatan antar daerah 0 o 3 3 100 o 0 0
perbatasan
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( EKPPD ) 3.2 3.2 3.2 3.2 100 3.2
4.01.02.2.01. Administrasi Tata Pemerintahan Persentase kebijakan yang dilaksanakan di Pemerintah Daerah 95 0 0 0 0 95 61 64
Jumlah kegiatan rakor Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
. . . (FORKOPIMDA), Jumlah naskah kerjasama antar lembaga daerah dan
4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan pihak ketiga, Jumlah SPM yang telah di evaluasi, Jumlah naskah 30 0 0 0 30 16 53
kesepahaman bersama anatar daerah
Jumlah batas desa yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun, Jumlah
batas Kecamatan yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun, Jumlah
Kecamatan yang telah dilakukan pembakuan, Jumlah kecamatan yang
4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dibina, Jumlah aparatur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang 74 0 0 0 0 74 46 62
berkinerja baik, Jumlah kegiatan Kelurahan yang terlaksana, Jumlah
Kecamatan yang telah menerima pelimpahan kewenangan, Jumlah
Camat yang berkinerja baik
Jumlah laporan PD yang sudah selesai dengan baik, Jumlah laporan
Bupati yang selesai dengan baik, Jumlah Informasi Laporan
P 1 P intahan D h lesai ik,
4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah enyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selesai dengan baik, 116 0 0 0 0 116 78 67

Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan Otonomi Dearah, Jumlah
kegiatan evaluasi pelaksanaan Otonomi Dearah, Jumlah kegiatan
peringatan hari jadi Pemerintah Propinsi Jawa Timur




1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4)
4.01.4.01.03 BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT 98 100 96 42 44 98 6 6
4.01.4.01.03.32  |Program Pembinaan Mental Spiritual ie;z‘:;f:rii’;ngkatan masyarakat yang mengikuti program pembinaan 08 100 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.32.03 1 Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji Jumlah kegiatan pelaksanaan ibadah Haji 2500 3 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.32.04 2 Safari Ramadhan Jumlah Kegiatan Safari Ramadhan 52 41 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.32.05 3 Pelaksanaan TPQ dan Tilawatil Qur'an Jumlah Pelaksanaan TPQ dan Tilawatil Qu'r An 6 7 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.32.06 4 Peringatan Hari Besar Keagamaan Jumlah Peringatan hari besar keagamaan yang dilaksan akan 8 8 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.32.08 5 Pembinaan dan Pelatihan Lembaga Keagamaan Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Lembaga Keagamaan 400 400 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.32.09 6 Peningkatan Kesegaran Jasmani Jumlah Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani 52 39 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.32.10 7 Sholawatan dan Siraman Rohani Jumlah peserta kegiatan Sholawatan dan Siraman Rohani 1800 2,100 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.32.15 8 Zikir Taubatan Nashuha jumlah peserta kegiatan zikir 1000 1,200 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.32.16 9 Semaan Qur'an Jumlah Jamaah Kegiatan Semaan Al Qur’an 3900 3,900 0 0 0 0 0 0

Pembinaan dan sosialisasi narkoba jumlah obyek sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat 21 21 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.43 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan Rasio Tempat Peribadatan per Seribu Penduduk 100 90 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.43.01 1 Rehab Musholla Tenta Manunggal Masuk Desa (TMMD) Jumlah Mushollah yang mendapat bantuan rehabilitasi 2 1 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.43.01 2 Monitoring dan Sosialisasi Belanja Hibah Bidang Keagamaan Ketepatan Pemberian hibah kepada penerima 100 180 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.43.01 3 Fasilitasi Pendampingan Bantuan dan Kegiatan Sosial Jumlah Lembaga TPQ Penerima Insentif 4 4 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.43.xx 3 Operasional BAZNAS Jumlah peserta sosialisasi BAZNAS 300 S 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.43.xx |BAGIAN ADMINISTRASI KESRA
4.01.4.01.03.43.xx |Program Layanan Bagian Administrasi Kesra Persentase Kegiatan Bidang Kesra Yang di Fasilitasi dan dikoordinasikan 98 96 96 42 44 98 6 6
4.01.4.01.03.43.xx 1 Pembinaan dan sosialisasi narkoba jumlah objek sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat 21 21 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.43.xx 2 Fasilitasi Pendampingan Bantuan dan kegiatan Sosial Jumlah Lembaga TPQ Penerima Insentif 4 4 0 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.43.xx 3 Peningkatan Kesegaran Jasmani Jumlah Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani 52 39 52 26 50 0 0 0




1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4)
4.01.4.01.03.43.xx 4 Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan ibadah haji 2500 3 3 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.43.xx 5 Safari Ramadhan Jumlah Kegiatan Safari Ramadhan 52 41 41 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.43.xx 6 Pelaksanaan TPQ dan Tilawatil Qur" An Jumlah Pelaksanaan TPQ dan Tilawatil Qur" An 6 7 7 2 29 0 0 0
4.01.4.01.03.43.xx 7 Peringatan hari besar keagamaan Jumlah Peringatan hari besar keagamaan yang dilaksan akan 8 8 8 2 0 0 0 0
4.01.4.01.03.43.xx 8 Pembinaan dan Pelatihan Lembaga Keagamaan Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Lembaga Keagamaan 400 400 10 2 20 0 0 0
4.01.4.01.03.43.xx 9 Sholawatan dan Siraman Rohani Jumlah Kegiatan Sholawatan dan Siraman Rohani 1800 2,100 2100 230 11 0 0 0
4.01.4.01.03.43.xx 10 Zikir Taubatan Nashuha jumlah peserta kegiatan zikir 1000 1,200 1200 0 0 0 0 0
4.01.4.01.03.43.xx 11 Semaan Al' Quran Jumlah Jamaah Kegiatan Semaan Al Qur’an 3900 2 2005 1,950 97 0 0 0
4.01.4.01.03.43.xx 12 Rehab Musholla Tentara Manunggal Masuk Desa ( TMMD ) Jumlah Mushollah yang mendapat bantuan rehabilitasi 2 1 1 1 100 0 0 0
4.01.4.01.03.43.xx 13 Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah Bidang Keagamaan Ketepatan Pemberian hibah kepada penerima 100 180 12 12 100 0 0 0
4.01.4.01.03.43.xx 14 Operasional BAZNAS Jumlah Peserta Sosialisasi BAZNAS 300 5 0 0 0 0 0 0
4.01.02.2.02. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Jumlah kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi 4 0 0 0 0 2 2 50
4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 66 0 0 0 0 66 45 68
4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait | ;| 1 1 yegiatan yang dilaksanakan 56 0 0 0 0 56 30 54

Kesejahteraan Sosial
4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 74 0 0 0 0 74 41 55

Kesejahteraan Masyarakat




PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021

Tabel. TC-30

Target Renstra Perangkat daerah Realisasi Capaian Proyeksi
NO Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran ,Program ( Outcome ) dan Kegiatan ( Output ) Sf%e/l sSitoz;neja IKK Tahun - Tahun - Tahun - Tahun - Tahun - Tahun - Tahun - Tahun - Tahun - ii;alitsaiz
201922)( 71 2020 (n-1) 2021 (n) 2022 (n + 1) (2019 (n -2)| 2020 (n -1) 20211“1[;‘} s/d 2021 (n) 2022 (n +1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Indeks Kerukunan Umat Beragama - 70 70 78 0 0 72 80 0 0 (0] -
Persentase pemberian bantuan pembangunan tempat ibadah - 98 98 98 9] [0) 100 42 [0) 0 0 -
Persentase peningkatan masyarakat yang mengikuti program pembinaan mental spiritual - 96 96 [0) [0) 0 100 42 0 0 0 -

1 jumlah objek sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat B 0 0 o' 0 0 21 (/] 0 0 0 -

2 Jumlah Lembaga TPQ Penerima Insentif - 4 4 4 0 0 7 4 0 (o] 0 -

3 Jumlah Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani - 52 52 0] 0] 0 39 26 0 0 0 -

4 Jumlah Haji yang Berangkat - 2100 2100 0 0 0 2,500 0 0 0 0 -

5 Jumlah Kegiatan Safari Ramadhan - 52 52 0 0 0 41 0 0 (o] 0 -

6 Jumlah Pelaksanaan TPQ dan Tilawatil Qu'r An - 5 5 0 0 [0] 7 2 [0] 0 (0] -

7 Jumlah Peringatan hari besar keagamaan yang dilaksan akan - 8 8 9] 9] [0 8 2 0 0 0 -

8 Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan Lembaga Keagamaan - 400 400 0 0 0 10 0 0 (o] 0 -

9 Jumlah Kegiatan Sholawatan dan Siraman Rohani - 1800 1800 2100 0] 0 2,100 230 0 0 [0 -

10 jumlah peserta kegiatan zikir - 1200 1200 9] 9] [0 1,200 [0) 0 0 0 -

11 Jumlah Jamaah Kegiatan Semaan Al Qur’an - 3900 3900 2005 0 [0] 3,000 1,950 [0] 0 0] -

12 Jumlah Mushollah yang mendapat bantuan rehabilitasi - 0 0 1 (0] 0 0 1 0 0 (0] -

13 Ketepatan Pemberian hibah kepada penerima - 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 -

14 Jumlah Fasilitasi Pendampingan JPS OPK Raskin - 0 0 0 0 0 (o] 0 0 0 0 -
Persentase Sarana Tempat Peribadatan Berkualitas Baik - 100 100 0 9] [0) 100 0 0 0 0 -

Rasio Tempat Peribadatan per Seribu Penduduk - 100 100 0 0] 0 100 0 0 0 0 -

1 Jumlah Mushollah yang mendapat bantuan rehabilitasi - 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 -

2 Ketepatan Pemberian hibah kepada penerima - 180 180 0 ) 0 180 0 0 0 0 -

3 Jumlah Fasilitasi Pendampingan JPS OPK Raskin - 0 0 0 0] 0 [0 0 0 0 0 -

4 Jumlah Peserta Sosialisasi Baznaz - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Persentase Kegiatan Bidang Kesra Yang di Fasilitasi dan dikoordinasikan - [0 0 98 0] [0 [0 0 0 0 0 -

1 jumlah objek sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat - 0 0 9] 9] [0 9 9 0 0 0 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 Jumlah Lembaga TPQ Penerima Insentif - (0] 0 4 (0] 0 (0] (0] 0 0 (0] -

3 Jumlah Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani - 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 -

4 Jumlah Haji yang Berangkat - 0 0 2500 0] 0 [0 [0) 0 0 0 -

5 Jumlah Kegiatan Safari Ramadhan B 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 -

6 Jumlah Pelaksanaan TPQ dan Tilawatil Qur" An - 0 0 4 ) 0 0 0 0 0 0 -

7 Jumlah Peringatan hari besar keagamaan yang dilaksan akan - [0 0 8 0] 0 [0 [0 0 0 [0 -

8 Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan Lembaga Keagamaan - 0 0 400 9 0 9 9 [0) 0 0 -

9 Jumlah Kegiatan Sholawatan dan Siraman Rohani - 0 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 -

10 jumlah peserta kegiatan zikir - [0 0 1000 0] 0 [0 [0 0 0 [0 -

11 Jumlah Jamaah Kegiatan Semaan Al Qur’an - 0 0 3900 0 0 0 0 0 0 0 -

12 Jumlah Mushollah yang mendapat bantuan rehabilitasi - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -

13 Ketepatan Pemberian hibah kepada penerima - 0 0 100 (0] [0) (0] (0] 0 0 0 -

14 Jumlah Peserta Sosialisasi Baznaz - 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0 -
Jumlah kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi - 0 0 0 4 Kebijakan | 4 Kebijakan 0 0 2 Kebijakan | 4 Kebijakan | 4 Kebijakan 50 %
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan - [0 0 0] 72 Kegiatan | 66 Kegiatan [0 [0) 45 Kegiatan | 72 Kegiatan | 66 Kegiatan 68%
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan - [0 0 0] 55 Kegiatan | 56 Kegiatan [0) 0 30 Kegiatan | 55 Kegiatan | 56 Kegiatan 53%
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan - 0 0 0 91 Kegiatan | 74 Kegiatan 0 0 41 Kegiatan | 91 Kegiatan | 74 Kegiatan 55%

2 Nilai SAKIP A(85,63) BB (75,83) BB (75,83) A(85,63) 76 A('80.5) A('80.5) A('80.5) -

2.1 Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah - 75 75 96 0 0 100 0 0 0 0 -

2.1.1 Persentase PD yang menyusun dokumen / laporan kinerja sesuai ketentuan - 90 90 100 [0 0 100 0 0 0 0 -

1 Laporan kinerja yang terkirim tepat waktu dan benar sesuai aturan - 1 1 2 0 0 1 2 0 [0 0 -

2 PD yang menyusun perjanjian kinerja yang benar sesuai aturan - 1 1 1 0 0 0 0 0 0] 0 -

3 Jumlah dokumen IKU yang ditetapkan - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -

4 persentase peserta bintek yang memahami Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - - - 80 0 0 56 0 0 (0] 0 -

5 PD yang memanfaatkan aplikasi SAKIP - 56 56 56 0 0 56 0 0 0 0 -

6 Jumlah PD objek pembinaan penerapan SAKIP - 56 56 56 0 0 56 56 0 [0) 0 -

7 Laporan hasil evaluasi map reformasi birokrasi yang telah dilaporkan Menpan 1 1 1 0 0 1 1 0 (0] 0 -
Persentase PD/UKPD dengan struktur kelembagaan dan tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses - 0 [0 0 100% 100% 0 [0 100% 100% 100% 43 %
Jumlah PD/UKPD dengan struktur organisasi kelembagaan yang tepat fungsi tepat ukuran - 0 0 0 56 PD/UKPD | 56 PD/UKPD 0 0 28 PD/UKPD | 56 PD/UKPD | 56 PD/UKPD 50 %




2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah PD/UKPD terfasilitasi pembinaan kualitas pelayanan publik dan tata laksana 0 0 0 56 PD/UKPD | 56 PD/UKPD 0 0 28 PD/UKPD | 56 PD/UKPD | 56 PD/UKPD 50 %
Jumlah PD/UKPD yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP dan RB minimal baik 0 [0) 0 57 PD/UKPD | 57 PD/UKPD 0 [0 PD/b()KPD 57 PD/UKPD | 57 PD/UKPD 18 %
Jumlah unit pelayanan publik hasil monitoring dan evaluasi dengan nilai minimal baik 0 [0 0 56 PD/UKPD | 56 PD/UKPD 0 [0) 28 PD/UKPD | 56 PD/UKPD | 56 PD/UKPD 50 %
Jumlah PD/UKPD yang menyusun LKjIP dan risalah sesuai ketentuan 0 0 0 57 PD/UKPD | 57 PD/UKPD 0 0 28 PD/UKPD | 57 PD/UKPD | 57 PD/UKPD 50 %
Persentase peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan di Lingkungan Kabupaten Mojokerto 100 100 0 0 0 87 0 0 0 0 -
Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan sesuai ketentuan 100 100 0 9] [0) 87 0 0 0 0 -
1 Jumlah Buku Laporan Realisasi Pengendalian dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Di Pemerintah Kabupaten Mojokerto 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 -
2 Jumlah Buku Pengendalian dan Monitoring Pelaporan Kegiatan Fisik Konstruksi di Kabupaten Mojokerto 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 -
3 Jumlah Perbup Pedoman 25 25 0 0 0 1 0 0 0 0 _
Bantuan Keuangan Desa
4 Jml pengadaan brg/jasa melalui ULP sesuai jadwal 0 0 0 0 0 (0] (0] 0 0 0 -
5 Jumlah Perbup Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan 1 1 0 0 0 1 0 0 (o] 0 -
6 Jumlah Perbup HSPK 1 1 0 0] 0 1 [0 0 0 [0 -
7 Jumlah Buku Standar Brg dan Harga Brg/Jasa 1 1 0 9] [0 9 9 0 0 0 -
8 Jumlah Buku Standar Brg dan Harga Brg/Jasa 1 1 0 0 0 1 0 0 (o] 0 -
10 Jumlah Laporan Tepra ke Pusat dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan 12 12 0 9] [0 12 9 0 0 0 -
Persentase Pengendalian Pelaksanan Pembangunan di Lingkungan / Wilayah Kab. Mojokerto 0 0 85 0 0 0 100 0 0 (0] -
1 Jumlah Buku Laporan Realisasi Pengendalian dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Di Pemerintah Kabupaten Mojokerto 0 0 0 9] [0) 0] 0 [0) 0 [0 -
2 Jumlah Buku Pengendalian dan Monitoring Pelaporan Kegiatan Fisik Konstruksi di Kabupaten Mojokerto 0 0 12 0 0 0 0 0 (o] 0 -
3 Jumlah Perbup Pedoman 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 _
Bantuan Keuangan Desa
4 Jml pengadaan brg/jasa melalui ULP sesuai jadwal 4] 0 0 ) 0 9 [0) 0 0 0 -
5 Jumlah Perbup Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan 0 0 1 0 0 0 1 0 o] 0 -
6 Jumlah Perbup HSPK 0 0 1 (0] [0) (0] 1 0 0 0] -
7 Jumlah Aplikasi Sistem Standarisasi Harga ( SIDIRGA) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -
8 Jumlah Buku Standar Brg dan Harga Brg/Jasa [0 0 1 [0) 0 [0 1 0 0 [0 -
10 Jumlah Laporan Tepra ke Pusat dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 -




1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Persentase Pengendalian Pelaksanan Pembangunan di Lingkungan / Wilayah Kab. Mojokerto [0 0 0 100% 85 [0 [0) 9% 100% 0
Persentase Kebijakan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 0 0 0 85 85 (0] 0 9 % 85 85
Jumlah Perkada Pgtunquk Teknis Pelaksanaan Kegiatan, Jumlah Peserta Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas , Jumlah o o 0 115 115 o o o 115 115
Peserta Yang Mengikuti Workshop
Jumlah Desa Pener_lma_ Bantuan keuangan Yang Terfasilitasi, Jumlah Peserta Pengendalian Resiko Pembangunan, Jumlah 0 0 0 257 9 0 0 57 057 96
Peserta Yang Mengikuti Rakor
Jumlah Laporan Pengendalian dan Monitoring Pelaporan Kegiatan Fisik Konstruksi di Kabupaten Mojokerto, Jumlah Laporan o o o 100 04 o o 6 100 04
TEPRA ke Pusat dan Laporan Perkembangan Kegiatan yang Sesuai Ketentuan.
Jumlah perkada Standar Brg dan Harga Brg/Jasa 0 0 0 4 perkada 4 perkada [0 0 0% 4 perkada 4 perkada
2.1.2 Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanan Reformasi Birokrasi ( PMPRB ) BB (75,83) BB (75,83) BB (75,83) 0 0 BB (75,83) BB (75,83) 0 0 0 -
Persentase kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur sesuai ketentuan 85 85 100 [0 0 85 100 0 0 0 -
1 Aplikasi Kepegawaian yang terimplementasi 1 1 1 [0 0 1 [0 0 [0 0 -
2 PD yang mampu menyusun risalah dengan benar dan sesuai aturan 56 56 56 [0 0 56 0 0 0 0 -
3 Regulasi ketatansakah dinasan yang telah ditetapkan 1 1 0 0 0 1 0 (o] 0 0 -
4 Jumlah penyusunan Perangkat Daerah / UKPD yang terpenuhi 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 -
5 Persentase PNS yang sesuai dengan kompetensi jabatannya 85 85 0 0 0 100 0 0 0 0 -
6 Jumlah dokumen kajian pemeringkatan/penilaian jabatan (job grading) 56 56 56 0 0 (o] 56 (o] 0 0 -
7 Persentase PD yang tepat fungsi sesuai aturan 0 0 100 0 0 56 100 0 0 0 -
8 Jumlah Unit Kerja dengan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian tepat waktu dan sesuai aturan 11 11 11 0 0 4 0 0 0 0 -
Tingkat kemampuan sistem dalam penyajian informasi dan data secara online untuk perumusan kebijakan dan pengambilan
9 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 -
keputusan kelembagaan
Persetase PD yang mampu menerapkan ketatalaksanaan pemerintah seuai ketentuan untuk efisiensi birokrasi 85 85 91 0 0 85 0 (0] 0 -
1 Laporan hasil evaluasi road map Reformasi Birokrasi yang telah dilaporkan Menpan 1 1 0 [0 0 1 0 [0 0 -
2 Jumlah KBK binaan yang aktif 56 56 56 0 0 56 56 0 0 0 -
3 Jumlah SPM yang telah dievaluasi 6 6 6 0 0 6 0 0 0 0 -
4 Jml unit pelayanan yang mampu menyusun dan mengimplementasikan SOP sesuai ketentuan [0 0 0 [0 0 0 [0 0 [0 0 -
5 Jml PD/unit kerja yang difasilitasi penyusunan SOP sesuai ketentuan 10 10 0 [0 0 9 0 0 0 -




2 4 5 6 9 10 11 12 13

6 Jumlah PD Objek Penyusunan Anjab 56 56 0 56 (0] (0] 0 -
7 Jumlah PD Objek Penyusunan ABK 56 56 0 56 Y] Y] 0 -
8 Persentase SKPD yang tepat fungsi sesuai aturan 0 0 0 0 [0) [0) 0 -
9 Jumlah Unit Kerja dengan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian tepat waktu an sesuai aturan 11 11 0 4 (0] (0] 0 -
10 Jumlah unit kerja lingkup Setda dengan hasil SKM Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik 11 0 11 0 0 0 0 -
11 Jumlah PNS yang mendapat pembinaan kedisiplinan 50 0 0 0 [0 [0 0 -
12 Persentase Unit Pelayanan yang memiliki inovasi terimplementasikan 0 0 57 9 [0) 9 0] -
13 Jumlah unit pellayanan di lingkup Pemkab. Mojokerto yang telah dibina dan dievaluasi dalam penyuaunan standart o o 70 o o o o ~

pelayanan publik

14 Jumlah unit pelayanan yang bersertifikat internasional ( SMM- ISO 9001 ; 2015) (0] 0 1 (0] 0 (0] 0 -
15 Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam rangka inovasi gelar pameran publik 0 0 2 0 0 0 0 -
Persentase bantuan hukum / terselesaikannya gugatan perkara 98 98 99 97 0 0 0 -
Persentase produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan 98 98 99 97 0 0 0 -
Persentase usulan produk hukum dari organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti 98 98 99 97 0 0 0 -
1 Sekolah dan Desa 41 0 0 0 0 0 0 -
2 Pembahasan Produk Hukum bersifat penetapan Tepat Waktu 1380 900 0 67 0 0 0 -
3 Tersedianya Kodifikasi dan Salinan Produk Hukum Daerah 1700 0 0 87 0 [0 0 -
4 Informasi Produk Hukum kepada Aparat dan Masyarakat 322 0 0 60 [0) 0 0 -
5 Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Desa [0 0 0 0 0 [0 0 -
6 Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Desa 299 299 0 160 0 (0] 0 -
7 Pembahasan rancangan Peraturan Daerah [0 0 0 0 0 0 0 -
8 Persentase Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah 7 15 0 13 0 0 0 -
9 Pelaporan Monitoring dan Evaluasi RANHAM Kabupaten Mojokerto 25 25 0 25 0 0 0 -
10 Publikasi Produk Hukum Daerah 15 0 0 0 0 0 0 -
11 Tata cara penyusunan produk hukum daerah 60 70 0 70 0 [0) 0 -
12 Tata cara pendokumentasian produk hukum desa 299 300 0 300 0 (0] 0 -
13 Inventarisasi produk hukum daerah yang disusun/disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan 10 10 0 10 0 0 0 -
14 Landasan hukum bagi pelaksana tugas 92 46 0 46 [0) 9 o) -
Persentase penurunan gugatan perkara kepada pemerintah daerah 97 97 0 101 0 0 0 -
1 Pemahaman proses pengadaan ssuai peraturan perundang-undangan 0 0 0 0 [0) 0 0 -




2 4 5 6 9 10 11 12 13

2 Peningkatan SDM Aparatur dibidang Hukum 322 322 0 300 0 0 0 -
3 Persentase Pembinaan dan Penyelesaian Permasalahan Hukum/Daerah 95 95 0 95 0 0 0 -
Persentase usulan produk hukum dari organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti 0 99 0 99 0 0 -
1 Jumlah peserta Penyuluhan hukum 0 30 0 11 0 0 -
2 Jumlah produk hukum yang ditetapkan 0 1000 [0 562 [0 0 -
3 Jumlah penomoran produk hukum dan penyebaran buku produk hukum 0 850 0] 850 9 0] -
4 Jumlah peserta Sosialisasi 0 400 0 0 0 0 -
5 Jumlah peserta Bintek 0 0] [0 0 [0 0 -
6 Jumlah Desa yang dievaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa . 0 30 0 111 0] 0 -
7 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah 0 0 0 0 0 0 -
8 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah 0 15 (0] 27 (0] 0 -
9 Jumlah OPD yang dimonitoring 0 25 0 100 0 [0] -
10 Jumlah aplikasi dan peraturan yang di dokumentasikan 0 20 0 26 0 0 -
11 Jumlah peserta bintek 0 70 (0] 0 (0] 0 -
12 Jumlah peserta bintek dokumentasi 0 300 [0 [0) [0 o) -
13 Jumlah analisa produk hukum yang disesuaikan dengan UU 0 10 [0) 2 [0) 0 -
14 Jumlah peraturan yang ditetapkan 0 46 (0] 93 (0] 0 -
15 Jumlah pendampingan yang dilakukan 0 0 0 0 0 0 -
16 Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kualitas aparatur 0 322 [0 0 [0 0 -
17 Jumlah pembinaan yang dilakukan dan penyelesaian permasalahan hukum 0 322 9 95 9 o) -
18 Jumlah Pembinaan Keluarga Sadar Hukum 0 10 0 0 0 0 -
Indeks Gotong Royong 95 0 0 0 0 0 -
Persentase informasi bidang hukum yang diublikasikan 0 0 [0 0 0 0 -
Persentase pemahaman produk hukum 0 0 0 0 (0] 0 -
1 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum di Kab. Mojokerto 0 0 0 0 0 0 -
Persentase produk hukum yang dipublikasikan 95 0 0 (0] (0] 0 -
1 Sekolah dan Desa 31 0 0 0 0 0 -
2 Tersedianya Kodifikasi dan Salinan Produk Hukum Daerah 91 0 [0 [0 [0 0 -
3 Informasi Produk Hukum kepada Aparat dan Masyarakat 400 0 (0] (0] (0] 0 -
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4 Publikasi Produk Hukum Daerah 20 0 0 0 0 0 0 0 -
5 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum di Kab. Mojokerto 0 0 0 0 0 0 0 o) -
Jumlah produk hukum yang ditetapkan - 0 0 99 99 0 48 99% 99% 53 %
300 300 411 300 300
Peraturan Peraturan Perat Peraturan Peraturan
Desa, 80 Desa, 80 e]?e;l;an Desa, 80 Desa, 80
Jumlah Desa yang dievaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa, Jumlah Peraturan yang ditetapkan, Perkada/Per | Perkada/Per Perkada/Per Perkada/Per | Perkada/Per
s . 0 0 berkada, 70 | berkada, 70 [0] berkada, 70 | berkada, 70 36 %
Jumlah Peserta Bintek, Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan dan Jumlah Rancangan Peraturan Daerah berkada,
OPD, 650 OPD, 650 OPD, Produk OPD, 650 OPD, 650
Produk Produk o k’ mo d un Produk Produk
Hukum dan | Hukum dan 1; Ru Z Hukum dan | Hukum dan
15 Raperda | 15 Raperda aperda | g Raperda | 15 Raperda
Jumlah OPD yang dimonitoring, Jumlah Pembinaan yang dilakukan dan Penyelesaian Permasalahan Hukum, Jumlah Peserta 25 OPD, 95 | 25 OPD, 95 1181 OPD, 25 OPD, 95 | 25 OPD, 95
0 0 % dan 2200 | % dan 2200 0 % dan 2200 | % dan 2200 51 %
Penyuluhan Hukum orang
orang orang orang orang
650 Produk | 650 Produk 527 Produk 650 Produk | 650 Produk
Jumlah Penomoran Produk Hukum penyebarluasan produk hukum, Jumlah peraturan yang didokumentasikan, Jumlah Peserta o o Hukum, 20 Hukum, 20 o H kro u Hukum, 20 Hukum, 20 54 %
Bintek Dokumentasi dan Jumlah Peserta Sosialisasi Upload, 299 | Upload, 299 Unl udum, Upload, 299 | Upload, 299 °
orang orang pload,orang orang orang
3.1 Rata- Rata Nilai IKM Penyelenggaraan Pelayanan - 79 79 80 0 0 0 0 0 0 -
3.1.1 Persentase Penyelenggaraan Pelayanan dengan Nilai IKM kategori Baik - 85 85 0 [0) 0 100 0 0 0 -
Persentase OPD yang telah melaksanakan pelayanan prima - - - 80 0 0 100 0 0 0 -
1 Persentase unit pelayanan yang memiliki nilai SKM baik - 40 40 40 % 0 0 40 0 0 0 -
2 Persentase unit pelayanan yang memiliki nilai SKM baik - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
3 Jumlah unit pelayanan yang mampu melaksanakan SKM secara mandiri - [0 0 70 0 0 0 0 [0 0 -
3.2.1 Rata - rata Nilai Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 82 [0 0 100 0 0 0
1 Jumlah unit pelayanan yang memiliki inovasi terimplementasikan - 10 10 56 0 0 56 0 0 0 -
Jumlah Unit Pelayanan di Lingk Pemkab Mojokerto yang telah dibina dan dievaluasi dalam penyusunan standar Pelayanan
2 R - 0 0 70 0 0 0 0 0 0 -
Publik
3 Jumlah Unit Pelayanan yang bersertifikat Internasional (SMM-ISO 9001;2015) - 1 1 1 [0 0 1 0 [0 0 -
4 Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam rangka inovasi gelar pameran publik - 2 2 2 0 0 9 0 0 0 -
4 Hasil Penilaian EKPPD 3.8 3.2 3.2 3.2 0 0 ] (0] 0 0 -
Persentase peningkatan PD yang laporan kinerjanya berstatus ST dan T - 95 95 0 0 0 0 0 0 0 -
1 Jumlah laporan OPD yang sudah selesai dengan baik - 56 56 0 0 0 0 0 0 0 -
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Persentase Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan ( PATEN ) yang terfasilitasi 80 80 0 0 0 0 -
Persentase kebijakan yang dilaksanakan di Pemeintah Daerah 95 95 0 0 0 0 -
1 Jumlah kecamatan yang dibina 18 18 0 (0] (0] 0 -
2 Jumlah aparatur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik 18 18 0 0 0 0 -
3 Jumlah kegiatan Persiapan Pelantikan Kepala Daerah [0 0 0 [0 [0 0 -
4 Jumlah kegiatan Serah Terima Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 0 0 0 9 9 0] -
5 Jumlah aparatur yang melaksanakan monitoring pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur 0 0 0 0 0 0 -
6 Jumlah aparatur yang melaksanakan monitoring pelaksanaan Pilpres dan Pemilu Legislatif 50 50 0 9 (0] 0 -
7 Jumlah pelimpahan P3d dari OPD di Kab. Mojokerto 0 0 0 [0) [0) 0 -
8 Jumlah kerjasama dengan daerah lain yang dilaksanakan 4 4 0 0 0 0 -
9 Jumlah kunjungan kerja dari Pejabat Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementrian 10 10 0 0 0 0 -
10 Jumlah kegiatan rakor Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) 5 5 0 [0) [0 0 -
Persentase Kebijakan pemetaan yang ditetapkan 80 80 0 0 0 0 -
Persentase pembakuan peta desa / kelurahan yang terselesaikan 95 95 0 [0 [0 0 -
1 Jumlah peserta yang mengikuti mengikuti sosialisasi [0 0 0 0 0 0 -
2 Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan Otonomi Dearah 1 1 0 0 0 0 -
3 Jumlah Kecamatan yang telah menerima pelimpahan kewenangan 18 18 0 (0] (0] 0 -
4 Jumlah Camat berprestasi 1 1 0 0 0 0 -
5 jumlah batas desa yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun 10 10 0 0 0 0 -
6 Jumlah batas Kecamatan yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun 5 5 0 (0] (0] 0 -
7 Jumlah Desa yang telah dilakukan pembakuan 4 4 0 0 0 0 -
8 Jumlah perselisihan batas antara desa yang terselesaikan 18 18 0 [0) [0) 0 -
9 Jumlah desa yang telah terintegrasi dalam sistem 4 4 0 (0] (0] 0 -
10 Jumlah batas desa yang telah terintegrasi dalam sistem 4 4 0 0 0 0 -
11 Jumlah pilar batas antar Kabupaten/Kota, antar Kecamatan, dan antar Desa yang terpasang 4 4 0 [0 [0 0 -
12 Jumlah aparatur yang sesuai spesifikasi 10 10 0 [0 [0 0 -
Persentase peningkatan PD yang laporan kinerjanya berstatus ST dan T [0 0 95 93 0 0 -
1 Jumlah laporan OPD yang sudah selesai dengan baik [0 0 200 150 [0 0 -




10

11

13

Persentase kebijakan yang dilaksanakan di Pemerintah Daerah

93

1 Jumlah kecamatan yang dibina

32

2 Jumlah aparatur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik

3 Jumlah kegiatan Persiapan Pelantikan Kepala Daerah

4 Jumlah kegiatan Serah Terima Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

5 Jumlah aparatur yang melaksanakan monitoring pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur

6 Jumlah aparatur yang melaksanakan monitoring pelaksanaan Pilpres dan Pemilu Legislatif

7 Jumlah aparatur yang melaksanakan monitoring pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

50

8 Jumlah pelimpahan P3d dari OPD di Kab. Mojokerto

9 Jumlah kerjasama dengan daerah lain yang dilaksanakan

20

10 Jumlah kunjungan kerja dari Pejabat Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementrian

11 Jumlah kegiatan rakor Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

12 Jumlah peserta yang mengikuti mengikuti sosialisasi

100

13 Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan Otonomi Dearah

14 Jumlah Kecamatan yang telah menerima pelimpahan kewenangan

18

15 Jumlah Camat berprestasi

Jumlah OPD yang telah melaksanakan kebijakan otonomi daerah

40

Jumlah desa yang telah melakukan pembakuan

16

Jumlah peserta yang mengikuti pemantapan aparatur pemerintahan

120

Jumlah kegiatan kelurahan yang erlaksana

Jumlah SPM yang dievaluasi

Jumlah naskas kerjasama antar lembaga daerah dan pihak ketiga

20

20

Jumlah naskah kesepakatan bersama antar daerah

Persentase pembakuan peta desa / kelurahan yang terselesaikan

95

95

1 Jumlah batas desa yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun

22

22

2 Jumlah batas Kecamatan yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun

3 Jumlah Desa yang telah dilakukan pembakuan

4 Jumlah perselisihan batas antara desa yang terselesaikan

5 Jumlah desa yang telah terintegrasi dalam sistem

18

6 Jumlah batas desa yang telah terintegrasi dalam sistem

18
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7 Jumlah pilar batas antar Kabupaten/Kota, antar Kecamatan, dan antar Desa yang terpasang 0 0] 0 0 (0] 0 0 (0] 0 -
8 Jumlah aparatur yang sesuai spesifikasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Persentase kebijakan yang dilaksanakan di Pemerintah Daerah 0 0 95% 95% 0 0 61 % 95% 95% 64 %
4 kegiatan, 4 kegiatan, 16 kegiatan, | 4 kegiatan, 4 kegiatan,
Jumlah kegiatan rakor Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Jumlah naskah kerjasama antar lembaga o o 10 naskah, 6 | 10 naskah, 6 o o naskah, 10 naskah, 6 | 10 naskah, 6 53 %
daerah dan pihak ketiga, Jumlah SPM yang telah di evaluasi, Jumlah naskah kesepahaman bersama anatar daerah Bidang SPM, | Bidang SPM, Bidang SPM, | Bidang SPM, | Bidang SPM, °
10 naskah 10 naskah naskah 10 naskah 10 naskah
10 Desa, 1 10 Desa, 1 10 Desa, 1 10 Desa, 1
Jumlah batas desa yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun, Jumlah batas Kecamatan yang telah selesai ditegaskan Kecanllatan, Kecanl'natan, 46 Desa, Kecanl]atan, Kecanllatan,
dalam 1 tahun, Jumlah Kecamatan yang telah dilakukan pembakuan, Jumlah kecamatan yang dibina, Jumlah aparatur Kecamatan, o
. . . B . 0 0 Kecamatan, | Kecamatan, 0 0 Kecamatan, | Kecamatan, 62 %
pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik, Jumlah kegiatan Kelurahan yang terlaksana, Jumlah 18 18 Kelurahan, 18 18
Kecamatan yang telah menerima pelimpahan kewenangan, Jumlah Camat yang berkinerja baik Camat
Kecamatan, | Kecamatan, Kecamatan, | Kecamatan,
18 18 18 18
Jumlah laporan PD yang sudah selesai dengan baik, Jumlah laporan Bupati yang selesai dengan baik, Jumlah Informasi S6PD, 1 56 PD, 1 S6PD, 1 56 PD, 1
. . A . . . laporan, 1 laporan, 1 78 PD, laporan, 1 laporan, 1
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selesai dengan baik, Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan Otonomi .
. . . . > A R L 0 0 laporan, 56 | laporan, 56 0 0 laporan,kegia| laporan, 56 | laporan, 56 67 %
Dearah, Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan Otonomi Dearah, Jumlah kegiatan peringatan hari jadi Pemerintah Propinsi
. PD, 2 PD, 2 tan PD, 2 PD, 2
Jawa Timur X K . .
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
5 Persentase Belanja Pegawai 53% 50 % [0 0 0 0 0 0 0
5.1.1 Persentase Pemenuhan Pelayanan Ketatausahaan di Lingkup Setda 0 0 9] [0) 100 [0 0 0 0 -
Persentase Tingkat Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang terpenuhi 90 0 0] 0 90 0 0 0 0 -
1 Jumlah peserta Pembinaan Pengelolaan Keuangan di Sekretariat Daerah 170 0 9 0 170 9 [0) 0 0 -
Persentase pemenuhan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang - undangan. 100 0 0] [0) 100 0 0 0 0 -
1 Jumlah Fasilitasi Peserta yang di fasilitasi 4 0 0] 0 4 [0 0 0 [0 -
Persentase pemenuhan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang - undangan. 0 100 0] [0 [0 0 0 0 0 -
1 Jumlah Peserta yang di fasilitasi 0 2 (0] [0) (0] (0] 0 0 0] -
Persentase dokumen surat menyurat yang tersalurkan sesuai prosedur yang ditetapkan 0 0 9] [0) 9 0 0 0 0 -
1 Persentase pemenuhan pengelolaan dokumen surat - menyurat di Sekretariat Daerah yang terpenuhi 0 0 [0 [0) [0 [0 0] 0 [0 -
Persentase dokumen surat menyurat yang tersalurkan sesuai prosedur yang ditetapkan 100 0 0 0 100 [0 0 0 [0 -
1 Jumlah waktu pemeliharaan / pengelolaan aplikasi dan persuratan 12 0 (0] 0 12 (0] 0 0 0] -
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Persentase pemenuhan sarana penunjang tugas pokok dan fungsi 0 99 0 0 0 -
1 Persentase jasa. Komunikasi , sumberdaya Air dan Listrik.yang terpenuhi 0 100 0 0 0 -
2 Persentase Jasa pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional yang terpenuhi 0 88 [0) 0 0 -
3 Persentase jasa administrasi keuangan yang terpenuhi 0 100 (0] 0 (0] -
4 Persentase alat tulis kantor yang terpenuhi 0 100 0 0 0 -
5 Persentase Barang Cetakan dan Penggandaan yang terpenuhi 0 100 [0 0 [0 -
6 Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang terpenuhi 0 100 9 0 0 -
7 Persentase perjalanan dinas Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah yang terpenuhi 0 100 0 0 0 -
8 Jumlah tenaga kerja yang terpenuhi 0 100 [0 0 [0 -
Persentase pemenuhan sarana penunjang tugas pokok dan fungsi 90 99 0 0 0 -
1 Jumlah waktu penyediaan jasa. Komunikasi , sumberdaya Air dan Listrik. 12 12 (0] 0 0 -
2 Jumlah pemeliharaan / perpanjangan perijinan kendaraan dinas / operasional 76 67 0 0 4] -
3 Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan. 12 12 0 0 0 -
4 Jenis alat tulis kantor yang disediakan : kertas , tinta, ballpoint dll. 2 2 0 0 0 -
5 Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop dll. 3 3 0 0 0 -
6 Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan 12 12 [0) 0 [0 -
7 Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah 12 12 0 0 0 -
8 Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan 132 120 0 (o] 0 -
Persentase pemenuhan cinderamata khas Kab. Mojokerto dalam kunjungan daerah 0 100 0 0 0 -
1 Persentase pemenuhan Cinderamata Khas Kabupaten Mojokerto yang terpenuhi 0 100 0 0 0 -
Persentase pemenuhan cinderamata khas Kab. Mojokerto dalam kunjungan daerah 90 100 0 0 0 -
1 Jumlah inderamata Khas Kabupaten Mojokerto yang disediakan 220 12 0] 0 4] -
Persentase pemeliharaan sarana di lingkup Setda. yang terpenuhi 0 132 0 0 0] -
1 Persentase pemeliharaan kendaraan dinas / operasional yang terpenuhi 0 193 0] 0 4] -
2 Persentase pemenuhan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor yang terpenuhi 0 31 [0) 0 [0 -
Persentase pemeliharaan sarana di lingkup Setda. yang terpenuhi 90 112 (0] 0 (0] -
1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di pelihara : Servis, BBM, dll. 45 87 0 0 0 -
2 Julmah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara dan berfungsi baik 300 75 [0 0 [0 -
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Persentase perlengkapan ASN yang terpenuhi 0 0 0 0 104 0 0 0 0 -
1 Persentase pakaian dinas beserta perlengkapannya yang terpenuhi 0 0 0 0 95 0 0 0 0 -
2 Persentase pakaian khusus hari - hari terentu yang terpenuhi 0 0 0] 0 93 [0) 0 0 0 -
Persentase perlengkapan ASN yang terpenuhi 99 0 0 0 104 0 0 0 0 -
1 Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 322 0 0 0 295 0 0 0 0 -
2 Jumlah penyediaan pakaian khusus hari - hari terentu 286 0 0] 0 242 [0 0 0 [0 -
Persentase laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai ketentuan dan tepat waktu di lingkup Setda 100 0 9] [0) 100 0 0 0 0 -
1 Persentase pemenuhan Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja yang terpenuhi 0 0 0] 0 100 [0 0 0 [0 -
Persentase laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai ketentuan dan tepat waktu di lingkup Setda 100 0 9] [0 100 [0 0 0 0 -
1 Jumlah dokumen dan Laporan Kinerja yang disusun sesuai ketentua n yang berlaku dan tepat waktu 12 0 0 0 12 0 0 0 0 -
Persentase Pelayanan Katatausahaan di Lingkup Sekretariat Daerah yang terpenuhi 0 90 0 0 0 94 0 0 0 -
1 Jumlah waktu penyediaan jasa. Komunikasi , sumberdaya Air dan Listrik. 0 12 0 0 (o] 12 0 0 0 -
2 Jumlah pemeliharaan / perpanjangan perijinan kendaraan dinas / operasional 0 76 (0] 0 0 0% 0 0 (0] -
3 Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan. 0 12 0 0 0 12 0 0 0 -
4 Jenis alat tulis kantor yang disediakan : kertas , tinta, ballpoint dll. [0 2 0] [0 0 2 0 0 [0 -
5 Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop dll. 0 3 (0] 0 0 3 0 0 (0] -
6 Jumlah waktu penyediian bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan 0 12 0 0 (o] 12 0 (o] 0 -
7 Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah 0 12 0] 0 0 12 0 0 [0 -
8 Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan 0 132 (0] 0 0 120 0 0 0] -
9 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di pelihara : Servis, BBM, dll. 0 70 0 0 0 0 0 0 0 -
10 Julmah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara dan berfungsi baik 0 300 0] 0 0 [0 0 0 [0 -
11 Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0 322 ) 0 0 13 0 0 0 -
12 Jumlah penyediaan pakaian khusus hari - hari terentu 0 300 0 0 0 251 0 o] 0 -
13 Jumlah dokumen dan Laporan Kinerja yang disusun sesuai ketentua n yang berlaku dan tepat waktu 0 12 (0] [0) 0 12 0 0 0] -
14 Jumlah peserta Pembinaan Pengelolaan Keuangan di Sekretariat Daerah [0 170 9] [0 0 0 (o) 0 0 -
15 Jumlah peserta yang di fasilitasi 0 4 [0 [0 0 4 0 0 [0 -
16 Jumlah Chinderamata Khas Kabupaten Mojokerto yang disediakan 0 200 0 0 0 28 0 0 0 -
17 Jumlah waktu pemeliharaan / pengelolaan aplikasi dan persuratan 0 12 0 0 0 0 0 0 0 -

Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah 0 0 90 90 0 0 45 % 90 % 90 % 47 %
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‘ ‘ 0 0 90 90 0 0 44% 90% 90% 49 %
Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Sarana Perkantoran Penunjang Tugas dan Fungsi yang terpenuhi [0) 0 95 95 0 [0 44% 95% 95% 49 %
Persentase pemenuhan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi 0 0 95% 95% 0 0 50 % 95 % 95 % 52 %
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku 0 0 12 dokumen | 12 dokumen 0 0 6 dokumen | 12 dokumen | 12 dokumen 50 %
Jumlah dokumen Laporan Kinerja yang disusun sesuai ketentua n yang berlaku dan tepat waktu 0 0 12 dokumen | 12 dokumen 0 ] 6 dokumen | 12 dokumen | 12 dokumen 50 %
Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Sarana Penunjang Tugas dan Fungsi di Lingkup Sekretariat
Daerah Yang Terpenuhi 0 0 85% 85% 0 0 38 % 85% 85% 45 %
Persentase pemenuhan fasilitasi pengelolaan adminitrasi keuangan yang terpenuhi [0) 0 90% 90% 0 0 30 % 90% 90% 33 %
Jumlah Waktu Penyediaan Pebayaran Gaji dan Tunjangan ASN Yang Terpenuhi 0 0 14 bulan 14 bulan 0 0 8 bulan 14 bulan 14 bulan 57 %
Jumlah Peserta Pembinaan Pengelolaan Keuangan di Sekretariat Daerah dan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang - 0 o 172 orang 172 orang o o 4 orang 172 orang 172 orang 2%
undangan
Persentase sarana perlengkapan kedinasan ASN yang terpenuhi 0 0 90% 90% 0 0 0 90% 90% 0
Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0 0 stel/2p600tong stel/s}i)ltong 0 0 0 2605(:;/ poto s tel/SIfOItong o)
Persentase Sarana Perkantoran Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi yang terpenuhi 0 0 85% 85% 0 0 55 % 85% 85% 65
Jumlah paket jenis alat tulis kantor yang disediakan : kertas , tinta, ballpoint dll. 0 0 1 paket 1 paket 0 0 1 paket 1 paket 1 paket 100 %
Jumah paket jenis barang cetakan, penggandaan dan chinderamata yang disediakan : [0 0 6 paket 6 paket 0 [0) 1 paket 6 paket 6 paket 17 %
Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan 0 0 12 bulan 12 bulan 0 0 6 bulan 12 bulan 12 bulan 50 %
Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah 0 0 12 bulan 12 bulan 0 0 6 bulan 12 bulan 12 bulan 50 %
Persentase penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran yang terpenuhi 0 0 80% 80% 0 0 50 % 80% 80% 62 %
Jumlah waktu penyediaan jasa. Komunikasi , sumberdaya Air dan Listrik. 0 0 12 bulan 12 bulan 0 0 6 bulan 12 bulan 12 bulan 50 %
Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan.dan jasa tenaga kerja yang terpenuhi 0 0 12 bulan 12 bulan 0 [0 6 bulan 12 bulan 12 bulan 50 %
Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi [0 0 90% 90% 0 [0 57 % 90% 90% 42 %
Jumlah Waktu Penyediaan Pebayaran Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH. Yang Terpenuhi 0 0 14 bulan 14 bulan 0 (0] 8 bulan 14 bulan 14 bulan 57 %
Jumlah penyediaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari - hari terentu KDH/WKDH yang terpenuhi 0 0 /;th;egl /:2;;2 0 0] /::t:]egl /gztz;egl /gztz;egl 92 %
Perentase pembayaran Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi 0 0 100% 100% 0 [0) 27 % 100% 100% 27 %
5.1.2 Indeks Kepuasan KDH dan WKDH dalam Pelayanan Kedinasan 77 100 0 0 77 0 0 0 0 -
Indeks Kepuasan KDH dan WKDH dalam Pelayanan Kedinasan 77 100 0 0 77 0 0 0 0 -
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Persentase pemenuhan sarana dan prasarana KDH/WKDH, Sekda dan lingkup Setda 0 0 0 0 0 -
1 Persentase komponen instalasi listrik/penerangan yang terpenuhi di lingkup Kantor Setda dan Rumah Dinas 0 0 0 0 0 -
2 Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor di lingkup Setda 0 [0 [0) 0 0 -
3 Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu dan rapat dinas 0 (0] (0] 0 (0] -
4 Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah dinas 0 0 0 0 0 -
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana KDH/WKDH, Sekda dan lingkup Setda 94 100 0 0 0 -
1 Persentase komponen instalasi listrik/penerangan yang terpenuhi di lingkup Kantor Setda dan Rumah Dinas 100 100 0 0 0 -
2 Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor di lingkup Setda 85 85 [0 0 [0 -
3 Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu dan rapat dinas 100 100 0] 0 4] -
4 Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah dinas 90 90 0 0 0 -
Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana KDH, WKDH, Sekda dan lingkup Setda. 0 0 0 0 0 -
1 Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan 0 0 0 0 0 -
2 Jumlah kebutuhan Peralatan Orari yang terpenuhi 0 (0] (0] 0 (0] -
3 Jumlah unit rumah dinas Bupati yg terpenuhi kebutuhan rumah tangganya 0 0 0 0 0 -
4 Jumlah gedung dan kantor unit kerja lingkup setda yang dipelihara 0 [0) [0) 0 [0 -
5 Jumlah unit kendaraan dinas jabatan dalam kondisi baik 0 (0] (0] 0 (0] -
6 Jumlah unit rumah dinas Wakil Bupati yg terpenuhi kebutuhan rumah tangganya 0 0 0 (o] 0 -
7 Jumlah unit rumah dinas Sekretaris Daerah yg terpenuhi kebutuhan rumah tangganya 0 [0 [0 0 [0 -
8 Jumlah lokasi taman yang dikelola 0 0] 0 0 0] -
9 Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi di lingkup Setda 0 0 0 0 0 -
10 Jumlah unit rumah dinas sekda yang direhabilitasi 0 (0] [0 0 [0 -
11 Jumlah Peta/Denah Lokasi 0 0 0 0 0 -
12 Jumlah Pemeliharaan Sarana Olahraga 0 0 0 o] 0 -
13 Jumlah unit rumah dinas Bupati yang direhabilitasi 0 (0] (0] 0 0] -
14 Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi di lingkup Setda 0 0 0] 0 0 -
15 Jumlah unit gedung yg direhabilitasi 0 [0) [0) 0 [0 -
16 Tersedianya dokumen perencanaan pemeliharaan Masjid Baiturrahman 0 (0] (0] 0 (0] -
17 Presentase luas bangunan masjid yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 -
18 Jumlah pekerjaan konstruksi pemeliharaan drainase di lingkup kantor Bupati Mojokerto 0 [0 [0 0 [0 -
19 Jumlah unit gudang yang dibangun 0 (0] (0] 0 0] -
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20 Jumlah unit gedung dan dapur rumah dinas yang dibangun 0 (0] (0] 0 (0] -
21 luas pagar dan gapura yang dibangun 0 0 0 0 0 -
22 Jumlah peralatan olahraga yang diadakan 0 [0 [0) 0 0 -
23 Tersedianya dokumen perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkup Komplek Pemda 0 (0] (0] 0 (0] -
24 Luas jalan yang dipelihara di lingkup kantor bupati 0 0 0 0 0 -
25 Luas taman dan trotoar yang direhabilitasi 0 [0 [0 0 [0 -
26 Jumlah instalasi listrik yang ditambah dayanya 0 0 9 0 ) -
27 jumlah sarana olahraga dalam kondisi baik 0 0 0 0 0 -
28 Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan Lapangan Tenis dan Fasilitasnya 0 [0 [0 0 [0 -
29 Persentase peningkatan lapangan tenis dan fasilitas pendukungnya 0 0 0] 0 4] -
Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana KDH, WKDH, Sekda dan lingkup Setda. 93 90 (0] 0 0 -
1 Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan 11 0 0 0 4] -
2 Jumlah kebutuhan Peralatan Orari yang terpenuhi 0 0 0 0 0 -
3 Jumlah unit rumah dinas Bupati yg terpenuhi kebutuhan rumah tangganya 1 1 (0] 0 (0] -
4 Jumlah gedung dan kantor unit kerja lingkup setda yang dipelihara 10 4 0 0 0 -
5 Jumlah unit kendaraan dinas jabatan dalam kondisi baik 5 4 [0) 0 [0 -
6 Jumlah unit rumah dinas Wakil Bupati yg terpenuhi kebutuhan rumah tangganya 1 1 (0] 0 (0] -
7 Jumlah unit rumah dinas Sekretaris Daerah yg terpenuhi kebutuhan rumah tangganya 1 1 0 (o] 0 -
8 Jumlah lokasi taman yang dikelola 1 1 [0 0 [0 -
9 Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi di lingkup Setda 4 4 0 0 0] -
10 Jumlah unit rumah dinas sekda yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 -
11 Jumlah Peta/Denah Lokasi 2 2 [0 0 [0 -
12 Jumlah Pemeliharaan Sarana Olahraga 2 2 0 0 0 -
13 Jumlah unit rumah dinas Bupati yang direhabilitasi 1 1 0 o] 0 -
14 Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi di lingkup Setda 1 1 (0] 0 0] -
15 Jumlah unit gedung yg direhabilitasi 1 1 0] 0 4] -
16 Tersedianya dokumen perencanaan pemeliharaan Masjid Baiturrahman 0 [0) [0) 0 [0 -
17 Presentase luas bangunan masjid yang direhabilitasi 0 (0] (0] 0 (0] -
18 Jumlah pekerjaan konstruksi pemeliharaan drainase di lingkup kantor Bupati Mojokerto 0 0 0 0 [0 -
19 Jumlah unit gudang yang dibangun 0 [0 [0 0 [0 -
20 Jumlah unit gedung dan dapur rumah dinas yang dibangun 0 (0] (0] 0 0] -
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21 luas pagar dan gapura yang dibangun 0 0 (0] (0] 0 (0] -
22 Jumlah peralatan olahraga yang diadakan 0 0 0 0 0 0 -
23 Tersedianya dokumen perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkup Komplek Pemda 0 0 [0 [0) 0 0 -
24 Luas jalan yang dipelihara di lingkup kantor bupati 0 0 (0] (0] 0 (0] -
25 Luas taman dan trotoar yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 -
26 Jumlah instalasi listrik yang ditambah dayanya 0 0 [0 [0 0 [0 -
27 jumlah sarana olahraga dalam kondisi baik 1 0 1 9 0 0 -
28 Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan Lapangan Tenis dan Fasilitasnya 0 0 0 0 0 0 -
29 Persentase peningkatan lapangan tenis dan fasilitas pendukungnya 0 0 [0 [0 0 [0 -
Nilai Indeks kepuasan KDH/WKDH, sekda dan lingkup setda 77 0 77 0 0 0 -
1 Persentase dialog/audiensi yang dilaksanakan 100 0 100 (0] 0 0 -
2 Persentase penerimaan kunjungan kerja pejabat negara yang dilaksanakan 100 0 ;100 0 0 4] -
3 Jumlah peralatan olahraga yang diadakan 100 0 (o] 0 0 0 -
4 Jumlah Pemeliharaan Kesehatan 8 0 8 0 0 0 -
Persentase hari besar yang diselenggarakan 0 0 0 0 0 0 -
1 Jumlah peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan 0 0 0 (0] 0 (0] -
2 Jumlah peringatan hari jadi yang dilaksanakan 0 0 (o] 0 (o] 0 -
Persentase hari besar yang diselenggarakan 100 0 100 0 0 0 -
1 Jumlah peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan 14 0 14 0 0 0 -
2 Jumlah peringatan hari jadi yang dilaksanakan 1 0 1 [0 0 [0 -
Persentase kebutuhan KDH dan WKDH yang terpenuhi sesuai ketentuan dan kebutuhan 0 95 [0 95 0 0 -
1 Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah dinas 0 95 (0] 95 0 0] -
2 Jumlah unit rumah dinas yang sudah dipelihara 0 3 0 3 0 0 -
3 Jumlah unit kendaraan dinas jabatan dalam kondisi baik 0 5 [0) 4 0 [0 -
4 Jumlah rumah dinas yang tercukupi kebutuhan rumahtangganya 0 3 (0] 0 0 (0] -
5 Jumlah unit rumah dinas Wakil Bupati yang terpenuhi kebutuhan rumah tangganya 0 0 0 0 0 0 -
6 Jumlah unit rumah dinas Sekretaris Daerah yg terpenuhi kebutuhan rumah tangganya 0 0] [0 0 0 [0 -
7 Jumlah unit rumah dinas sekda yang direhabilitasi 0 (0] (0] 0 0 0] -
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8 Jumlah unit rumah dinas Bupati yang direhabilitasi (0] 0 0 (0] -
9 Jumlah unit gedung yg direhabilitasi 0 0 0 0 -
10 Jumlah unit gedung dan dapur rumah dinas yang dibangun [0 0 0 0 -
11 Jumlah peralatan olahraga yang diadakan (0] 0 0 (0] -
12 Jumlah Pemeliharaan Kesehatan 8 8 0 0 -
13 Jumlah Pemeliharaan Kesehatan 0 0 0 0 -
14 Persentase dialog/audiensi yang dilaksanakan 100 25 0 0 -
15 Persentase penerimaan kunjungan kerja pejabat negara yang dilaksanakan 100 59 0 0
Persentase kebutuhan sarana prasarana setda yang terpenuhi sesuai ketentuan dan kebutuhan 100 0 0 -
1 Persentase komponen instalasi listrik/penerangan yang terpenuhi di lingkup Kantor Setda dan Rumah Dinas 100 78 0 [0 -
2 Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor di lingkup Setda 90 131 0 0 -
3 Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu dan rapat dinas 100 100 0 4] -
4 Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan 6 6 0 0 -
5 Jumlah gedung dan kantor unit kerja lingkup setda yang dipelihara 10 4 0 (0] -
6 Jumlah lokasi taman yang dikelola 1 3 0 0 -
7 Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi di lingkup Setda 3 18 0 [0 -
8 Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi di lingkup Setda 0] 0 0 (0] -
9 Jumlah kantin yang dipelihara 1 0 (o] 0 -
10 Jumlah gedung/bangunan yang sudah direhabilitasi 1 0 0 [0 -
11 Jumlah gedung/bangunan yang sudah direhabilitasi 1 0 0 0] -
12 Jumlah Peta/Denah Lokasi 0 0 0 0 -
13 Jumlah Pemeliharaan Sarana Olahraga 0] 0 0 [0 -
14 Jumlah dokumen perencanaan Masjid Baiturrahman 0 0 0 0 -
15 Jumlah unit bangunan Masjid yang direhabilitasi 0 0 o] 0 -
16 Jumlah pekerjaan konstruksi pemeliharaan drainase di lingkup kantor Bupati Mojokerto 1 1 0 0] -
17 Jumlah unit gudang yang dibangun 0 0 0 0 -
18 Jumlah unit pagar dan gapura yang direhabilitasi 1 1 0 [0 -
19 Jumlah dokumen perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkup Komplek Pemda (0] 0 0 (0] -
20 Jumlah unit jalan yang dipelihara di lingkup kantor bupati 0 0 0 0 -
21 jumlah unit taman dan trotoar yang direhabilitasi 0] 0 0 [0 -
22 Jumlah unit instalasi listrik yang ditambah dayanya 1 1 0 0] -
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23 jumlah sarana olahraga dalam kondisi baik 0] (0] 0 0 0 0 (0] -
24 jumlah dokumen perencanaan Pembangunan Lapangan Tenis dan Fasilitasnya 0 0 0 0 0 0 0 -
25 jumlah unit peningkatan lapangan tenis dan fasilitas pendukungnya 0] 0] 0 0 0 0 0 -
26 Jumlah peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan 14 (0] 0 14 0 0 (0] -
27 Jumlah peringatan hari jadi yang dilaksanakan 1 0 0 1 0 0 0 -
Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga rumah dinas 100 0] 0 113 0 0 [0 -
Persentase pemenuhan fasilitasi staf ahli 100 0 0 57 0 0 0 -
Jumlah waktu pemeliharaan /pengelolaan aplikais dan persuratan 12 0 0 12 0 0 0 -
Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara 70 0] 0 68 0 0 [0 -
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dan berfungsi baik 300 ) 0 300 (o) 0 0 -
Jumlah pemeliharaan / perpanjangan prijinan kendaraan dinas / operasional 76 0 0 76 0 0 0 -
Persentase kebutuhan KDH dan WKDH yang terpenuhi sesuai ketentuan dan kebutuhan 0 95% 95% 0 22% 95% 95% 23 %
Persentase penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi [0) 95% 95% 0 0 95% 95% 0%
Presntase penunjang pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkup Setda yang terpenuhi 0] 95% 95% 0 0 95% 95% 0%
Persentase sarana perkantoran penunjang tugas pokok dan fungsi yang terpenuhi 0] 88% 88% 0 37 % 88% 88% 42 %
Presntase Komponen instalasi listrik/penerangan yang terpenuhi dilingkup kantor setda dan rumah dinas 0] 90% 90% 0 70 % 90% 90% 78 %
Presentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor dilingkup Setda ) 85% 85% 0 41 % 85% 85% 48 %
Presentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah tangga 0] 90% 90% 0 1% 90% 90% 1%
Presentase pemenuhan permohonan kedatangan tamu, rapat dan kegiatan yang dilaksanakan 9] 90% 90% [0 19 % 90% 90% 21 %
Jumlah barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang diadakan 0] 100% 100% 0 0 100% 100% 0%
jumlah kendaraan dinas jabatan KDH/WKDH yang diadakan 0 5 unit 5 unit 0 0 5 unit 5 unit 0%
Persentase Penyediaan Jasa penunjang Administrasi perkantoran yang terpenuhi () 100% 100% 0 50 % 100% 100% 50 %
jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat 0 12 bulan 12 bulan 0 6 bulan 12 bulan 12 bulan 50 %
Persentase barang milik daerah penunjang tupoksi yang dipelihara 0 75% 75% 0 55 % 75% 75% 73 %
jumlah pemeliharaan/perpanjangan perijinan kendaraan mobil jabatan (KDH/WKDH) 0 22 unit 22 unit [0] 20 unit 22 unit 22 unit 91 %
jumlah pemeliharaan/perpanjangan perijinan kendaraan dinas/operasional lingkup Setda 0] 76 unit 76 unit 0 51 unit 76 unit 76 unit 67 %
Jumlah peralatan/mesin gedung kantor yang dipelihara (0] 300 unit 300 unit 0 137 unit 300 unit 300 unit 56 %
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jumlah ruangan yang dipelihara di rumah dinas dan gedung kantor lingkup setda 0 0 29 ruangan | 29 ruangan 0 0 10 ruangan | 29 ruangan | 29 ruangan 34 %
jumlah ruangan yang direhabilitasi dilingkup setda 0 0 3 ruangan 3 ruangan 0 0 2 ruangan 3 ruangan 3 ruangan 7 %
jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lain dilingkup bupati yang dipelihara 0 0] 5 ruangan 2 ruangan [0 0 4 ruangan 2 ruangan 2 ruangan 80 %

Jumlah pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH 0 0 16 kali 16 kali 0 0 0 16 kali 16 kali 0%
jumlah pemeliharaan kesehatan 0 0] 16 kali 16 kali [0 0 0 16 kali 16 kali 0%
Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga 0 0] 90% 90% [0 (o) 21 % 90% 90% 23 %
presentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga rumah dinas KDH 0 0] 90% 90% [0 0 26% 90% 90% 31 %
presentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga rumah dinas WKDH 0 0 90% 90% 0 0 17% 90% 90% 19 %
presentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga rumah dinas Sekretaris Daerah 0 0 90% 90% 0 0 12% 90% 90% 13 %

5.1.3 Persentase berita daerah yang dipublikasikan 95 95 0] [0 96 0 0 0 0 -

Persentase penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipublikasikan 95 95 0 0 96 0 0 0 0 -

Persentase kepuasan pelayanan keprotokolan dan hubungan masyarakat 0 0 9] [0) [0 0 0 0 0 -

1 Jumlah Media yang terverifikasi 0 0 0] [0 [0) [0) 0 0 [0 -

2 Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang Berhasil Terdokumentasi 0 0 (0] 0 (0] (0] 0 0 (0] -

3 Jumlah Cetak Majalah Warta Majatama yang terdistribusikan 0 0 0 0 0 0 0 (o] 0 -

4 Jumlah Peserta Media Ghatering and Tour 0 0 0] 0 [0 [0 0 0 [0 -

5 Jumlah kegiatan pemerintah daerah yang didokumentsikan melalui drone 0 0 (0] 0 0] 0 0 0 0] -

6 Jumlah Kegiatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Persentase ketentuan cukai yang disosialisasikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

1 Jumlah Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai Melalui Media 0 0 0 0 0 0 0 o] 0 -

Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang diliput oleh media 95 0 0 0 96 0 0 0 0 -

1 Jumlah Media yang terverifikasi 65 0 [0 [0 65 [0) 0 0 [0 -

2 Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang Berhasil Terdokumentasi 240 0 0 0 386 0 0 0 0 -

3 Jumlah Cetak Majalah Warta Majatama yang terdistribusikan 6500 0 0 0 6250 0 0 0 0 -

4 Jumlah Peserta Media Ghatering and Tour 65 0 0] 0 0 [0 0 0 [0 -

5 Jumlah kegiatan pemerintah daerah yang didokumentsikan melalui drone 0 0 (0] 0 (0] (0] 0 0 0] -
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6 Jumlah Kegiatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur 0 0 (0] 0 (0] (0] 0 0 (0] -
Persentase ketentuan cukai yang disosialisasikan 95 0 9] [0) 100 [0 0 0 0 -

1 Jumlah Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai Melalui Media 2 0 0] 0 2 [0) 0 0 0 -
Persentase Media yang terverivikasi 0 95 9] [0) [0 104 0 0 0 -

1 Prosentase kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Dipublikasikan 0 250 0] 0 [0 104 0 0 [0 -

2 Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang didokumentasikan 0 240 9 0 9 368 0 0 0 -

3 Jumlah Cetak Majalah Warta Majatama yang terdistribusikan 0 6500 0 0 0 6,250 0 0 0 -

4 Jumlah Peserta Media Ghatering and Tour 0 65 0] 0 [0 0 0 0 [0 -

5 Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang didokumentasikan melalui Drone 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 -

Persentase kegiatan KDH dan WKDH yang Terfasilitas Keprotokoleran 0 100 (0] [0) (0] 146 0 0 0 -

1 Jumlah Pelayanan Keprotokoleran Kegiatan Pemerintah Daerah 0 250 0 0 0 368 0 0 0 -

Jumlah pelaksanaan harimjadi propinsi jawa timur 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Persentase frekuensi sosialisasi ketentuan di bidang cukai 0 95 9] [0) 100 100 0 0 0 -

1 Jumlah Sosialisasi Ketentuan di bidang Cukai 0 3 0] [0 3 3 0 0 [0 -
Indek Kepuasan Keprotokoleran 82 0 0] [0) 82 0 0 0 0 -
Indeks Kepuasan KDH dan WKDH dalam Pelayanan Keprotoleran 82 0 0] 0 82 0 0 0 0 -
Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokoleran 0 0 0 0 82 0 0 0 0] -

1 Jumlah Pelayanan Keprotokoleran Kegiatan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

2 Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokoleran 82 0 0] 0 82 [0 0 0 [0 -

3 Jumlah Pelayanan Keprotokoleran Kegiatan Pemerintah Daerah 240 0 ) 0 385 0] 0 0 0 -

Persentase Layanan Kegiatan Pimpinan Daerah 0 0 95% 95% 0 0 70 % 95% 95% 64 %

1 Jumlah Pelayanan Keprotokoleran Kegiatan Pemerintah Daerah 0 0 400 400 0 [0) 302 400 400 86 %

2 Jumlah kegiatan Pimpinan Daerah Yang Terfasilitasi 0 0 6900 6900 0 (0] 2855 6900 6900 42 %

3 Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang didokumentasikan 0 0 400 400 0 0 255 400 400 64 %
Persentase penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi 0 0 100% 0 0 [0] [0] 100% 0 0
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1 Jumlah Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
5.2 Maturitas Penerapan LPBJ Level 2 Level 2 0 [0] Level 2 0 0 [0) 0 -
Persentase pengadaan barang jasa yang difasilitasi melaui LPBJ 93 96 0 0 84 0 0 0 0 -
1 Persentase peserta yang memahami materi pembinaan pegadaan barang dan jasa 93 95 0 0 94 92 0 0 0 -
2 Persentase penyelsaian permasalahan gangguan lelang di LPSE 85 100 0] 0 82 92 0 0 [0 -
3 Persentase cakupan sertifikasi standart LPSE, sertifikasi standart LPSE dari 1 sampai 17 85 0 9 0 79 87 [0) 0 0 -
Persentase pengadaan barang jasa yang terlaksana tepat waktu 95 97 9] [0) 81 95 0 0 0 -
1 Persentase pengadaan barang dan jasa yang dihasilkan melalui LPBJ 95 97 0] 0 81 100 0 0 [0 -
Maturitas Penerapan UKPBJ 0 0 Level 2 Level 2 0 0
Persentase pengadaan barang dan jasa yang dihasilkan melalui UKPBJ 0 0 97 97 0 0 21% 97 97 222 %
Persentase pengadaan barang dan jasa yang dihasilkan melaui UKPBJ 0 0 97 % 97 % (o] 0 12 % 97 % 97 % 12 %
Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan operasional LPSE 0 0 12 bulan 12 bulan 0 0 3 bulan 12 bulan 12 bulan 25%
Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan pengadaan barang jasa 0 0 100 peserta | 100 peserta 0 0 26 peserta | 100 peserta | 100 peserta 26 %
6 Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Yang ditetapkan 80 100 0] [0) 90 0 0 0 0 -
Persentase rumusan kebijakan dibidang perekonomian yang dihasilkan 80 100 0] 0 100 0 0 0 0 -
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan 0 100 0 0 0 0 0 0 0 -
1 Jumlah laporan kegiatan SHAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2 Jumlah peserta sosialisasi kebijakan pengembangan UMKM 0 0 0] 0 (0] [0 0 0 [0 -
3 Jumlah laporan hasil kinerja TPID 0 0 0 0 0 0 0 0 ] -
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan 0 0 0] [0 [0 0 0 0 0 -
1 Jumlah kegiatan mengikuti ke Kantor Perwakilan Dagang 0 0 (0] [0) (0] (0] 0 0 0] -
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
1 Jumlah kegiatan mengikuti pameran 0 0 [0 [0 [0) [0) 0 0 [0 -
Tingkat ketersediaan data penerima SHAT 100 0 0 0 100 (0] 0 0 (0] -
1 Jumlah laporan kegiatan SHAT 1 0 0 0 1 0 0 0 0 -
Tingkat ketersediaan data pengembangan UMKM 100 0 0] 0 100 0 0 0 0 -
1 Jumlah peserta sosialisasi kebijakan pengembangan UMKM 50 0 (0] 0 50 (0] 0 0 0] -




2 5 9 10 11 12 13

Persentase penimgkatan kinerja TPID 100 100 0 0 0 -
1 Jumlah laporan hasil kinerja TPID 1 1 0 0 0 -
persentase rumusan kebijakan dibidang perekonomian yang dihasilkan 80 100 0 0 0 -
Persentase peningkatan naskah perjanjian kerjasama daerah yang dihasilkan 80 100 0 0 0 -
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan 0 [0 [0 0 0 -
1 Jumlah naskah kerjasama antar lembaga daerah dan pihak ketiga 0 9 9 0 0 -
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan 0 [0 [0 0 0 -
1 Jumlah naskah kesepakatan bersama antar daerah 0 [0 [0 0 [0 -
Persentase Naskah Perjanjian Kerjasama Daerah Yang terselesaikan 80 100 [0 0 0 -
1 Jumlah naskah kerjasama antar lembaga daerah dan pihak ketiga 10 10 0 0 0 -
2 Jumlah naskah kesepakatan bersama antar daerah 3 3 (0] 0 0 -
Persentase rumusan kebijakan pengembangan perekonomian yang dihasilkan 80 -
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan 0 0 0 0 0 -
1 Jumlah peserta sosialisasi kebijakan LKM 0 0 0 0 ] -
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan 0 [0) [0) 0 0 -
1 Jumlah laporan/kegiatan bidang perekonomian 0 (0] (0] 0 (0] -
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan 0 [0 [0 0 0 -
1 Jumlah penerima/pelaksana DBHCHT 0 [0 [0 0 [0 -
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan 0 0 0 0 0 -
1 Jumlah laporan hasil evaluasi usaha-usaha daerah 0 0 0 0 0 -
2 Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja BUMD 0 (0] [0 0 [0 -
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan 0 0 0 0 0 -
1 Jumlah buku terkait data perekonomian Kab. Mojokerto 0 0 0 o] 0 -
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan 0 0 0 0 0 -
1 Jumlah perusahaan yang terkoordinir dalam forum CSR Kabupaten Mojokerto 0 0 0 0 0 -
Persentase LKM yang berbadan hukum 100 100 0 0 0 -
1 Jumlah peserta sosialisasi kebijakan LKM 30 30 (0] 0 (0] -
Persentase keselarasan kegiatan Bidang Perekonomian 100 100 [9) 0 0 -
1 Jumlah laporan/kegiatan bidang perekonomian 6 6 [0 0 [0 -
Tingkat kesesuaian program/kegiatan DBHCHT yang sesuai ketentuan 80 80 0 0 0 -




1 2 5 6 9 10 11 12 13

1 Jumlah penerima/pelaksana DBHCHT 10 0 9 (0] 0 (0] -

Persentase peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD 80 0 100 [0 0 0 -

1 Jumlah laporan hasil evaluasi usaha-usaha daerah 1 0 1 [0) 0 0 -

Persentase peningkatan kinerja BUMD 80 0 100 0 0 0 -

1 Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja BUMD 2 0 2 0 0 0 -

Persentase ketersediaan data dinamis Perekonomian 100 0 100 0 0 0 -

1 Jumlah buku terkait data perekonomian Kab. Mojokerto 1 0 1 9 0 0 -

Standart Hidup Layak 80 0 100 0 0 0 -
Persentase rumusan kebijakan dibidang perekonomian yang dihasilkan 80 0 100 0 0 0 -
Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan 0 0 [0 0 0 0 -

1 Jumlah kajian/naskah akademik 0 0 (0] (0] 0 0 -

Persentase PKL dan Asongan yang terbina 100 0 100 0 0 0 -

1 Jumlah PKL yang mendapatkan pembinaan 60 0 60 0 0 0 -

6 Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Yang diimplementasikan 0 100 [0) 100 0 0 -
6.1 Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Yang diimplementasikan 0 100 [0 100 0 0 -
1 Jumlah laporan kegiatan SHAT 0 1 0 1 0 0 -

2 Jumlah peserta sosialisasi kebijakan pengembangan UMKM 0 50 0 50 0 0 -

3 Jumlah laporan hasil kinerja TPID 0 1 0 1 0 0 -

4 Jumlah peserta sosialisasi kebijakan LKM 0 30 0 30 0 0 -

5 Jumlah pelaksanaan monitoring dan koordinasi DBHCHT 0 10 0 8 0 0 -

6 Jumlah laporan hasil evaluasi usaha-usaha daerah 0 1 0 1 0 0 -

7 Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja BUMD 0 2 0 1 0 0 -

8 Jumlah buku data perekonomian Kab. Mojokerto 0 1 0 1 0 0 -

9 Jumlah PKL yang mendapatkan pembinaan 0 60 0 50 0 0 -

6.2 Persentase Perikatan Kerjasama yang Ditindaklanjuti 0 90 0 0 0 0 -
Persentase Peningkatan Naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Daerah Yang Dihasilkan 0 90 0 0 0 0 -

1 Jumlah naskah kerjasama antar lembaga daerah dan pihak ketiga 0 10 [0) 0 0 [0 -

2 Jumlah naskah kesepakatan bersama antar daerah 0 3 (0] 0 0 0] -




2

7 8 10 11 12 13
Persentase rumusan kebijakan bidang perek ian yang dit 100% 100% 0 100% 100% 0%
Jumlah Kebijakan SDA yang dilaksanakan 4 kebijakan |4 kebijakan 0 0 kebijakan |4 kebijakan |4 kebijakan 0%
1 Jumlah kegiatan yang di evaluasi 2 kegiatan 2 kegiatan [0) 0 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 0%
2 Jumlah kegiatan yang di evaluasi 3 kegiatan 3 kegiatan (0] 0 kegiatan |3 kegiatan 3 kegiatan 0%
Jumlah Operasi Pemberantasan Cukai Ilegal Yang Terlaksana 25 kali 25 kali 0 0 kali 25 kali 25 kali 0%
3 Jumlah kegiatan yang di evaluasi 2 kegiatan 2 kegiatan [0 0 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 0%
Jumlah Kebijakan SDA yang dilaksanakan 1 kebijakan |1 kebijakan 0 0 kebijakan |1 kebijakan |1 kebijakan 0%
1 Jumlah kegiatan yang di evaluasi 2 kegiatan 2 kegiatan [0 0 kegiatan |2 kegiatan 2 kegiatan 0%
Jumlah Penerima Penyaluran BLT Sesuai Ketentuan 5.180 orang | 5.180 orang 0] 0 orang 5.180 orang | 5.180 orang 0%
8 OPD 8 OPD 0 OPD 8 OPD 8 OPD

Jumlah OPD Pengelola DBHCHT pengelola pengelola 0 pengelola pengelola pengelola 0%

DBHCHT DBHCHT DBHCHT DBHCHT DBHCHT
Jumlah Data Informasi Barang Kena Cukai Ilegal 18 Kec. 18 Kec. [0 0 Kec. 18 Kec. 18 Kec. 0%
2 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 2 Kegiatan | 2 Kegiatan 9 0 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan 0%
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SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

TABEL 24 / TC. 31

RANCANGAN AWAL RKPD

HASIL ANALISA KEBUTUHAN RANCANGAN RKPD

CATATAN
NO : .
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Targe.t Ca.palan Kebutuhan.Dat.la NAMA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Targe.t CaPalan Kebutuhan.DaI.]a PENTING
KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN Kinerja /Pagu Indikatif DAN KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN Kinerja /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SEKRETARIAT DAERAH Kab. 90 75,082,096,943| SEKRETARIAT DAERAH Sckretariat 90 78,388,331,292
Mojokerto Daerah
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 50,733,021,943| UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 49,307,144,497
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH N P D h 95 50.733.021.943 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH F F 20 40.307.144.407
KABUPATEN / KOTA aera »133,021,993 | KABUPATEN / KOTA Daerah ORI
. . . Bagian .
Meningkatnya Pelayanan Penatausahaan Administrasi Perencana Meningkatnya Pelayanan Penatausahaan
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Keuangan dan Sarana penunjang Tugas dan Fungsi di 90 27,799,521,943 | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN an dan Administrasi Keuangan dan Sarana penunjang 90 27,842,144,497
Lingkup Sekretariat Daerah Tugas dan Fungsi di Lingkup Sekretariat Daerah
Keuangan
Persentase Pemenuhan Penyusunan Dokumen Persentase Pemenuhan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah 95 22,480,000 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat 95 22,480,000
Yang Terpenuhi Daerah Yang Terpenuhi
Persent h doku Bagian pe gent h dok
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat ersentase pemenuhan pgny{usuf)an oxumen o Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perencana | . ocntase pemenuhan pgny}xsu?an oxumen N
perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang 95% 22,480,000 perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat 95% 22,480,000
Daerah ¢ Perangkat Daerah an dan 4
terpenuhi daerah yang terpenuhi
Keuangan
1 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dacrah Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai 12 dokumen 11,725,000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumléh dokumen perencanaan yang disusun 12 dokumen 11,725,000
ketentuan yang berlaku Daerah sesuai ketentuan yang berlaku
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah dokumen Laporan Kinerja yang disusun sesuai Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah dokumen Laporan Kinerja yang
10,755,000 N . e i i 10,755,000
2 |dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ketentua n yang berlaku dan tepat waktu 12 dokumen Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ?e‘zzf“‘: | Sesuat ketentua n yang berlaku dan 12 dokumen
Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pengelolaan Administrasi iz::?:.t:j::e;l:n:;zl };:S‘:h; i;izn}%::lié:n
Keuangan dan Sarana Penunjang Tugas dan Fungsi di 85% 27,777,041,943 it 1 Beuanga enunjang 85% 27,819,664,497
: . B Tugas dan Fungsi di Lingkup Sekretariat Daerah
Lingkup Sekretariat Daerah Yang Terpenuhi >
Yang Terpenuhi
Bagian
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan fa.s ilitasi pengelolaan adminitrasi 90% 23,974,277,943 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Perencana Pers.en.tase.pemenuhan fasilitasi peng.elolaan 90% 23,974,277,943
keuangan yang terpenuhi an dan adminitrasi keuangan yang terpenuhi
Keuangan
. L . Jumlah Waktu Penyediaan Pebayaran Gaji dan . .. B Jumlah Waktu Penyediaan Pebayaran Gaji dan .
1 14 bul 23,877,277,943 5 A 14 bul 23,877,277,943
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Yang Terpenuhi ulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Yang Terpenuhi ulan gaji
L . . Jumlah Peserta Pembinaan Pengelolaan Keuangan di Jumlah Peserta Pembinaan Pengelolaan
o |Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikast Sekretariat Daerah dan fasilitasi sosialisasi peraturan 172 orang 97,000,000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Keuangan di Sekretariat Daerah dan fasilitasi 172 orang 97,000,000
Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD R
perundang - undangan sosialisasi peraturan perundang - undangan
Bagian
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persenta§e sarana perlengkapan kedinasan ASN yang 90% 280,345,000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Perencana | Persentase sarana perlengkapan kedinasan 90% 280,345,000
terpenuhi an dan ASN yang terpenuhi
Keuangan
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta 531 stel/potong 280,345,000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta 531 stel/potong 280,345,000

Kelengkapannya

perlengkapannya

Kelengkapannya

perlengkapannya




RANCANGAN AWAL RKPD

HASIL ANALISA KEBUTUHAN RANCANGAN RKPD

CATATAN
NO . .
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Targe.t Ca.palan Kebutuhan.Dat.la NAMA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Targe.t CaPalan Kebutuhan.DaI.]a PENTING
KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN Kinerja /Pagu Indikatif DAN KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN Kinerja /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bagian
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase = Sarana Perkantoran Penunjang Tugas Pokok 85% 1,798,000,000|  |Administrasi Umum Perangkat Daerah Perencana |Persentase Sarana Perkantoran Penunjang 85% 1,798,000,000
dan Fungsi yang terpenuhi an dan Tugas Pokok dan Fungsi yang terpenuhi
Keuangan
. s Jumlah paket jenis alat tulis kantor yang disediakan : . s Jumlah paket jenis alat tulis kantor yang
1 |P Bah k K 1 paket 1 P Bah: k K 1 paket 1
enyediaan Bahan Logistik Kantor kerias . tinta, ballpoint dIL p: 80,000,000 enyediaan Bahan Logistik Kantor disedinkan : kextas , tinta, ballpoint dll p: 80,000,000
feni Jumah paket jenis barang cetakan,
2 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Js,mdah pakett jenis b?"mdg. C;tak_a"’ penggandaan dan 6 paket 414,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan penggandaan dan chinderamata yang 6 paket 414,000,000
chinderamata yang disediakan : disediakan :
3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan Peraturan 12 bulan 54,000,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan 12 bulan 54,000,000
undangan Perundang - undangan Perundang-undangan Peraturan Perundang - undangan
Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan
4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan 12 bulan 1,150,000,000 A P! dinas Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 bulan 1,150,000,000
Dalam Daerah ke Luar dan Dalam Daerah
Bagian
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa .penun_]ang administrasi 80% 553,950,000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Perencana Persf:n.tase Penyedlaan jasa penunjang . 80% 553,950,000
perkantoran yang terpenuhi Daerah an dan administrasi perkantoran yang terpenuhi
Keuangan
1 P.eny.ediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan JPmlah v{akt.u penyediaan jasa. Komunikasi , sumberdaya 12 bulan 348,300,000 P.eny‘ediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah waktu.penyed‘iaaljx jasa. Komunikasi , 12 bulan 348,300,000
Listrik Air dan Listrik. Listrik sumberdaya Air dan Listrik.
2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi 12 bulan 205,650,000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi 12 bulan 205,650,000
keuangan.dan jasa tenaga kerja yang terpenuhi keuangan.dan jasa tenaga kerja yang terpenuhi
Bagian b tase Administrasi K 4
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala o Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah |Perencana | o oo ase Acministrasi Beuangan dan N
i . . 90% 1,170,469,000 N Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala 90% 1,213,091,554
Wakil Kepala Daerah Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi dan Wakil Kepala Daerah an dan N
Daerah yang terpenuhi
Keuangan
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Jumlah Waktu Penyediaan Pebayaran Gaji dan 14 bulan 183,394,000 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Jumlah Waktu Penyediaan Pebayaran Gaji dan 14 bulan 185.387.800
Kepala Daerah Tunjangan KDH dan WKDH. Yang Terpenuhi U Wakil Kepala Daerah Tunjangan KDH dan WKDH. Yang Terpenuhi R
. . N - . . . N . N . . Jumlah penyediaan pakaian dinas dan pakaian
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Jumlah penyediaan pakaian dinas dan pakaian khusus Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan " .
2 214,575,000 N - 214,575,000
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hari - hari terentu KDH/WKDH yang terpenuhi 49 stel /potong Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ]t(:r‘;z:ih};an hari terentu KDH/WKDH yang 49 stel /potong
. N . B . . . . Persentase pembayaran Dana Penunjang
3 Penyedlaén Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Persentase pembayaran ) Dana Penunjang Operasional ) 100% 772,500,000 Penyediaan Dana. Penunjang Operasional Kepala Operasional Kepala Dacrah dan Wakil Kepala 100% 813,128,754
dan Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi Daerah dan Wakil Kepala Daerah .
Daerah yang terpenuhi
BAGIAN UMUM Perser‘xtase kebutuhan KDH dan WKDH yang terpenuhi 95% 17,540,000,000| BAGIAN UMUM Bagian Persentas.e kebu'tuhan KDH dan WKDH yang 95% 16,710,000,000
sesuai ketentuan dan kebutuhan Umum terpenuhi sesuai ketentuan dan kebutuhan
Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah Persentase peqyedlaan Jasa Administrasi Kepegawaian 95% 50,000,000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bagian Persentas§ penyediaan Jasa.Admlmstrasx 95% 50,000,000
yang terpenuhi Umum Kepegawaian yang terpenuhi
1 | Pendataan dan Pengelolaan Administrasi K ian Persentase penunjang pelaksanaan administrasi 05% 50,000,000 Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Persentase penunjang pelaksanaan administrasi 05% 50,000,000

kepegawaian di lingkup Setda yang terpenuhi

Kepegawaian

kepegawaian di lingkup Setda yang terpenuhi




RANCANGAN AWAL RKPD

HASIL ANALISA KEBUTUHAN RANCANGAN RKPD

CATATAN
NO . .
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Targe.t Capalan Kebutuhan.Dat.la NAMA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Targe.t CaPalan Kebutuhan.Da].]a PENTING
KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN Kinerja /Pagu Indikatif DAN KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN Kinerja /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Administrasi Umum Perangkat daerah Persentas§ sarana perkan.toran penunjang tugas pokok 88% 6,420,000,000 Administrasi Umum Perangkat daerah Bagian Persentase saran.a perkantoran Penunjang tugas 88% 6,480,000,000
dan fungsi yang terpenuhi Umum pokok dan fungsi yang terpenuhi
) R . o . o Persentase Komponen instalasi
1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Persentas.e I.(f)mponen instalasi hstrlk/penerangan yang 90% 270,000,000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ listrik/penerangan yang terpenuhi dilingkup 0% 260,000,000
Bangunan Kantor terpenubhi dilingkup kantor setda dan rumah dinas Penerangan Bangunan Kantor ©
kantor setda dan rumah dinas
. Presentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan . Presentase pemenuhan kebutuhan peralatan
85% 1,100,000,000 o 85% 1,100,000,000
2 |Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor dilingkup Setda o Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan perlengkapan kantor dilingkup Setda o
3 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Presentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan 90% 800,000,000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Presentase pemenuhan kebutuhan peralatan 90% 800,000,000
perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan rumah tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 25,937,500
Penyediaan Bahan/ Material ‘I]Jumlahlzva]:tu penyediaan Jasa Pelayanan 12 bulan 44,062,500
mum Kantor
4 |Fasilitasi Kunjungan Tamu Presentase pel.'nenuhan pe.rmohonan kedatangan tamu, 90% 4,250,000,000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Presentase pemenuh.an permoho?an kedatangan 90% 4,250,000,000
rapat dan kegiatan yang dilaksanakan tamu, rapat dan kegiatan yang dilaksanakan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah barang milik Daerah penunjang urusan 100% 950,000,000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Bagian Jumlah barang milik Daerah penunjang urusan 100% 0
Pemerintah Daerah pemerintah Daerah yang diadakan U Pemerintah Daerah Umum pemerintah Daerah yang diadakan
engadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan jumlah kendaraan dinas jabatan yang : engadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau jumlah kendaraan dinas jabatan s
1 P d: Kend: Pe Di A Kend: jumlah kend: di jab: KDH/WKDH 5 unit 950,000,000 P d: Kend: P Di: A jumlah kend: di jab: KDH/WKDH 5 unit 0
Dinas Jabatan diadakan ’ ’ Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Penyediaan Jas§ penunjang Administrasi 100% 60,000,000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bagian Perse.:n.tase F.’enyedlaan Jasa penunjang . 100% 160,000,000
perkantoran yang terpenuhi Umum Administrasi perkantoran yang terpenuhi
1 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 60,000,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 110,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor fj‘;ﬂ"\:l‘:hgi]:;‘; penyediaan Jasa Pelayanan 12 bulan 50,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase barang milik daerah penunjang tupoksi yang 75% 8.985.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan  |Bagian Persentase barang milik daerah penunjang 75% 8.045.000.000
Pemerintah Daerah dipelihara ° e Pemerintah Daerah Umum tupoksi yang dipelihara ° T
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan jumlah pemeliharaan/perpanjangan perijinan kendaraan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya jumlah pemeliharaan/perpanjangan perijinan
1 |Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jm e _a‘l’)atan e /W?(D?i) Jangan pery 22 unit 700,000,000 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Jken darapan bl _abatzn (‘;(D;_[ /‘%KD‘;{) v 22 unit 700,000,000
Dinas Jabatan i Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan J
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, jumlah pemeliharaan/perpanjangan perijinan kendaraan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya jumlah pemeliharaan/perpanjangan perijinan
2 |Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau J p perpanjangan pery 76 unit 1,420,000,000 Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan J P perpanjangan perl 76 unit 1,420,000,000

Lapangan

dinas/operasional lingkup Setda

Dinas Operasional atau Lapangan

kendaraan dinas/operasional lingkup Setda




RANCANGAN AWAL RKPD

HASIL ANALISA KEBUTUHAN RANCANGAN RKPD

CATATAN
NO . .
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Targe.t Capalan Kebutuhan.Dat.la NAMA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Targe.t CaPalan Kebutuhan.Da].]a PENTING
KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN Kinerja /Pagu Indikatif DAN KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN Kinerja /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan/mesin gedung kantor yang dipelihara 300 unit 215,000,000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan/mesin gedung kantor yang 300 unit 215,000,000

dipelihara

Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan

jumlah ruangan yang dipelihara di rumah dinas dan

Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan

jumlah ruangan yang dipelihara di rumah dinas

4 . 29 ruangan 2,200,000,000 X < 29 ruangan 2,160,000,000
Bangunan Lainnya gedung kantor lingkup setda & Bangunan Lainnya dan gedung kantor lingkup setda &
5 Pemeliharaan / Rehabilitasi Saranfa dan Prasarana jumlah ruangan yang direhabilitasi dilingkup setda 3 ruangan 3,300,000,000 Pemeliharaan / Rehabilitasi Saran.a dan Prasarana jumlah ruangan yang direhabilitasi dilingkup 3 ruangan 3,300,000,000
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya setda
. - . - I jumlah sarana dan prasarana pendukung
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana J P .
2 450,000,000 . 2 450,000,000
o Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya kantor /bangunan lain dilingkup bupati yang dipelihara ruangan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya izi;r;lgipl:inht:;:bangunan lain dilingkup bupati ruangan
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan . Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah it .
! & P P! Jumlah pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH 16 kali 125,000,000 ! & P P Bagian | 1\ lah pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH 16 kali 125,000,000
Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Umum
1 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil jumlah pemeliharaan kesehatan 16 kali 125,000,000 Pelalfsanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan jumlah pemeliharaan kesehatan 16 kali 125,000,000
Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga 90% 1,650,000,000 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah sagxan i’ersentase pemenuhan kebutuhan rumah 90% 1,650,000,000
mum angga
1 |Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah P.ersentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga rumah 90% 750,000,000 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Persentase pemgnuhan kebutuhan rumah 90% 750,000,000
dinas KDH Daerah tangga rumah dinas KDH
2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala P.ersentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga rumah 90% 550,000,000 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Persentase pem(?nuhan kebutuhan rumah 90% 550,000,000
Daerah dinas WKDH Kepala Daerah tangga rumah dinas WKDH
3 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat P.ersentase pen.'xenuhan kebutuhan rumah tangga rumah 90% 350,000,000 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Persentase peménuhan kebut.uhan rumah 90% 350,000,000
Daerah dinas Sekretaris Daerah Daerah tangga rumah dinas Sekretaris Daerah
Persentése F’D dengan Penerapan RB Minimal 1,755,000,000
Kategori Baik
Persentase PD/UKPD dengan struktur
Penataan Organisasi Persentase PD/UKPD dengan. struktur kelembagaan dan 100% 2,393,500,000 Penataan Organisasi Baglar‘n ) kelembagaan dan tatalaksana yang tepat fungsi, 100% 1,755,000,000
tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, tepat proses Organisasi |tepat ukuran,tepat proses serta akuntabel
dengan kategori minimal Baik
1 |Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah PD/UKPD dengan stru.ktur organisast 56 PD/UKPD 655,500,000 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah PD/UKPD dengan stru.ktur organisast 56 PD/UKPD 570,000,000
kelembagaan yang tepat fungsi tepat ukuran kelembagaan yang tepat fungsi tepat ukuran
I . . Jumlah PD/UKPD terfasilitasi upaya
2 |Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah PD/UKPD terfasilitasi pembinaan kualitas 56 PD/UKPD 644,000,000 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata | 56 PD/UKPD 410,000,000
pelayanan publik dan tata laksana laksana ;
. N . . Jumlah PD/UKPD yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP . S P . Jumlah PD/UKPD yang mendapatkan nilai
3 [Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dan RB minimal baik 57 PD/UKPD 759,000,000 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi evaluasi SAKIP dan RB minimal baik 57 PD/UKPD 475,000,000
4 |Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Jumlah unit pelayanan publik hasil monitoring dan 56 PD/UKPD 150,000,000 Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Jumlah unit pelayanan publik hasil monitoring 56 PD/UKPD 150,000,000

Publik dan Tatalaksana

evaluasi dengan kategori minimal baik

Pelayanan Publik dan Tatalaksana

dan evaluasi dengan kategori minimal baik




RANCANGAN AWAL RKPD

HASIL ANALISA KEBUTUHAN RANCANGAN RKPD

CATATAN
NO . .
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Targe.t Ca.palan Kebutuhan.Dat.la NAMA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Targe.t CaPalan Kebutuhan.DaI.]a PENTING
KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN Kinerja /Pagu Indikatif DAN KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN Kinerja /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Jumla.h PD/UKPD yang menyusun LKjIP dan risalah 57 PD/UKPD 185,000,000 Koordl.nam dan Penyusunan Laporan Kinerja J.urnlah PD/[{KPD yang menyusun LKjIP dan 57 PD/UKPD 150,000,000
Daerah sesuai ketentuan Pemerintah Daerah risalah sesuai ketentuan
bagian
Protokol
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase Layanan Kegiatan Pimpinan Daerah 95% 3,000,000,000 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Persentase Layanan Kegiatan Pimpinan Daerah 95% 3,000,000,000
Komunikas
i Pimpinan
1 |Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Pelayanan Keprotokoleran Kegiatan Pemerintah 350 kegiatan 450,000,000 1 |Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Pelayanan Keprotokoleran Kegiatan 350 kegiatan 450,000,000
Daerah Pemerintah Daerah
Jumlah Cetak Majalah Warta Maja Tama yang 6.500 cks, 350
2 |Fasiliasi Komunikasi Pimpinan Jumlah kegiatan Pimpinan Daerah Yang Terfasilitasi 350 kegiatan 1,550,000,000 2 |Fasiliasi Komunikasi Pimpinan didistribusikan, Jumlah layanan kegiatan : Kk e. ts, 2,150,000,000
Pimpinan Daerah Yang Terfasilitasi eglatan
Jumlah Cetak Majalah Warta Majatama 6500 exemplar 250,000,000
Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan / Jumlah Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 3 kegiatan 350,000,000
atau pemangku kepentingan (Cukai)
3 |Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jl.xmlah Keglatfm Pemerintah Dacrah yang 350 kegiatan 400,000,000 3 |Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Kegl{itan Pemerintah Dacrah yang di 350 kegiatan 400,000,000
didokumentasikan Dokumentasikan
Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian Persentase penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian yang 100% 0 Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian Persentase penyediaan Jasa Administrasi 100% 0
terpenuhi Kepegawaian yang terpenuhi
1 [Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 2 kegiatan 0 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 2 kegiatan 0
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 24,349,075,000 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 29,081,186,795
dik daerah ¥ Bagian | porsentase Indikator P P t
2 |PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 8! erah Yang 97% 19,541,975,000| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |Pemerinta | oo cntase In or Program Perangkal 97% 19,541,975,000
tercapai > 4 ’ han daerah Yang tercapai 4 ’ ’
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Persentase kebijakan yang dilaksanakan di Pemerintah Persentase PD yang Laporan Kinerjanya
Daerah ( EKPPD ) Daerah 95 1,476,475,000 Berstatus ST dan T 95 1,476,475,000
N . . ) Bagian .
Administrasi Tata Pemerintahan Persentase kebijakan yang dilaksanakan di Pemerintah 95% 1,476,475,000 Administrasi Tata Pemerintahan Pemerinta Pérseétase Peningkatan PD yang Laporan 95 1,476,475,000
Daerah han Kinerjanya Berstatus ST dan T
. - S Jumlah Kegiatan Rakor Forum Komunikasi
Jumlah Kegiatan Rakor Forum Komunikasi Pimpinan 4 kegiatan, Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Jumlah 4 kegiatan,
Dacrah (FORKOPIMDA), Jumlah Naskah Kerjasama antar 10 naskabh, Naskah Kerjasama antar Lembaga Daerah dan 10 naskah.
1 |Penataan Administrasi Pemerintahan Lembaga Daerah dan Pihak Ketiga, Jumlah Naskah ’ 300,000,000 Penataan Administrasi Pemerintahan " N J & ’ 300,000,000
Kesepahaman Bersama antar Daerah, Jumlah SPM yan, 10 naskah, Pihak Ketiga, Jumlah Naskah Kesepahaman 10 naskah,
pat R ’ yang 6 SPM Bersama antar Daerah, Jumlah SPM yang Telah 6 SPM
Telah Dievaluasi Dievaluasi
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RANCANGAN AWAL RKPD

HASIL ANALISA KEBUTUHAN RANCANGAN RKPD

CATATAN
NO . .
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Targe.t Capalan Kebutuhan.Dat.]a NAMA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Targe.t CaPalan Kebutuhan.DaI.]a PENTING
KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN Kinerja /Pagu Indikatif DAN KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN Kinerja /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
lah A P intahan K
Jumlah Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Aparatur err.lerlr}ta an ecamatan dan
o . 72 orang, Kelurahan yang Berkinerja Baik, Jumlah Batas 72 orang,
yang Berkinerja Baik, Jumlah Batas Desa yang Telah -
. 10 desa, Desa yang Telah Selesai Ditegaskan dalam 1 10 desa,
Selesai Ditegaskan dalam 1 Tahun, Jumlah Batas
L 1 kecamatan, Tahun, Jumlah Batas Kecamatan yang Telah 1 kecamatan,
Kecamatan yang Telah Selesai Ditegaskan dalam 1 Tahun, 3 camat. Selesai Ditegaskan dalam 1 Tahun, Jumlah 3 camat.
2 [Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Camat yang Berkinerja Baik, Jumlah Kecamatan N 450,000,000 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan & R s y 4 450,000,000
o . 18 kecamatan, Camat yang Berkinerja Baik, Jumlah Kecamatan 18 kecamatan,
yang Dibina, Jumlah Kecamatan yang Telah Dilakukan .
X 1 kecamatan, yang Dibina, Jumlah Kecamatan yang Telah 1 kecamatan,
Pembakuan, Jumlah Kecamatan yang Telah Menerima i
N . 18 kecamatan, Dilakukan Pembakuan, Jumlah Kecamatan yang 18 kecamatan,
Pelimpahan Kewenangan, Jumlah Kegiatan Kelurahan . N
Terlak 5 kelurahan Telah Menerima Pelimpahan Kewenangan, 5 kelurahan
yang ferlaksana Jumlah Kegiatan Kelurahan yang Terlaksana
Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi
Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, Daerah, Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Jadi
Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi 56 OPD, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jumlah
Jawa Timur, Jumlah Laporan Informasi Laporan 2 kegiatan, Laporan Informasi Laporan Penyelenggaraan 56 PD, 2 kegiatan, limpahan
3 |Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Selesai 1 laporan, 726,475,000 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Pemerintahan Daerah yang Selesai dengan Baik, | 1 laporan, , 56 PD, 726,475,000 | LKJIP dari
dengan Baik, Jumlah Laporan OPD yang Sudah Selesai 56 OPD, Jumlah Laporan OPD yang Sudah Selesai 1 laporan Bappeda
dengan Baik, Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Bupati 1 laporan dengan Baik, Jumlah Laporan
yang Selesai dengan Baik Pertanggungjawaban Bupati yang Selesai dengan
Baik
Bagian Jumlah kebijakan Kesejahteraan Rakyat yan;
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Jumlah kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi 4 Kebijakan 15,100,500,000 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Kesejahter d;:evaluasi v ] yatyang 4 Kebijakan 15,100,500,000
aan
1 |Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 66 Kegiatan 3,231,000,000 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 72 Kegiatan 3,231,000,000
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja . . N Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian N B .
lah ke lak: K K 11,21 lah ki lak: ki K 11,21
2 | {erkait Kescjahteraan Sesial Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 56 Kegiatan ,219,500,000 Kinerja terkait Kosejahterann Sosial Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 55 Kegiatan ,219,500,000
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 74 Kegiatan 650,000,000 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 91 Kegiatan 650,000,000
terkait Kesejahteraan Masyarakat Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Jumlah produk hukum yang ditetapkan 99% 2,965,000,000 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum iii‘z“m Jumlah produk hukum yang ditetapkan 99% 2,965,000,000

300 Peraturan

Jumlah Desa yang dievaluasi Rancangan

300 Peraturan

Jumlah Desa yang dievaluasi Rancangan Peraturan Desa Desa, 80 N B
. y g & ’ Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa, Desa, 80
dan Klarifikasi Peraturan Desa, Jumlah Peraturan yang Perkada/Perber Jumlah Peraturan yang ditetapkan, Jumlah Perkada,Perberkad
1 |Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah ditetapkan, Jumlah Peserta Bintek, Jumlah Produk kada, 70 OPD, 1,000,000,000 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah . yang P 4 1,000,000,000
. Peserta Bintek, Jumlah Produk Hukum yang a, 70 OPD, 650
Hukum yang ditetapkan dan Jumlah Rancangan 650 Produk )
ditetapkan dan Jumlah Rancangan Peraturan Produk Hukum
Peraturan Daerah Hukum dan 15
Raperda Daerah dan 15 Raperda

Jumlah OPD yang dimonitoring, Jumlah Pembinaan yang

25 OPD, 95 %

Jumlah OPD yang dimonitoring, Jumlah
Pembinaan yang dilakukan dan Penyelesaian

25 OPD, 95 % dan

2 |Fasilitasi Bantuan Hukum dilakukan dan Penyelesaian Permasalahan Hukum, dan 2200 orang 1,100,000,000 Fasilitasi Bantuan Hukum Permasalahan Hukum, Jumlah Peserta 2200 orang 1,100,000,000
Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum
Penyuluhan Hukum
Jumlah Penomoran Produk Hukum penyebarluasan 650 Produk Jumla: Plenomoran ;’r;)(d: kkiUk"lJm lah 650 Produk
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan produk hukum, Jumlah peraturan yang Hukum, 20 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan penyebariuasan p_m u XT]’ ama rodu
3 . . . . . 865,000,000 . peraturan yang didokumentasikan, Jumlah Hukum, 20 865,000,000
Informasi Hukum didokumentasikan, Jumlah Peserta Bintek Dokumentasi Upload, 299 Informasi Hukum . B
L . Peserta Bintek Dokumentasi dan Jumlah Peserta| Upload, 299 orang
dan Jumlah Peserta Sosialisasi orang

Sosialisasi




RANCANGAN AWAL RKPD

HASIL ANALISA KEBUTUHAN RANCANGAN RKPD

CATATAN
NO . .
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Targe.t Ca.palan Kebutuhan.Dat.la NAMA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Targe.t CaPalan Kebutuhan.Da].]a PENTING
KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN Kinerja /Pagu Indikatif DAN KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN Kinerja /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 |PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN s R Yang 99% 4,807,100,000 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN N . bidang 99% 9,539,211,795
Diimplementasikan perek yang p
Bagian
Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang Perekonom | P ij; bidang Penambaha
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM ditetapk: 100% 2,400,000,000 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM ian d jan yang " 100% 7,132,111,795|n dana
itetapkan ian dan P R
SDA Cukai
Bagian
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Jumlah kebijakan perekonomian yang dievaluasi 4 kebijakan 900,000,000 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian ::e:;:r':om ?:;f:;::: Kebijakan Perekonomian Yang 100% 900,000,000
SDA
Koordinasi, Sinkronisasi , Monitoring dan Evaluasi . . . Koordinasi, Sinkronisasi , Monitoring dan Evaluasi N . . N
1 Jumlah ki t: dilak: k: ke t: 400,000,000 1 Jumlah ki t: di 1 2 ke t: 400,000,000
Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD umlah keglatan yang cilaksanakan 2 kegiatan U Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD umah kegiatan yang ci evaluasi eglatan U
2 [Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 3 kegiatan 200,000,000 2 |Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah kegiatan yang di evaluasi 28 kegiatan 400,000,000
Rincian Sub Keg. Operasional bersama pemberantasan . .
lah P kai Ilegal Y: .
BKC ilegal dengan kantor pelayanan bea dan cukai ;:::aisagseras‘ emberantasan Cukai llegal Yang 25 kali 200,000,000
setempat yang diinisiasi oleh Pemda (CUKAI)
3 [Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 2 kegiatan 100,000,000 3 |Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil Jumlah kegiatan yang di evaluasi 2 kegiatan 100,000,000
Bagian
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Jumlah Kebijakan SDA yang dilaksanakan 1 kebijakan 1,500,000,000|  [Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam fae;e(jka"]‘:”m Persentase Kebijakan SDA yang terlaksana 1 kebijakan 6,232,111,795
SDA
| |Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Jumlah keeiatan vang di evaluasi 2 keaiatan o 1 |Koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Jumiah kegiatan vang di evaluasi 2 ke%‘a;‘gp%‘ig 6.132.111.795
Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan g yang 8l Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan g yang orang YKec ’ ’ ’ ’
5:;’;‘;";;22?6'1{}11“‘C’L“;S;T“amh pabrik rokok dan Jumlah Penerima Penyaluran BLT Sesuai Ketentuan 5.180 orang 1,000,000,000
Rincian Sub Keg. Pemantauan dan evaluasi atas 8 OPD
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan Jumlah OPD Pengelola DBHCHT pengelola 200,000,000
dibidang cukai (CUKAI) DBHCHT
Rincian Sub Keg. Pengumpulan informasi peredaran BKC Jumlah Data Informasi Barang Kena Cukai Ilegal 18 Kec. 200,000,000
Tlegal (CUKAI)
o |Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 2 Kegiatan 100,000,000 o |Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 2 Kegiatan 100,000,000
dan Air Energi dan Air
Bagian
Pe @ Pe dalian Pelak: Pemb di Administra | Persentase Pengendalian Pelaksanan
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN creentase fengendaian teaksanan rembangunan di 100% 1,672,100,000 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN si Pembangunan di Lingkungan / Wilayah Kab. 100% 1,672,100,000
Lingkungan / Wilayah Kab. Mojokerto .
Pembangu |Mojokerto
nan
Bagian
Administra
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Jumlah produk hukum yang ditetapkan 100% 1,672,100,000 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan si Jumlah produk hukum yang ditetapkan 100% 1,672,100,000
Pembangu
nan
lah Perk: Pe juk Teknis Pelak:
Jumlah Perkada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan, 1 Perkada, ‘l?:gri];an ?u::ll:h 2323‘; Y:ng llsle;gikiznaan 1 Perkada, 570PD
1 |Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Peserta Yang Meng?kut{ Peningkatan Kapasitas , 570PD, 57 OPD 558,000,000 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Peningkatan Kapasitas , Jumlah Peserta Yang 57 OPD 558,000,000
Jumlah Peserta Yang Mengikuti Workshop ol
Mengikuti Workshop




RANCANGAN AWAL RKPD

HASIL ANALISA KEBUTUHAN RANCANGAN RKPD

CATATAN
NO . .
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Targe.t Ca.palan Kebutuhan.Dat.]a NAMA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Targe.t CaPaJan Kebutuhan.DaI.]a PENTING
KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN Kinerja /Pagu Indikatif DAN KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN Kinerja /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Desa Penerima Bantuan keuangan Yang 150 Desa, 50 tl{ur;lla.kln.tDe.saJPenlerl—l‘r;a Batnt\;an kel;al;gan Yang
2 [Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Terfasilitasi, Jumlah Peserta Yang Mengikuti Rakor, Peserta, 57 557,100,000 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan eriasiitasi, Jum'ah Feseria tengendatan 96 Desa 557,100,000
N B Resiko Pembangunan, Jumlah Peserta Yang
Jumlah Peserta Pengendalian Resiko Pembangunan Orang L
Mengikuti Rakor
Jumlah Laporan Pengendalian dan Monitoring Pelaporan Jumlah Laporan Pengendalian dan Monitoring
. Kegiatan Fisik Konstruksi di Kabupaten Mojokerto, . Pelaporan Kegiatan Fisik Konstruksi di i g
3 g:;gsﬁaaﬁa}i/aluasl dan Pelaporan Pelaksanaan Prosentase OPD yang menginput Data SISMONTEPRA ;2 lepifr;:: 557,000,000 ]}Z;g;::aa:ai"al“as‘ dan Pelaporan Pelaksanaan Kabupaten Mojokerto, Jumlah Laporan TEPRA 12 ]‘L:p‘;rr;‘; 12 557,000,000
B sesuai ketentuan, Jumlah Laporan Perkembangan > P 8u ke Pusat dan Laporan Perkembangan Kegiatan pora
Pelaksanaan Kegiatan yang tersusun sesuai ketentuan yang Sesuai Ketentuan.
Persentase Pengendalian Pelaksanaan
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 0|PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH pembangunan di Lingkungan/ Wilayah kab. 95% 0
Mojokerto
Pengelolaan Barang Milik Daerah 0 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persen.tase Penyusunan St?ndar15651 Harga Pada 95% 0
Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Jumlah Perkada Tentang Standart Satuan
Harga, Harga Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK), 3 Perkada, 58
Penyusunan Standar Harga 0 Penyusunan Standar Harga Analisa Standart Belanja (ASB) dan Aplikasi OPD, 1 Aplikasi 0
Standarisasi Harga (SIDIRGA)
Bagian
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Maturitas Penerapan UKPBJ Level 2 735,000,000 [ BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA g:f:‘;aa“ Maturitas Penerapan UKPBJ Level 2 735,000,000
dan Jasa
Bagian Persentase pengadaan barang dan jasa yang
Pengadaan Barang dan Jasa Persentase proses pengadaan barang /ja.sa selesai tepat 97 735,000,000 Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan |dihasilkan melalui L.JKPBJ terhfadap seluruh 97 735,000,000
waktu sesuai rencana pengadaan yang ditetapkan Barang pengadaan barang/jasa pemerintah Kab.
dan Jasa |Mojokerto
. o Persentase proses pengadaan barang /jasa
1 |Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa f;;'f;ﬁtaﬁ;}];;rjgadaan barang dan jasa yang dihasilkan 97 % 385,000,000 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa selesai tepat waktu sesuai rencana pengadaan 97 % 385,000,000
yang ditetapkan
. . . Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan
2 |Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan operasional LPSE 12 bulan 200,000,000 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik operasional LPSE 12 bulan 200,000,000
3 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah.Peserta yang mengikuti pembinaan pengadaan 100 peserta 150,000,000 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan 100 orang 150,000,000
barang jasa Jasa pengadaan barang jasa




USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI ( MASYARAKAT ) PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

Tabel 2.5/tc.32

BESARAN / VOLUME

NO. PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA CATATAN
VOLUME [ ANGGARAN
1 2 3 4 S 6
1 |PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 11,030,000,000
1 |Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 11,030,000,000
1.1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Kab. Mojokerto Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 70,000,000
Barang yang diserahkan kepada masyarakat 100 buah 70,000,000
Pelak: Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait . . .
1.2 ea .sanaan ¢ 1]? an, tvatuast dan L-apaian finerja terkal Kab. Mojokerto Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 10,960,000,000
Kesejahteraan Sosial
Barang yang diserahkan kepada masyarakat 1 Musholla 100,000,000
Belanja Hibah 67 Lembaga 10,360,000,000 -
Belanja Hibah Bansos 50 Siswa 500,000,000 -




USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

TABEL / TC 33

KODE PROGRAM / KEGIATAN /SUB. KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2022 ( TAHUN PERENCANAAN)

PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM ,KEGIATAN (OUTPUT), CATATAN 2023
KODE NAMA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB. KEGIATAN Lokasi Target Capaian | Kebutuhan Dana/ Sumber PENTING | Target Capaian | Kebutuhan Dana/
oxas Kinerja Pagu Indikatif Dana Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10
4 (01 SEKRETARIAT DAERAH 90% 78,388,331,292 APBD - 90% 76,486,921,943
4 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 49,307,144,497 APBD - 51,349,021,943
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH L.
4 101]|01 KABUPATEN / KOTA Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah 95% 49,307,144,497 APBD - 95% 51,349,021,943
Meningkatnya Pelayanan Penatausahaan Administrasi Sekretariat
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Keuangan dan Sarana penunjang Tugas dan Fungsi di Daerah 90 27,842,144,497 APBD - 90 %' 27,799,521,943
Lingkup Sekretariat Daerah
Persentase Pemenuhan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah 95 22,480,000 APBD - 95 22,480,000
Yang Terpenuhi
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Persentase pemenuhan penyusunan dokumen Sekretariat
4 101|01(2.01 Perangkat Da,erahg &8 ’ 1 perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang DZerZ}? & 95% 22,480,000 APBD - 95% 22,480,000
& terpenuhi
P Dok P P k lah dok i i k i
4 lo1lo1l201]01 D(;r(ljrr:lslunan okumen Perencanaan Perangkat i:tr:niu acji) ;n;;r; S:lz:lcanaan yang disusun sesuai E(; ;(;t;rlat 12 dokumen 11,725,000 APED ) 12 dokumen 11,725,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah dokumen Laporan Kinerja yang disusun sesuai |Sekretariat
. 10,755,000 - 10,755,000
4|01)01]2.01106 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ketentua n yang berlaku dan tepat waktu Daerah 12 dokumen APBD 12 dokumen
Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pengelolaan Administrasi
Keuangan dan Sarana Penunjang Tugas dan Fungsi di 85% 27,819,664,497 APBD - 85% 27,777,041,943
Lingkup Sekretariat Daerah Yang Terpenuhi
.. . Persentase pemenuhan fasilitasi pengelolaan adminitrasi |Sekretariat o o
4 [01]01]2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah keuangan yang terpenuhi Daerah 90% 23,974,277,943 APBD - 90% 23,974,277,943
4 |o1|o01]2.02]01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jﬁfjfﬁggf&; 3:13; egszznfﬁfyamn Gaji dan gztzt}fr‘at 14 bulan 23,877,277,943|  APBD . 14 bulan 23,877,277,943
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Peserta Pembinaan Pengelolaan Keuangan di Sekretariat
4 101|01|2.02(03 .. e Sekretariat Daerah dan fasilitasi sosialisasi peraturan 172 orang 97,000,000 APBD - 172 orang 97,000,000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Daerah
perundang - undangan




1 2 3 4 5 6 7 9 10
- . . Persentase sarana perlengkapan kedinasan ASN yang
01]/01]2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terpenuhi 90% 280,345,000 APBD 90% 280,345,000
P Pakaian Di B Atri lah i kai i
o1lo1!2.05|02 engadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta 531 stel/potong 280,345,000 APBD 531 stel/potong 280,345,000
Kelengkapannya perlengkapannya
01|01/ 2.06 Administrasi Umum Perangkat Dacrah Persentase - Sarana Perkantoran Penunjang Tugas Pokok | Sekretariat 85% 1,798,000,000/  APBD 85% 1,798,000,000
dan Fungsi yang terpenuhi Daerah
0101 2.06 |04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket jenis alat tulis kantor yang disediakan : | Sekretariat 1 paket 180,000,000|  APBD 1 paket 180,000,000
kertas , tinta, ballpoint dll. Daerah
. Jumah paket jenis barang cetakan, penggandaan dan .
01]|01]2.06|05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan . . ! Kab. Mojokerto 6 paket 414,000,000 APBD 6 paket 414,000,000
chinderamata yang disediakan :
o1lo1l2.06|06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan Peraturan |Sekretariat 12 bulan 54,000,000 APBD 12 bulan 54,000,000
Perundang-undangan Perundang - undangan Daerah
. . .|[Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas .
P 1 R K K 1 k
01|01/ 2.06 |09 s‘;g],; enggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi|p o 2 oot Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan gz;zt;‘“at 12 bulan 1,150,000,000|  APBD 12 bulan 1,150,000,000
Dalam Daerah
P di J P . U P intah . . . - .
o01lo1l2.08 enyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase penyediaan jasa penunjang administrasi 80% 553,950,000 APBD 80% 553,950,000
Daerah perkantoran yang terpenuhi
o1l01!2.08!02 Penyefjiagn Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air nglah vsA/aktAu penyediaan jasa. Komunikasi , sumberdaya|Sekretariat 12 bulan 348,300,000 APBD 12 bulan 348,300,000
dan Listrik Air dan Listrik. Daerah
o1|o01|2.08]|04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi Sekretariat 12 bulan 205,650,000]  APBD 12 bulan 205,650,000
keuangan.dan jasa tenaga kerja yang terpenuhi Daerah
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala
. . . . 90% 1,213,091,554 90% 1,170,469,000
01101}2.11 Daerah dan Wakil Kepala Daerah Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi ’ APBD ’
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah Jumlah Waktu Penyediaan Pebayaran Gaji dan Sekretariat
. 14 bul 185,387,800 14 bul 183,394,000
010121101 dan Wakil Kepala Daerah Tunjangan KDH dan WKDH. Yang Terpenuhi Daerah wan APBD wan
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut . . . . .
o1|o1|2.11]02 Kelengkapan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala |- \iah penyediaan pakaian dinas dan pakaian khusus | Sekretariat 49 stel 214,575,000]  APBD 49 stel 214,575,000
Daerah hari - hari terentu KDH/WKDH yang terpenuhi Daerah /potong /potong
oilo1l2.11|04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala [Perentase pembayaran Dana Penunjang Operasional Sekretariat 100% 813,128,754 APBD 100% 772,500,000

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi

Daerah




1 2 3 4 5 6 7 9 10
BAGIAN UMUM ::gzzrilf;ee:fs:;‘z};nkigifsanKDH yang terpenuhi oy yoikerto 95% 16,710,000,000| APBD 95% 17,706,000,000
0101|205 Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah ;Z;Sge?etf;:nff;y ediaan Jasa Administrasi Kepegawaian |y vioiokerto 95% 50,000,000|  APBD 50,000,000
o1loil20sl03 Pendataar? dan Pengelolaan Administrasi Persentas.e pen‘ufgang pelaksanaan adrnlnlstr'a31 Kab. Mojokerto 95% 50,000,000 APBD 95% 50,000,000
Kepegawaian kepegawaian di lingkup Setda yang terpenuhi
0101 2.06 Administrasi Umum Perangkat daerah gifiﬁﬁa;f ;:; agntae;e;:igimmn penunjang tugas pokok 1y \ioisierto 88% 6,480,000,000|  APBD 6,496,000,000
o1lo1l2.06!01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Persentage I.{f)mporwn instalasi llstrlk/penerangan yang Kab. Mojokerto 90% 260,000,000 APBD 90% 270,000,000
Penerangan Bangunan Kantor terpenuhi dilingkup kantor setda dan rumah dinas
. Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan .
01]01(2.06]|02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor dilingkup Setda Kab. Mojokerto 85% 1,100,000,000 APBD 85% 1,100,000,000
. Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan .
01(01]2.06|03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga perlengkapan rumah tangga Kab. Mojokerto 90% 800,000,000 APBD 90% 800,000,000
01|01(2.06|04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman Kab. Mojokerto 12 bulan 25,937,500 APBD 26,000,000
01]|01(2.06]|07 Penyediaan Bahan/ Material Jumlah waktu penyediaan ATK. Kab. Mojokerto 12 bulan 44,062,500 APBD 50,000,000
o101/ 2.06 |08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Persentase pemenuhan permohonan kedatangan tamu, |y yroionerto 90% 4,250,000,000|  APBD 90% 4,250,000,000
rapat dan kegiatan yang dilaksanakan
P d; B Milik D h P j U ili j
o1lo1l2.07 engaA aan Barang Mili aerah Penunjang Urusan Jurnlab barang milik Daergh penunjang urusan Kab. Mojokerto 100% 0 APBD 950,000,000
Pemerintah Daerah pemerintah Daerah yang diadakan
o1lo1l207!01 Pengadaan K(?ndaraan Perorangan Dinas Atau nglah kendaraan dinas jabatan KDH/WKDH yang Kab. Mojokerto 5 unit 0 APBD 15 Unit 950,000,000
Kendaraan Dinas Jabatan diadakan
P di J P j U P intah i j ini i
o1lo1l2.08 D(-;rgzhlaan asa Penunjang Urusan Pemerinta EZ;S(Z:;?_Z rf’?r;}:;diigeiishai penunjang Administrasi Kab. Mojokerto 100% 160,000,000 APBD 100% 150,000,000
01(01(2.08]01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat Kab. Mojokerto 12 bulan 110,000,000 APBD 12 bulan 100,000,000
01(01(2.08|04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor Jumlah waktu penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |Kab. Mojokerto 12 bulan 50,000,000 APBD 12 bulan 50,000,000




1 2 3 4 5 6 7 9 10
Pemelih B Mili . i . .
01011 2.09 eme: 1 araan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pfersejntase barang milik daerah penunjang tupoksi yang Kab. Mojokerto 75% 8,245,000,000 APBD 75% 8,285,000,000
Pemerintah Daerah dipelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya jumlah pemeliharaan /perpani Kkend
01|01[2.09|01 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan | o) PETClNaraan/perpanjangan peryinan xendaraan -\, voiokerto 22 unit 700,000,000|  APBD 22 unit 700,000,000
. . mobil jabatan (KDH/WKDH)
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya jumlah pemeliharaan/ . kend
01(01]2.09]|02 Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan J K p . . perpanjangan perijinan kendaraan Kab. Mojokerto 76 unit 1,420,000,000 APBD 76 unit 1,420,000,000
. : dinas/operasional lingkup Setda
Dinas Operasional atau Lapangan
01|01(2.09]|06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan/mesin gedung kantor yang dipelihara Kab. Mojokerto 300 unit 215,000,000 APBD 300 unit 215,000,000
o101 2.00|09 Pemehharaan. / Rehabilitasi Gedung Kantor dan |jumlah ruangan. yang dipelihara di rumah dinas dan Kab. Mojokerto 29 ruangan 2,160,000,000 APED 29 ruangan 2,200,000,000
Bangunan Lainnya gedung kantor lingkup setda
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan
01]|01(2.09]10 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan jumlah ruangan yang direhabilitasi dilingkup setda Kab. Mojokerto 3 ruangan 3,300,000,000 APBD 2 ruangan 3,300,000,000
Lainnya
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan jumlah sarana dan prasarana pendukung gedun
01]|01(2.09]11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau ) p s P . €8 X g . Kab. Mojokerto 2 ruangan 450,000,000 APBD 3 ruangan 450,000,000
. kantor/bangunan lain dilingkup bupati yang dipelihara
Bangunan Lainnya
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepal
0101211 ang P paia Jumlah pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH Kab. Mojokerto 16 kali 125,000,000|  APBD 16 kali 125,000,000
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
o1|o1]2.11|03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah | 10p pemelinaraan kesehatan Kab. Mojokerto 16 kali 125,000,000|  APBD 100% 125,000,000
dan Wakil Kepala Daerah
01]01]2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga Kab. Mojokerto 90% 1,650,000,000 APBD 90% 1,650,000,000
oilo1la.12]01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Pfsrsentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga rumah Kab. Mojokerto 00% 750,000,000 APBD 00% 750,000,000
Daerah dinas KDH
otlo1l2.1202 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil P'ersentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga rumah Kab. Mojokerto 00% 550,000,000 APBD 90% 550,000,000
Kepala Daerah dinas WKDH
oiloil2.1203 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga rumah Kab. Mojokerto 00% 350,000,000 APED 90% 350,000,000

Sekretariat Daerah

dinas Sekretaris Daerah




1 2 3 4 5 6 7 9 10
Per'sentase PD dengan penerapan RB Minimal Kategori 1,755,000,000 2,393,500,000
Baik
Persentase PD/UKPD dengan struktur kelembagaan dan
01]02]2.13 Penataan Organisasi tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, tepat proses 100% 1,755,000,000 APBD 100% 2,393,500,000
serta akuntabel dengan kategori minimal Baik
o1]|02|2.13|01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | W1ah PD/UKPD dengan struktur organisasi 56 PD/UKPD 570,000,000  APBD 56 PD/UKPD 655,500,000
kelembagaan yang tepat fungsi tepat ukuran
o01]02|2.13|02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | miah PD/UKPD terfasilitasi upaya peningkatan kualitas 56 PD/UKPD 410,000,000]  APBD 56 PD/UKPD 644,000,000
pelayanan publik dan tata laksana
o1]02]2.13 |03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah PD/UKPD yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP 57 PD/UKPD 475,000,000  APBD 57 PD/UKPD 759,000,000
dan RB minimal baik
o1l02|2.13] 04 Monitoring EvalAuam dan Pengendalian Kualitas JumlahAumt pelayanan PublAlk. hasil xr}omtormg dan 56 PD/UKPD 150,000,000 APBD 56 PD/UKPD 150,000,000
Pelayanan Publik dan Tatalaksana evaluasi dengan kategori minimal baik
Koordi i dan P L. Ki j Jumlah PD/UKPD LKjIP d: isalah
01]02]2.13 |05 oordinasi can renyusunan Laporan finetja umlah PD/ yang meriyusun LEJIT dan risa 57 PD/UKPD 150,000,000  APBD 57 PD/UKPD 185,000,000
Pemerintah Daerah sesuai ketentuan
01]/01]2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase Layanan Kegiatan Pimpinan Daerah Kab. Mojokerto 95% 3,000,000,000 APBD 95% 3,450,000,000
o1|01]2.14]01 Fasilitasi Keprotokolan ‘];‘:;f}}: Pelayanan Keprotokoleran Kegiatan Pemerintah |\ 1 \rocorerto | 350 kegiatan 450,000,000 APBD 350 kegiatan 517,500,000
Jumlah Cetak Majalah Warta Maja Tama yang
01(01]2.14)|02 Fasiliasi Komunikasi Pimpinan didistribusikan, Jumlah layanan kegiatan Pimpinan Kab. Mojokerto 6.500 ?ks, 350 2,150,000,000 APBD 6.500 ?ks’ 350 2,472,500,000
- kegiatan kegiatan
Daerah Yang Terfasilitasi
o1|o1|2.14 |03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang Kab. Mojokerto | 350 kegiatan 400,000,000  APBD 350 kegiatan 460,000,000
didokumentasikan
. . . . Persentase penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian yang .
01]/01]2.05 Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian terpenuhi Kab. Mojokerto - 0| DBHCHT - 0
01[(01]2.05]|10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Kab. Mojokerto - 0| DBHCHT - 0
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1 2 3 4 5 6 7 9 10
1| 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 29,081,186,795 APBD 25,137,900,000
B| 4 |o01]02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT f::::g:f‘se Indikator Program Perangkat daerah Yang Kab. Mojokerto 97% 19,541,975,000 APBD 97% 21,705,550,000
Tpersentase PD yang Laporan Kinerjanya Berstatus ST dan |1 y1oiorerto 95% 1,476,475,000| APBD 95% 1,600,000,000
. . . Persentase Peningkatan PD yang Laporan Kinerjanya .
5|4 (01(02](2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Berstatus ST dan T Kab. Mojokerto 95% 1,476,475,000 APBD 95% 1,600,000,000
Jumlah Kegiatan Rakor Forum Komunikasi Pimpinan 4 kegiatan 4 kegiatan
Daerah (FORKOPIMDA), Jumlah Naskah Kerjasama antar 10 niskah, 10 niskah7
4 101|02|2.01]|01 Penataan Administrasi Pemerintahan Lembaga Daerah dan Pihak Ketiga, Jumlah Naskah Kab. Mojokerto 10 naskah, 300,000,000 APBD 10 naskah7 300,000,000
Kesepahaman Bersama antar Daerah, Jumlah SPM yang ’ !
. . 6 SPM 6 SPM
Telah Dievaluasi
Jumlah Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
X R . 72 orang, 72 orang,
yang Berkinerja Baik, Jumlah Batas Desa yang Telah 10 desa 10 desa
Selesai Ditegaskan dalam 1 Tahun, Jumlah Batas ’ ?
L 1 kecamatan, 1 kecamatan,
Kecamatan yang Telah Selesai Ditegaskan dalam 1 Tahun, 3 camat 3 camat
4 (01]02]2.01]|02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Camat yang Berkinerja Baik, Jumlah Kecamatan [Kab. Mojokerto 18 kecama tyan 450,000,000 APBD 18 kecama t’an 500,000,000
yang Dibina, Jumlah Kecamatan yang Telah Dilakukan ’ ’
. 1 kecamatan, 1 kecamatan,
Pembakuan, Jumlah Kecamatan yang Telah Menerima
. . 18 kecamatan, 18 kecamatan,
Pelimpahan Kewenangan, Jumlah Kegiatan Kelurahan
5 kelurahan 5 kelurahan
yang Terlaksana
Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah,
Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi 56 PD. 2 56 OPD,
Jawa Timur, Jumlah Laporan Informasi Laporan ke iata;l 1 2 kegiatan,
4 101(02|2.01(03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Selesai Kab. Mojokerto la Eran ’ 56 726,475,000 APBD 1 laporan, 800,000,000
dengan Baik, Jumlah Laporan OPD yang Sudah Selesai PDp 1 la, c’)ran 56 OPD,
dengan Baik, Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Bupati ’ P 1 laporan
yang Selesai dengan Baik
6| 4 |01(02]|2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Jumlah kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi |Kab. Mojokerto 4 Kebijakan 15,100,500,000 APBD 4 Kebijakan 16,610,550,000
4 101(02]2.02(01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Kab. Mojokerto 72 Kegiatan 3,231,000,000 APBD 72 Kegiatan 3,554,100,000
4 |o01|02]2.02]02 ;T;a;j:‘rt’j:‘é l}fi’:;z‘:}?t;::;ug?s;an Capaian | 1\ lah kegiatan yang dilaksanakan Kab. Mojokerto 55 Kegiatan 11,219,500,000|  APBD 55 Kegiatan 12,341,450,000
4 |o01|02]2.02]03 ;fiij:‘;:ﬁ; ft{eé’e‘feljf:;‘{e}f;’::l“;z;;;lf;pa‘an Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Kab. Mojokerto 91 Kegiatan 650,000,000  APBD 91 Kegiatan 715,000,000
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1 2 3 4 5 6 7 9 10
01(02(2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Jumlah produk hukum yang ditetapkan Kab. Mojokerto 99% 2,965,000,000 APBD 99% 3,495,000,000
300 Peraturan 300 Peraturan
Jumlah Desa yang dievaluasi Rancangan Peraturan Desa Desa, 80 Desa, 80
dan Klarifikasi Peraturan Desa, Jumlah Peraturan yang Perkada/Perber Perkada/Perber
01]02]2.03|01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah ditetapkan, Jumlah Peserta Bintek, Jumlah Produk Kab. Mojokerto kada, 70 OPD, 1,000,000,000 APBD kada, 70 OPD, 1,200,000,000
Hukum yang ditetapkan dan Jumlah Rancangan 650 Produk 650 Produk
Peraturan Daerah Hukum dan 15 Hukum dan 15
Raperda Raperda
o Jl',lrnlah OPD yang dlmon.ltorlng, Jumlah Pembinaan yang ) 25 OPD, 95 % 25 OPD, 95 %
01]02]2.03|02 Fasilitasi Bantuan Hukum dilakukan dan Penyelesaian Permasalahan Hukum, Kab. Mojokerto 1,100,000,000 APBD 1,320,000,000
dan 2200 orang dan 2200 orang
Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum
Jumlah Penomoran Produk Hukum penyebarluasan 650 Produk 650 Produk
Pendokumentasian Produk Hukum dan produk hukum, Jumlah peraturan yang . Hukum, 20 Hukum, 20
01102120303 Pengelolaan Informasi Hukum didokumentasikan, Jumlah Peserta Bintek Dokumentasi Kab. Mojokerto Upload, 299 865,000,000 APBD Upload, 299 975,000,000
dan Jumlah Peserta Sosialisasi orang orang
o103 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Yang 99% 9,539,211,795|  APBD 99% 3,432,350,000
Diimplementasikan
Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang |Sekretariar
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM . 100% 7,132,111,795 APBD 100% 900,000,000
ditetapkan daerak
01|03[2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Jumlah Kebijakan SDA yang dilaksanakan Kab. Mojokerto |4 kebijakan 900,000,000 APBD 100% 800,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi , Monitoring dan X . . . . .
01]|03(2.01]01 Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah kegiatan yang di evaluasi Kab. Mojokerto |2 kegiatan 400,000,000 APBD 2 kegiatan 450,000,000
01]03(2.01]02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah kegiatan yang di evaluasi Kab. Mojokerto |28 kegiatan 400,000,000 APBD 28 kegiatan 250,000,000
01|03]|2.0103 Ezzncanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro | 1\ 1.1 egiatan yang di evaluasi Kab. Mojokerto |2 kegiatan 100,000,000  APBD 2 kegiatan 100,000,000
01]03]2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Jumlah Kebijakan SDA yang dilaksanakan Kab. Mojokerto |1 kebijakan 6,232,111,795 APBD 100% 100,000,000
. PR . . . . 2 kegiatan, 2 kegiatan,
01|03|2.04 |01 Eoordlf‘aSI’KSE‘kmmsaS%dlan EvaauaS‘PKe_E”akan Jumlah kegiatan yang di evaluasi Kab. Mojokerto | 5.180 orang, 8 6,132,111,795| DBHCHT 5.180 orang , 8 B
ertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan OPD, 18 Kec. OPD, 18 Kec.
K i i, Sinkroni i Eval i Kebijak: . .
01|03]|2.04 |03 cordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan | ;|\ 11, yesiatan yang dilaksanakan Kab. Mojokerto 2 Kegiatan 100,000,000|  APBD 2 Kegiatan 100,000,000

Energi dan Air




1 2 3 4 5 6 7 9 10
9 01|03 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN E‘;Ziﬁfgsznpe’/‘gsv‘;&ayl;i“KF:;aﬁ;‘i‘c}rfsmbang“na“ di 100% 1,672,100,000|  APBD 100% 1,672,100,000
01(03(2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Jumlah produk hukum yang ditetapkan Kab. Mojokerto 100% 1,672,100,000 APBD 100% 1,672,100,000
Jumlah Perkada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan, 1 Perkada 1 Perkada,
01]03(2.02]01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Peserta Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas , |Kab. Mojokerto 57 OP]; 57 O’PD 558,000,000 APBD 570PD, 57 558,000,000
Jumlah Peserta Yang Mengikuti Workshop ! OPD, 10 Bagian
Pengendalian dan Evaluasi Program Jumlah Desa Penerima Bantuan keuangan Yang
01]03]2.02|02 Pemgban nan g Terfasilitasi, Jumlah Peserta Pengendalian Resiko Kab. Mojokerto 96 Desa 557,100,000 APBD 96 Desa 557,100,000
g Pembangunan, Jumlah Peserta Yang Mengikuti Rakor
Jumlah Laporan Pengendalian dan Monitoring Pelaporan
o1l03l2.02103 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan |Kegiatan Fisik Konstruksi di Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto 12 Laporan, 12 557,000,000 APBD 12 Laporan, 12 557,000,000
Pembangunan Jumlah Laporan TEPRA ke Pusat dan Laporan Laporan Laporan
Perkembangan Kegiatan yang Sesuai Ketentuan.
02103 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pfsrsentase Pengendallan Pelak§anaan pembangunan di 95% 0 APBD B 0
Lingkungan/ Wilayah kab. Mojokerto
02l03l201 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persen.tase Penyusunan St.andarlsaSA Harga Pada Kab. Mojokerto 95% 0 APBD B o
Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Jumlah Perkada Tentang Standart Satuan Harga, Harga 3 Perkada. 58
02]03(2.01]01 Penyusunan Standar Harga Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK), Analisa Standart Belanja |Kab. Mojokerto OPDerlaA al)ik i 0 APBD - 0
(ASB) dan Aplikasi Standarisasi Harga (SIDIRGA) » L AplKkas
10 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Maturitas Penerapan UKPBJ Kab. Mojokerto Level 2 735,000,000 APBD Level 3 860,250,000
Persentase pengadaan barang dan jasa yang dihasilkan
10 01]03]2.03 Pengadaan Barang dan Jasa melalui UKPBJ terhadap seluruh pengadaan barang/jasa [Kab. Mojokerto 97 735,000,000 APBD 97 860,250,000
pemerintah Kab. Mojokerto
P t d b j lesai tepat
01]03]|2.03 |01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa ersentase proses pengadaan barang /jasa selesai tepat |y \roisierto 97 % 385,000,000  APBD 97 % 442,750,000
waktu sesuai rencana pengadaan yang ditetapkan
P lol L P
01]03]|2.03 |02 E‘;;ii:ﬂ?ﬁ“ ayanan Pengadaan Secara Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan operasional LPSE  |Kab. Mojokerto 12 bulan 200,000,000  APBD 12 bulan 245,000,000
o1l03|2.03|03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan |Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan pengadaan Kab. Mojokerto 100 orang 150,000,000 APBD 100 orang 172,500,000

Jasa

barang jasa




USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

LAMPIRAN : III / BAB. IV

NO

UP

B/L

INDIKATOR KINERJA

TARGET

LOKASI

APBD KAB.

APBD PROPINSI

USULAN DUKUNGAN

NAMA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT), SUB. KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) TE?;EIT (Rp.) K/L DANA (Rp.) D/E/D
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SEKRETARIAT DAERAH 78,388,331,292
SEKRETARIAT DAERAH 90 72,256,219,497 6,132,111,795
I UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 49,307,144,497 0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase Realisasi Anggaran Perangkat
A DAERAH KABUPATEN / KOTA Daerah 95 49,307,144,497 0
Meningkatnya Pelayanan Penatausahaan Administrasi Sekretariat
1 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Keuangan dan Sarana penunjang Tugas dan Fungsi di 90 27,842,144,497 0
. X Daerah
Lingkup Sekretariat Daerah
Persentase Pemenuhan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat 95 22,480,000 o]
Daerah Yang Terpenuhi
Pe e Persentase pemenuhan penyusunan dokumen .
erencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja P Sekretariat
perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah 95% 22,480,000 0
Perangkat Daerah N Daerah
yang terpenuhi
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai 12 dokumen Sekretariat 11,725,000 0
Perangkat Daerah ketentuan yang berlaku Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan - . .
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Jumla.h dokumen Laporan Kinerja yang disusun 12 dokumen Sekretariat 10,755,000 0
L sesuai ketentua n yang berlaku dan tepat waktu Daerah
Kinerja SKPD
Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pengelolaan
Administrasi Keuangan dan Sarana Penunjang Tugas o
7,81 4,497
dan Fungsi di Lingkup Sekretariat Daerah Yang 85% 27,819,664,49 0
Terpenuhi
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pers«.en_tase_pemenuhan fasilitasi pengc_elolaan 00% Sekretariat 23,074,277,043 o
adminitrasi keuangan yang terpenuhi Daerah
. .. . Jumlah Waktu Penyediaan Pebayaran Gaji dan Sekretariat
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Yang Terpenuhi 14 bulan Daerah 23,877,277,943 0
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah .Peserta Pernbmaar.n _Pen_gelol»aa.n K.euangan di Sekretariat
.. . . Sekretariat Daerah dan fasilitasi sosialisasi peraturan 172 orang 97,000,000 0
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Daerah
perundang - undangan
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UP

B/L
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APBD KAB.

APBD PROPINSI

USULAN DUKUNGAN

NAMA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT), SUB. KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) TE?QEIT (Rp.) K/L DpANA (Rp)| P/ ;IE;/ D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
o1]o1l2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase sa.rana perlengkapan kedinasan ASN 90% 280,345,000 o
yang terpenuhi
o1lo1l2.05|02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta 531 stel/potong 280,345,000 o
Kelengkapannya perlengkapannya
o1lo1l2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Sara?la Perkantoran ll:’enunjang Tugas 85% Sekretariat 1,798,000,000 o
Pokok dan Fungsi yang terpenuhi Daerah
. s Jumlah paket jenis alat tulis kantor yang disediakan : Sekretariat
01|01]2.06 |04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor kertas , tinta, ballpoint dIL. 1 paket Daerah 180,000,000 [0]
o1]01]2.06|05 Penyediaan Barang Cetakan dan Ju@ah paket jenis bafangl cetakan, penggandaan dan 6 paket Kaklm 414,000,000 0
Penggandaan chinderamata yang disediakan : Mojokerto
o1lo1|2.06|06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan 12 bulan Sekretariat 54,000,000 o
Perundang-undangan Peraturan Perundang - undangan Daerah
. . Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas .
01[01]2.06|09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan 12 bulan Sekretariat 1,150,000,000 0
Konsultasi SKPD Daerah
Dalam Daerah
o1lo1]2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase penyediaan jasa _penunjang administrasi 80% 553,950,000 o
Daerah perkantoran yang terpenuhi
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah waktu penyediaan jasa. Komunikasi , Sekretariat
01]012.08 02 Air dan Listrik sumberdaya Air dan Listrik. 12 bulan Daerah 348,300,000 0
o01|01|2.08|04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi 12 bulan | Sekretariat 205,650,000 0
keuangan.dan jasa tenaga kerja yang terpenuhi Daerah
o1lo1l211 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala ;erselntaDse Ad:(;nistxsli}fi{uan?a%dan Sperasional 90% 1.213.091.554 o
: Daerah dan Wakil Kepala Daerah cpaia ?Cra an Wakil Repala Dacrah yang ° § ’ ’
terpenuhi
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Jumlah Waktu Penyediaan Pebayaran Gaji dan Sekretariat
01101 2.11 01 Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tunjangan KDH dan WKDH. Yang Terpenuhi 14 bulan Daerah 185,387,800 0
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Jumlah penyediaan pakaian dinas dan pakaian Sekretariat
01|01(2.11|02 Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil khusus hari - hari terentu KDH/WKDH yang 49 stel /potong Deaerfalfna 214,575,000 0
Kepala Daerah terpenuhi
. . . Perentase pembayaran Dana Penunjang Operasional .
Penyediaan Dana Penunjang Operasional - o Sekretariat
01|01(2.11|04 Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah Kepala D?erah dan Wakil Kepala Daerah yang 100% Daerah 813,128,754 0
terpenuhi
Persentase kebutuhan KDH dan WKDH yang Kab.
BAGIAN UMUM 9
2 terpenuhi sesuai ketentuan dan kebutuhan 95% Mojokerto 16,710,000,000 0
01|01(2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah Persentas? penyediaan JasaAAdmlrnstram 95% Ka'?‘ 50,000,000 0
Kepegawaian yang terpenuhi Mojokerto
o1lo1]2.05/03 Pendataaz? dan Pengelolaan Administrasi Persentas.e pen.ur‘l_]ang pelaksanaan adrmmstljasl 95% Kallx 50,000,000 o
Kepegawaian kepegawaian di lingkup Setda yang terpenuhi Mojokerto
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
. . Persentase sarana perkantoran penunjang tugas Kab.
01]|01(2.06 Administrasi Umum Perangkat daerah N ) 88% N 6,480,000,000 0
pokok dan fungsi yang terpenuhi Mojokerto
. s Persentase Komponen instalasi listrik /penerangan
01|01]2.06|01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ yang terpenuhi dilingkup kantor setda dan rumah 90% Kab. 260,000,000 0
Penerangan Bangunan Kantor dinas Mojokerto
o1l012.0602 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Persentase pemenuhar{ l.tebutuhan peralatan dan 85% KaI?A 1,100,000,000 o
Kantor perlengkapan kantor dilingkup Setda Mojokerto
01]01|2.06 |03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan 90% Kab. 800,000,000 0
perlengkapan rumah tangga Mojokerto
01|01]2.06 |04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman 12 bulan hKaaz)?(;kerto 25,937,500 0
01|01]|2.06 |07 Penyediaan Bahan/ Material Jumlah waktu penyediaan ATK. 12 bulan I\K/laojb'(;kerto 44,062,500 0
01|01|2.06 |08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Persentase pemenuhan permohonan kedatangan 90% Kab. 4,250,000,000 0
tamu, rapat dan kegiatan yang dilaksanakan Mojokerto
o1]o1|2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Jumlah barang milik Daerah penunjang urusan 100% Kab. o o
. Urusan Pemerintah Daerah pemerintah Daerah yang diadakan ’ Mojokerto
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas jumlah kendaraan dinas jabatan KDH/WKDH yang . Kab.
011012.07] 01 Atau Kendaraan Dinas Jabatan diadakan 5 unit Mojokerto 0 0
01]o01]2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Persentase Penyediaan JaS§ penunjang Administrasi 100% Kah 160,000,000 0
Daerah perkantoran yang terpenuhi Mojokerto
01|01(2.08|01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan I\K/li?t-)kerto 110,000,000 0
01|01(2.08]|04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor Jumlah waktu penyediaan Jasa Pelayanan Umum 12 bulan Kah 50,000,000 0
Kantor Mojokerto
0101]2.00 Pemeliharaan Earang Milik Daerah Penunjang Persenltase. barang milik daerah penunjang tupoksi 75% Kal’..x 8,245,000,000 o
Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara Mojokerto
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan jumlah pemeliharaan/perpanjangan perijinan . Kab.
0110112.09101 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas kendaraan mobil jabatan (KDH/WKDH) 22 unit Mojokerto 700,000,000 0
Jabatan
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan jumlah pemeliharaan/perpanjangan perijinan . Kab.
01/0112.09102 Kendaraan Dinas Operasional atau kendaraan dinas/operasional lingkup Setda 76 unit Mojokerto 1,420,000,000 0
Lapangan
01|01|2.09|06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan/mesin gedung kantor yang 300 unit | <@ 215,000,000 0
dipelihara Mojokerto
o1l012.0909 Pemeliharaan / Relhablhtasl Gedung Kantor jumlah ruangan. yang dipelihara di rumah dinas dan 29 ruangan Kaklm 2,160,000,000 o
dan Bangunan Lainnya gedung kantor lingkup setda Mojokerto
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Kab
01]01|2.09]|10 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan jumlah ruangan yang direhabilitasi dilingkup setda 3 ruangan Ma X Ak " 3,300,000,000 0]
Lainnya ojoxerto
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung Kab
01(01({2.09]|11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau kantor/bangunan lain dilingkup bupati yang 2 ruangan Mo'c;kerto 450,000,000 0
Bangunan Lainnya dipelihara )
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala B . Kab.
01]01]2.11 Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH 16 kali Mojokerto 125,000,000 0
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala . . . Kab.
01(01{2.11|03 Dacrah dan Wakil Kepala Dacrah jumlah pemeliharaan kesehatan 16 kali Mojokerto 125,000,000 0
01|01(2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga 90% I\K/IZ?(;kerto 1,650,000,000 0
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga o Kab.
. . X 750, )
01|0112.12101 Kepala Daerah rumah dinas KDH 90% Mojokerto 50,000,000 0
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga o Kab.
01|0112.12102 Wakil Kepala Daerah rumah dinas WKDH 90% Mojokerto 550,000,000 0
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga o Kab.
01]012.12103 Sekretariat Daerah rumah dinas Sekretaris Daerah 90% Mojokerto 350,000,000 0
Per_sentase PD dengan penerapan RB Minimal Kategori 1,755,000,000
Baik
Persentase PD/UKPD dengan struktur kelembagaan
3 o1lo2]2.13 Penataan Organisasi dan tatalaksana yang tepat fungsi, tepat uk\jlrarl), ) 100% 1,755,000,000 o
tepat proses serta akuntabel dengan kategori minimal
Baik
o1lo2l2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jumlah PD/UKPD dengan stru.ktur organisasi 56 PD/UKPD 570,000,000 o
Jabatan kelembagaan yang tepat fungsi tepat ukuran




INDIKATOR KINERJA APBD PROPINSI USULAN DUKUNGAN
NO KODE UP B/L TARGET LOKASI APBD KAB. OPD D/TB/D
NAMA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT), SUB. KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) TERKAIT (Rp.) K/L DANA (Rp.) AP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
o1]02]2.13 |02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Jum?ah PD/UKPD terfas_lhtasl upaya peningkatan 56 PD/UKPD 410,000,000 o
Laksana kualitas pelayanan publik dan tata laksana
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Jumlah PD/UKPD yang mendapatkan nilai evaluasi
011021213103 Birokrasi SAKIP dan RB minimal baik 57 PD/UKPD 475,000,000 0
Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Jumlah unit pelayanan publik hasil monitoring dan
01102121304 Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana evaluasi dengan karegori minimal baik 56 PD/UKPD 150,000,000 0
o1]02]2.13 |05 Koordi_nasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Jumla.h PD/UKPD yang menyusun LKjIP dan risalah 57 PD/UKPD 150,000,000 o
Pemerintah Daerah sesuai ketentuan
4 01|01(2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase Layanan Kegiatan Pimpinan Daerah 95% II\(A":J?c;ker to 3,000,000,000 0
01]01|2.14 |01 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Pelayanan Keprotokoleran Kegiatan 350 kegiatan | K2 450,000,000 0
Pemerintah Daerah Mojokerto
Jumlah Cetak Majalah Warta Maja Tama yang 6.500 eks. 350 |Kab
01|01(2.14|02 Fasiliasi Komunikasi Pimpinan didistribusikan, Jumlah layanan kegiatan Pimpinan . L - 2,150,000,000 0
e kegiatan Mojokerto
Daerah Yang Terfasilitasi
. N Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang . Kab.
01|01(2.14|03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan didokumentasikan 350 kegiatan Mojokerto 400,000,000 0
o1]o1l2.0s5 Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian Persentase pegyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian _ ~ o : R o .
yang terpenuhi
01|01|2.05]|10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai - - (0] - - 0 -
11 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 22,949,075,000 6,132,111,795
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN Persentase Indikator Program Perangkat o Kab.
B 01102 RAKYAT daerah Yang tercapai 97% Mojokerto 19,541,975,000 0
Persentase PD yang Laporan Kinerjanya o Kab.
Berstatus ST dan T 95% Mojokerto 1,476,475,000 0
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5 01| 02|2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase Peningkatan PD yang Laporan Kinerjanya 95% Kab. 1,476,475,000 0
Berstatus ST dan T Mojokerto
Jumlah Kegiatan Rakor Forum Komunikasi Pimpinan 4 kegiat 10
Daerah (FORKOPIMDA), Jumlah Naskah Kerjasama egl]e: in,6 Kab
01|02(2.01|01 Penataan Administrasi Pemerintahan antar Lembaga Daerah dan Pihak Ketiga, Jumlah . naskat, & - 300,000,000 0
Bidang SPM, 10 | Mojokerto
Naskah Kesepahaman Bersama antar Daerah, Jumlah kah
SPM yang Telah Dievaluasi naska
Jumlah Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan
Kelurahan yang Berkinerja Baik, Jumlah Batas Desa 10 Desa, 1
yang Telah Selesai Ditegaskan dalam 1 Tahun, Kecamatan, 1
Jumlah Batas Kecamatan yang Telah Selesai Kecamatan, 18
. . . Ditegaskan dalam 1 Tahun, Jumlah Camat yang Kecamatan, 18 |Kab.
0110212.0102 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Berkinerja Baik, Jumlah Kecamatan yang Dibina, Kecamatan, 5 |Mojokerto 450,000,000 0
Jumlah Kecamatan yang Telah Dilakukan Kelurahan, 18
Pembakuan, Jumlah Kecamatan yang Telah Menerima Kecamatan, 3
Pelimpahan Kewenangan, Jumlah Kegiatan Kelurahan Camat
yang Terlaksana
Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi
Daerah, Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Jadi
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jumlah Laporan 56 PD, 2
e . Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kegiatan, 1 Kab.
01|02(2.01|03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Daerah yang Selesai dengan Baik, Jumlah Laporan laporan, , 56 | Mojokerto 726,475,000 0
OPD yang Sudah Selesai dengan Baik, Jumlah PD, 1 laporan
Laporan Pertanggungjawaban Bupati yang Selesai
dengan Baik
6 01| 02|2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Jumlah kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang 4 Kebijakan |22 15,100,500,000 0
dievaluasi Mojokerto
01(02(2.02|01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 72 Kegiatan ;(Ai?c;kerto 3,231,000,000 0
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan . . . Kab.
0102(2.02|02 Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 55 Kegiatan Mojokerto 11,219,500,000 0
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Kab
01]02]2.02 03 Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 91 Kegiatan Mo'(;kerto 650,000,000 0
Masyarakat )
7 01|02]2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Jumlah produk hukum yang ditetapkan 99% i(da(J?c;kerto 2,965,000,000 [0]
300 Peraturan
Jumlah Desa yang dievaluasi Rancangan Peraturan Desa, 80
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa, Jumlah Perkada/Perber Kab
01(02]2.03|01 Daerah Y Peraturan yang ditetapkan, Jumlah Peserta Bintek, kada, 70 OPD, Mo'z;kerto 1,000,000,000 0
Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan dan Jumlah 650 Produk )
Rancangan Peraturan Daerah Hukum dan 15
Raperda
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Jumlah OPD yang dimonitoring, Jumlah Pembinaan 25 OPD. 95 % |Kab
01]02(2.03]|02 Fasilitasi Bantuan Hukum yang dilakukan dan Penyelesaian Permasalahan e ° o 1,100,000,000 0
dan 2200 orang | Mojokerto
Hukum, Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum
Jumlah Penomoran Produk Hukum penyebarluasan 650 Produk
Pendokumentasian Produk Hukum dan produk hukum, Jumlah peraturan yang Hukum, 20 Kab.
0110220303 Pengelolaan Informasi Hukum didokumentasikan, Jumlah Peserta Bintek Upload, 299 |Mojokerto 865,000,000 0
Dokumentasi dan Jumlah Peserta Sosialisasi orang
c 01|03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Rumusan Kebijakan 99% 3,407,100,000 6,132,111,795
Perekonomian Yang Diimplementasikan
8 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM Persen?ase rumusan kebijakan bidang perekonomian 100% Sekretariar 1,000,000,000 6,132,111,795
yang ditetapkan daerak
01|03(2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Jumlah Kebijakan SDA yang dilaksanakan 4 kebijakan I\K/lao?(;kerto 900,000,000 0
Koordinasi, Sinkronisasi , Monitoring dan Kab
01|03(2.01|01 Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan Jumlah kegiatan yang di evaluasi 2 kegiatan Mo't‘)kerto 400,000,000 0
BLUD )
01]03]|2.0102 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah kegiatan yang di evaluasi 28 kegiatan hKﬂi?ékerto 400,000,000 0
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi . . . . Kab.
01]03]|2.0103 Mikro kecil Jumlah kegiatan yang di evaluasi 2 kegiatan Mojokerto 100,000,000 0
01|03(2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Jumlah Kebijakan SDA yang dilaksanakan 1 kebijakan ;(Aac)?g)kerto 100,000,000 6,132,111,795
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi 2 kegiatan, 5.180 Kab
01|03|2.04|01 Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan Jumlah kegiatan yang di evaluasi orang , 8 OPD, a . - 6,132,111,795
. Mojokerto
dan Perikanan 18 Kec.
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi . . . Kab.
01|03(2.04|03 Kebijakan Energi dan Air Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 2 Kegiatan Mojokerto 100,000,000 0
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9 o1lo3 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Pfersentase Penger.ndalian Pelaksa_nan Pembangunan di 100% 1,672,100,000 o
Lingkungan / Wilayah Kab. Mojokerto
01|03 |2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Jumlah produk hukum yang ditetapkan 100% I\K/IT)?(;kerto 1,672,100,000 0
Jumlah Perkada Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Fasilitasi Penyusunan Program Kegiatan, Jumlah Peserta Yang Mengikuti 1 Perkada, Kab.
01103]2.02 01 Pembangunan Peningkatan Kapasitas , Jumlah Peserta Yang 570PD, 57 OPD | Mojokerto 558,000,000 0
Mengikuti Workshop
. . Jumlah Desa Penerima Bantuan keuangan Yang
01[03]2.02|02 }P;z;g;::ai::ndan Evaluasi Program Terfasilitasi, Jumlah Peserta Pengendalian Resiko 96 Desa I\K/lil')(-)ker to 557,100,000 (0]
g Pembangunan, Jumlah Peserta Yang Mengikuti Rakor )
Jumlah Laporan Pengendalian dan Monitoring
. Pelaporan Kegiatan Fisik Konstruksi di Kabupaten ) ’
01|03|2.02|03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Mojokerto, Jumlah Laporan TEPRA ke Pusat dan 12 Laporan, 12 |Kab. 557,000,000 0
Pelaksanaan Pembangunan . X Laporan Mojokerto
Laporan Perkembangan Kegiatan Yang Sesuai
Ketentuan.
Persentase Pengendalian Pelaksanaan
02|03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH pembangunan di Lingkungan/ Wilayah 95% 0 0
kab. Mojokerto
o Persentase Penyusunan Standarisasi Harga Pada Kab.
P 1ol B Milik D: h 9
02(032.01 engelolaan Barang Millk Daera Pemerintah Kabupaten Mojokerto 9% Mojokerto 0 ?
Jumlah Perkada Tentang Standart Satuan Harga,
Harga Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK), Analisa 3 Perkada, 58 |[Kab.
02103 2.01 01 Penyusunan Standar Harga Standart Belanja (ASB) dan Aplikasi Standarisasi OPD, 1 Aplikasi |Mojokerto 0 0
Harga (SIDIRGA)
10 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Maturitas Penerapan UKPBJ Level 2 I\K/lao?z;kerto 735,000,000 0
Persentase proses pengadaan barang /jasa selesai Kab
10 01]03]2.03 Pengadaan Barang dan Jasa tepat waktu sesuai rencana pengadaan yang 97 an- 735,000,000 0
. Mojokerto
ditetapkan
01|03|2.03|01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase pengadaan barang dan jasa yang 97 % Kab. 385,000,000 0
: & & e dihasilkan melaui LKPBJ ° Mojokerto e
o01l03]2.03|02 Pengelole}an Layanan Pengadaan Secara Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan operasional 12 bulan Kal?. 200,000,000 o
Elektronik LPSE Mojokerto
01]03]2.03|03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Jumlah Peserta yan_g mengikuti pembinaan 100 orang Kal?, 150,000,000 o
dan Jasa pengadaan barang jasa Mojokerto
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIS DAERAH

| ]
KELOMPOK JABATAN ASISTEN ASISTEN ASISTEN
FUNGSTONAL PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN PEI;EE%&%?&?AEAN ADMINISTRASI UMUM STAF AHLI BUPATI
RAKYAT
| | |
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PEREKONOMIAN PROTOKOL DAN
KESEJAHTERAAN ADMINISTRASI PENGADAAN PERENCANAAN DAN
PEMERINTAHAN HUKUM DAN SUMBER UMUM ORGANISASI KOMUNIKASI
RAKYAT DAYA ALAM PEMBANGUNAN BARANG DAN JASA PIMPINAN KEUANGAN
| | | | | I 1 S | ] ]
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PEMBINAAN BADAN
ADMINISTRASI BINA MENTAL PERUNDANG- USAHA MILIK DAERAH PENYUSUNAN PENGELOLAAN TATA USAHA DAN KELEMBAGAAN
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B B B [ PENGENDALIAN | [T 1 PENGELOLAAN 1 [l PELAYANAN M B
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OTONOMI KESEJAHTERAAN DOKUMENTASI PENGAWASAN EVALUASI DAN DOKUMENTASI
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